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PENINGKATAN PERCERAIAN DI INDONESIA  
(Studi Kasus di Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi Selatan) 

Ketua Peneliti: 
Dr. Mursyid, S.Ag, M.HI 

Anggota Peneliti: 
Dr. Soraya Devy, M.Ag 

Asmaul Husna, S.Hi., M.Hum 

 

Abstrak 
Penelitian ini membahas membahas tentang peningkatan perceraian 
di Indonesia (studi kasus di provinsi Aceh dan provinsi Sulawesi 
Selatan). Rumusan masalah yang dikaji adalah: 1) apa yang 
melatarbelakangi peningkatan perceraian di Provinsi Aceh dan 
Provinsi Sulawesi Selatan? 2) bagaimana dampak yang ditimbulkan 
atas terjadinya peningkatan perceraian di Provinsi Aceh dan Provinsi 
Sulawesi Selatan? 3) bagaimana respon pemerintah terhadap 
peningkatan perceraian di Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi 
Selatan? Penelitian ini bersifat kualitatif dengan teknik pengumpulan 
data, studi literatur, Angket dan wawancara, sedangkan lokasi 

penelitian adalah di provinsi Aceh dan provinsi Sulawesi Selatan. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) Secara umum, dapat 
dikemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan 
perceraian di Indonesia, khususnya Provinsi Sulawesi Selatan dan 
Provinsi Aceh adalah; faktor ekonomi, faktor pendidikan, kurangnya 
pemahaman agama, faktor media sosial, faktor pernikahan dini, faktor 
rendahnya rendahnya pemahaman hak dan kewajiban suami/istri. 2) 
Tingginya perceraian di Indonesia, memiliki dampak buruk yang 
ditimbulkan. Berdasarkan hasil penelitian, terjadinya perceraian 
berdampak buruk kepada anak, keluarga, negara dan bangsa. 3) 
Tingginya perceraian di Indonesia telah direspon oleh pemerintah 
dengan beberapa upaya, di antaranya: melaksanakan bimbingan pra 
nikah, membuat materi khutbah nikah berisi penguatan keluarga dan 
pencegahan perceraian, membuat lomba keluarga sakinah yang 
diadakan Kemenag, Membuat modul bimbingan perkawinan untuk 
calon pengantin yang diadakan Kemenag. 

 
Kata Kunci: Peningkatan, Perceraian, Indonesia, Aceh, Sulawesi Selatan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan yang signifikan. Ratusan ribu kasus perceraian masih 

terjadi dalam setiap tahunnya. Berdasarkan data tahun 2016 lalu, 

setidaknya ada sekitar 350 ribu kasus perceraian di Indonesia. Hal ini 

disampaikan oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag, Prof 

Muhammadiyah Amin. Menurut dia, pada 2017 lalu angka 

perceraian juga masih terhitung tinggi, walaupun datanya belum 

ada. "Perceraian tahun 2017 belum ada datanya, tapi kalau data 

tahun 2016 sebesar 350 ribuan," ujar Muhammadiyah saat 

dihubungi (Laporan Republika.co.id). 

Berdasarkan data dari Dirjen Badan Peradilan Agama 

Mahkamah Agung pada periode 2014-2016 perceraian di Indonesia 

trennya memang meningkat. Dari 344.237 perceraian pada 2014, naik 

menjadi 365.633 perceraian di 2016. Rata-rata angka perceraian naik 3 

persen per tahunnya. Bahkan Tahun 2013 lalu, Badan Kependudukan 

dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sudah mengabarkan soal 

angka perceraian di Indonesia yang menduduki peringkat tertinggi 

di Asia Pasifik (Laporan Kompas.com). 

Riset ini dilakukan untuk melihat bagaimana pemerintah 

merespon terjadinya peningkatan perceraian di Indonesia dengan 

fokus kajian pada studi kasus provinsi Aceh dan provinsi Sulawesi 
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Selatan. Mengapa Kedua provinsi tersebut dipilih? Alasannya ada 

dua. Pertama Kedua provinsi tersebut masuk dalam 10 besar provinsi 

yang tertinggi angka perceraiannya. Kedua, Provinsi Aceh dan 

provinsi Sulawesi Selatan merupakan 2 provinsi dikenal yang sangat 

kuat memegang nilai-nilai ajaran Islam yang tentu saja sangat 

menarik untuk meneliti mengapa daerah yang kuat memegang nilai-

nilai ajaran Islamnya justru angka perceraiannya juga tinggi. 

Pisahnya suami dengan isteri dianggap sebagai sesuatu 

yang membawa kebaikan bagi keduanya jika mereka 

menggunakannya dengan baik, sebagaimana hal itu juga dapat 

mengakibatkan bahaya yang besar jika salah dalam menggunakan 

hak ini. Terkadang terjadi kebuntuan dalam kehidupan suami isteri 

dan tidak berhasil dalam usaha mengadakan perbaikan, baik karena 

adanya aib pada seorang suami atau seorang isteri atau aib pada 

keduanya. Oleh karena itu, Islam mensyari’atkan talak sehingga 

masing-masing pihak akan mendapatkan orang yang sesuai dengan 

tabi’at dan kecenderungannya (Syaikh Ahmad Jad, 2013: 255). Terkait 

dengan urusan talak, ditentukan bahwa hak untuk memutuskan 

hubungan perkawinan yaitu berada di tangan suami. Suami berhak 

mentalak isterinya, dengan syarat harus melihat waktu dimana isteri 

dapat menjalankan iddahnya secara wajar. Hal ini berdasarkan 

firman Allah surat al-Thalak ayat 1. Intinya, ayat tersebut 

menjelaskan tentang isteri-isteri yang ditalak hendaknya pada waktu 

suci sebelum dicampuri. Suami yang ingin menceraikan isterinya 

harus melihat pada keadaan dimana si isteri pada waktu ditalak 

dapat langsung melaksanakan iddahnya. Keadaan seperti tersebut di 
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atas menjadi ketentuan bagi suami dalam menjalankan haknya untuk 

menjatuhkan talak (Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, 2000: 399). 

Pada prinsipnya, hakikat dari perceraian adalah hak suami 

untuk menceraikan (memutuskan hubungan perkawinan) isterinya 

(Muhammad Syaifuddin dkk, 2014: 128). Pandangan ini seirama 

dengan apa yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, sebagaimana 

dikutip oleh Agustin Hanafi, bahwa hak talak hanya pada laki-laki, 

karena ia lebih bersikeras untuk melanggengkan hubungan 

perkawinan. Walaupun hak penjatuhan talak berada di tangan 

suami, suami hendaknya melihat kondisi dimana si isteri dapat 

menjalankan masa tunggu, serta harus sesuai dengan tuntunan talak 

dalam Islam (Agustin Hanafi, 2013: 108).  

Talak sebagai sebab putusnya perkawinan adalah institusi 

yang paling banyak dibahas para ulama. Seperti pernyataan 

Sarakhsyi, yang dikutip oleh Amiur Nuruddin, bahwa talak itu 

hukumnya dibolehkan ketika berada dalam keadaan darurat, baik 

atas inisiatif suami (talak) atau inisiatif isteri (khulu’). Islam 

memberikan hak-hak talaknya kepada kaum laki-laki yang memiliki 

ambisi untuk melanggengkan tali perkawinan yang dibiayai dengan 

mahal sehingga apabila mereka ingin bercerai dan kawin lagi akan 

membutuhkan biaya yang banyak. Mereka juga memiliki tanggung 

jawab memberikan nafkah iddah pada isterinya. Sebaliknya, 

perempuan lebih cepat marah, terburu-buru dan tidak menanggung 

beban perceraian (Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, 2006: 

208). 
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Terdapat kondisi-kondisi di mana hakim harus memisahkan 

pasangan suami isteri dengan talak. Menurut Abdul Majid Mahmud 

Mathlub perceraian dengan perantara pengadilan dikategorikan 

dalam 5 (lima) macam, yaitu perceraian karena tidak mendapat 

nafkah, perceraian karena aib, perceraian akibat adanya 

mudarat/perlakuan buruk, perceraian akibat tidak adanya suami, 

dan pemisahan karena suami dipenjara. Para fuqaha telah bersepakat 

bahwa perkawinan berhenti dengan talak yang diucapkan dengan 

bahasa arab atau bahasa yang lainnya, dengan ucapan, ataupun 

dengan tulisan ataupun dengan isyarat. Wahbah Zuhaili menyatakan 

bahwa pemisahan hubungan perkawinan dengan institusi khuluk 

(cerai gugat) berbeda dengan talak karena talak terjadi dengan 

pilihan dan kehendak si suami. Sedangkan pemisahan akibat 

keputusan pengadilan dengan kehendak isteri adalah untuk 

membuat si isteri bisa mengakhiri ikatan perkawinannya dengan 

suaminya secara paksa jika berbagai cara yang bersifat pilihan tidak 

berhasil (Abdul Majid Mahmud Mathlub, 2005: 458-486). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

dikemukakan di atas, maka berikut ini dapat dikemukakan 

permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Apa yang melatarbelakangi peningkatan perceraian di 

Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi Selatan? 
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2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan atas terjadinya 

peningkatan perceraian di Provinsi Aceh dan Provinsi 

Sulawesi Selatan? 

3. Bagaimana respon pemerintah terhadap peningkatan 

perceraian di Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi Selatan? 

  

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan riset ilmiah pada 

beberapa hal mendasar sebagai berikut:  

1. Untuk mengeksplorasi latar belakang peningkatan perceraian 

di Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Untuk melihat sejauhmana dampak yang ditimbulkan atas 

terjadinya peningkatan perceraian di Provinsi Aceh dan 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

3. Untuk menelusuri dan mengungkap respon pemerintah 

terhadap peningkatan perceraian di Provinsi Aceh dan 

Provinsi Sulawesi Selatan. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN/TEORI 

 

A. Kajian Terdahulu 

Penelitian ini berjudul: Peningkatan Perceraian di Indonesia 

(Studi Kasus di Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi Selatan). 

Berdasarkan judul ini maka dapat ditelusuri beberapa riset terkait 

yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik berupa 

laporan penelitian, artikel maupun dalam bentuk buku.  

Beberapa kajian terdahulu terkait riset ini dapat 

dikemukakan sebagai berikut: 

Agustin Hanapi, menulis buku yang berjudul: Konsep 

Perceraian dalam Islam (Sebuah Interpretasi Ulang. Buku ini awalnya 

merupakan disertasi penulis ketika menempuh pendidikan Program 

Doktor di UIN Ar-Raniry pada tahun 2012 yang berawal dari 

kegalauan penulis terhadap meningkatnya angka perceraian setiap 

tahunnya. Hal ini dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat yang 

masih kental dengan pandangan fuqaha di masa lalu yang mana 

perceraian mutlak sepenuhnya berada di tangan suami. Kemudian 

sifatnya longgar dan suami berhak menjatuhkannya kapan saja dan 

di mana saja tanpa perlu memberitahu kepada istri karena 

wewenang ini sepenuhnya berada di tangan suami. Buku ini secara 

baik membahas  tentang konsep perceraian dalam fiqih dan 

perundang-undangan indonesia yang mencakup; prinsip dan asas 

perkawinan, perceraian dalam fiqih, madhhab, kategori  dan bentuk 
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perceraian dalam  fiqih, bentuk-bentuk perceraian, perceraian dalam 

perspektif fiqih kontemporer, perceraian menurut undang-undang 

nomor 1 tahun 1974, perceraian menurut undang-undang no. 7 tahun 

1989, perceraian dalam inpres no.1 tahun 1991. Buku ini juga 

membahas reinterpretasi konsep perceraian dalam Al-Qur’an yang 

mencakup kajian konsep-konsep dasar tentang kesetaraan laki-laki 

dan perempuan, kedudukan perempuan sebelum Islam, kedudukan 

perempuan dalam Islam,  prinsip-prinsip kesetaraan, konsep 

perceraian dalam pendekatan tematis pada aspek; inisiatif dan 

rekategori perceraian, talak, khulu‘, fasakh dan sebab-sebabnya 

(Agustin Hanapi, 2018). 

Soraya Devy menulis buku yang berujudul  Sistem Perwalian 

Di Aceh: Pergumulan antara  Hukum Islam,  Hukum Positif  dan Praktek 

Masyarakat. Buku ini secara spesifik membahas persoalan yang terjadi 

setelah sebuah perkawinan berakhir. Dengan kata lain buku ini 

merupakan riset yang dilakukan setelah terjadinya sebuah perceraian 

(Soraya Devy, 2018). 

Nurdin Bakri dan Antoni menulis artikel yang bertajuk: 

Talak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No 2 Tahun 

2015 Tentang Talak. Artikel ini meneliti tentang bagaimana 

kedudukan talak yang dilakukan di luar pengadilan menurut MPU 

Aceh, metode istinbaṭ hukum apa yang digunakan oleh MPU Aceh 

terkait kedudukan talak di luar pengadilan, serta dampak fatwa 

tersebut. (Nurdin Bakri dan Antoni, Jurnal Samarah Volume 1 No. 1. 

Januari-Juni 2017). 
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Amir Syarifuddin menulis buku yang berjudul: Hukum 

Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-

Undang Perkawinan. Buku ini membahas tentang hukum perkawinan 

Islam di Indonesia dengan melakukan perbandingan antara hukum-

hukum perkawinan yang diatur dalam kitab-kitab fiqh dengan 

hukum-hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-undang 

perkawinan di Indonesia (Amir Syarifuddin, 2011).  

Amiur Nuruddin dan Azari Akmal Tarigan menulis buku 

yang berjudul:  Hukum perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis 

Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI. 

Buku ini melakukan kajian kritis terhadap hukum-hukum fiqh yang 

diatur dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia sebagaimana 

yang tercantum dalam Fiqh, UU Perkawinan No. 1/1974 dan  

Kompilasi Hukum Islam (Amiur Nuruddin dan Azari Akmal 

Tarigan, 2004).  

Atho’ Muzdhar dan Khairuddin Nasution menulis buku 

yang berujudul: Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi 

perbandingan dan keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih. Buku 

ini membahas secara global tentang hukum keluarga yang berlaku di 

Dunia Islam. Buku ini melakukan perbandingan antara hukum 

keluarga Islam dalam bentuk Undang-Undang dengan hukum 

keluarga Islam dalam kitab-kitab fiqh (Atho’ Muzdhar dan 

Khairuddin Nasution, 2003). 

Satria Effendi M. Zein, salah seorang ahli ushul fiqh di 

Indonesia menulis buku dengan judul: Problematika Hukum Keluarga 

Islam Kontemporer: Analisis Yuridis dengan Pendekatan Ushuliyah. Buku 
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ini menganalisis putusan-putusan hakim tentang perkara hukum 

keluarga Islam dengan menekankan pada pendekatan Ushul Fiqh 

(Satria Effendi M. Zein, 2004). 

Alissa Qatrunnada Munawwarah, et.al., menulis buku yang 

berjudul: Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin. Buku ini 

membahas beberapa hal tentang modul bimbingan perkawinan yang 

mencakup; persiapan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah, 

mengelolah dinamika perkawinan dan keluarga, memenuhi 

kebutuhan keluarga, kesehatan reproduksi keluarga, menyiapkan 

generasi berkualitas, mengelolah konflik dan membangun ketahanan 

keluarga (Qatrunnada Munawwarah, Nur Rofiah, Abdul Qadir, & 

Muzayyanah, 2017).  

Fatmawati, et.al., menulis artikel yang berjudul: Efektivitas 

Pelatihan Empati dalam Mengurangi Konflik Perkawinan pada Pasangan 

Suami Istri yang Berada pada Tahun Awal Pernikahan. Artikel ini 

merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk menguji efektivitas 

pelatihan empati untuk mengurangi konflik pada pasangan menikah 

di tahun-tahun awal pernikahan mereka. Pelatihan empati 

dikembangkan berdasarkan 4 teknik empati, yaitu empati diri, 

menerima orang lain, mendengarkan secara akurat, dan mengambil 

perspektif. Pelatihan empati dilakukan pada 14 pasangan yang 

tinggal di Banda Aceh dan Aceh Besar (Fatmawati Fatmawati, 

Rahima Nurviani, & Ridha Ilham, 2018). 

Annisa Kumalasari menulis artikel yang berjudul: Peran 

memaafkan dan sabar dalam menciptakan kepuasan perkawinan. Artikel ini 

membahas tentang peran memaafkan dan sabar terhadap kepuasan 
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perkawinan. Memaafkan diartikan sebagai penggantian emosi 

negatif dengan emosi yang lebih positif. Sementara sabar merupakan 

suatu variabel yang relatif baru dalam kajian psikologi, yang berarti 

respon awal yang aktif dalam menahan emosi, pikiran, perkataan 

dan perbuatan yang taat pada aturan untuk tujuan kebaikan yang 

didukung oleh optimis, pantang menyerah, semangat mencari 

informasi/ilmu, dan memiliki semangat terbuka terhadap solusi, 

konsisten serta tidak mudah mengeluh (Kumala & Trihandayani, 

2015).  

Nurdin Bakri dan Antoni menulis artikel yang bertajuk: 

Talak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No 2 Tahun 

2015 Tentang Talak. Artikel ini meneliti tentang bagaimana 

kedudukan talak yang dilakukan di luar pengadilan menurut MPU 

Aceh, metode istinbaṭ hukum apa yang digunakan oleh MPU Aceh 

terkait kedudukan talak di luar pengadilan, serta dampak fatwa 

tersebut. (Nurdin Bakri dan Antoni, 2017). 

Mukhtar dan Yusuf Firdaus menulis artikel yang berjudul: 

The Effectivity of Marriage Guidance in KUA Citeureup to Maintain 

Household Integration. Artikel ini merupakan hasil penelitian yang 

membahas tentang efektivitas bimbingan perkawinan di KUA dalam 

menjaga keutuhan rumah tangga yang disebabkan akibat tingginya 

tingkat perceraian yang terjadi di Indonesia, khususnya bagi umat 

muslim di Indonesia. (Mukhtar Mukhtar & Yusuf Firdaus, 2019). 

Sri Turatmiyah, et.al menulis artikel yang berjudul: Akibat 

Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan 

Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan. Artikel ini 
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membahas faktor penyebab pembatalan perkawinan di PA 

Palembang, Lubuklinggau, Muaraenim serta akibat hukumnya bagi 

anak dan istri. Penelitian dilakukan secara normatif yang didukung 

dengan empiris. Penelitian ini menyimpulkan pertama, dalam 

Putusan No. 0587/Pdt.G/2013/PA. Plg dan No.796/Pdt.G/2010/PA 

Llg faktor penyebabnya karena poligami tanpa izin dan wali yang 

tidak sah. Kedua, akibat hukum bagi anak Pasal 28 UUP tetap anak 

sah dan bagi istri dengan itikad baik, perkawinan tetap mempunyai 

akibat hukum yang sah bagi suami dan istri. Apabila perkawinan 

dilangsungkan tanpa adanya itikad baik dari suami dan istri, akibat 

hukum perkawinan tersebut sama sekali tidak ada. Keputusan hakim 

berlaku surut sampai pada saat perkawinan dilangsungkan (Sri 

Ahyani, 2018). 

Rilda Murniati menulis artikel yang berjudul: Pembaharuan 

Hukum Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya terhadap Harta 

dalam Perkawinan. Artkel ini membahas alasan lahirnya gugatan uji 

materiil terhadap ketentuan UU Perkawinan yang tercantum dalam 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69 / PUU-XII / 2015. Putusan ini 

membentuk dasar dan dasar hukum untuk pengaturan baru sebagai 

sumber pembaruan hukum tentang prosedur perjanjian pernikahan 

dan konsekuensi hukumnya untuk aset bersama yang diperoleh 

dalam pernikahan. Lahir dari pembaruan hukum adalah perjanjian 

pernikahan yang dapat dibuat kapan saja selama pernikahan dalam 

bentuk akta otentik di notaris dan dapat berlaku surut sejak tanggal 

pernikahan berlangsung selama suami dan istri setuju dan mengikat 

sebagai hukum bagi para pihak. Karena alasan ini, konsekuensi 

hukum dari status hukum aset bersama yang diperoleh selama 
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pernikahan adalah milik pribadi setiap suami dan istri dan isinya 

mengikat pihak ketiga selama pihak ketiga memiliki kepentingan 

(Murniati, 2018). 

 

 

B. Konsep atau Teori Relevan  

 

Berdasarkan beberapa kajian kepustakaan dan alur pikir yang 

dibangun, maka dapat ditegaskan bahwa dalam membahas beberapa 

persoalan di atas, teori yang akan digunakan adalah teori 

fungsionalisme struktural, teori sistem dan teori peran. Ketiga teori 

tersebut merupakan teori sosial makro yang dapat digunakan untuk 

menganalisis berbagai persoalan yang menyangkut tentang 

peningkatan perceraian di Indonesia.  

Pemilihan ketiga teori tersebut didasarkan pada kesesuaian 

antara problema, fakta dan fenomena yang terjadi, dengan bangunan 

teori yang menjadi "pisau analisisnya”. Untuk memudahkan peneliti 

dalam melaksanakan penelitian, memperoleh berbagai informasi dari 

key informan, dan juga bahan-bahan yang terkait dengan peningkatan 

perceraian di Indonesia. 

 Dalam teori fungsionalisme dan teori sistem, para teoritisi 

menggunakan proses analisis yang sama dalam menempatkan 

perbedaan jenis kelamin dalam analitis umum mereka terhadap 

fenomena sosial berskala luas. pertama, mereka mendefenisikan 

fenomena itu sebagai sistem antar hubungan dan struktur interaksi 
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yang dipahami sebagai “keteraturan pola dalam prilaku individual”. 

Teoritisi fungsional dan teoritisi konflik analitik memusatkan 

perhatian pada negara bangsa atau kadang-kadang khususnya dalam 

teori konflik analitik  pada pengelompokan kultural pramodern; teori 

sistem membicarakan kapitalisme global sebagai sebuah sistem 

transisi di mana negara-bangsa adalah struktur yang penting.  Variasi 

antara teori-teori ini terletak  pada struktur khusus dan proses 

sistemik yang mereka pandang penting. kedua, teoritisi ini 

memusatkan perhatian pada keadaan wanita di dalam sistem. Kedua 

teori ini akhirnya tiba pada kesimpulan yang sama: tempat utama 

wanita dalam pengertian bahwa lokasi yang dilihat dalam semua 

kultur sebagai “wilayah” khusus untuk perempuan – adalah di 

rumah tangga (keluarga). Dari tempat utama, dan selalu dengan 

kondisi yang terpola demikian, wanita dapat mempunyai tempat 

struktural penting lain untuk berperan, terutama dalam bidang 

ekonomi, sosial dan politik.  ketiga, masing-masing teoritisi tersebut 

mencoba menerangkan stratifikasi gender – yang dipandang hampir 

secara universal merugikan wanita- dilihat dari sudut kesejajaran 

struktur segitiga: rumah tangga/keluarga, ekonomi serta kebutuhan 

dan proses sistem social (Douglas J. Goodman, 2003: 408-414). 

 Dalam penelitian ini teori fungsionalisme struktural dipakai 

untuk menjelaskan keterkaitan fungsi dan peran antara laki-laki dan 

perempuan dalam keutuhan masyarakat. Menurut Talcott Parsons, 

sebagaimana dielaborasi lebih lanjut oleh Nasaruddin Umar bahwa 

pembagian peran antara laki-laki dan perempuan tidak didasari oleh 

disrupsi dan kompetisi, akan tetapi lebih kepada melestarikan 

harmoni dan stabilitas dalam masyarakat (Friedrich Engels, 1942: 14). 
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Akan tetapi yang menjadi penekanannya sendiri adalah sistem sosial. 

Karena sistem sosial dan budaya setempat sangat berpengaruh 

terhadap posisi dan peran perempuan dan juga kondisi yang dialami 

oleh kaum perempuan dalam berbagai aspek. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, satu hal yang perlu 

digarisbawahi adalah, meskipun Parsons berkomitmen untuk 

menjelaskan sistem sosial sebagai sebuah interaksi, ia lebih 

mengedepankan status-peran  sebagai unit dasar dari sistem. Status 

itu lebih mengacu kepada posisi struktural di dalam sistem sosial, 

sedangkan peran menitikberatkan pada apa yang adilakukan aktor 

dalam posisinya itu, dilihat dalam konteks signifikansi fungsionalnya 

untuk sistem yang lebih luas, tidak dilihat dari sudut tindakan dan 

pikiran mereka amasing-masing. 

 Melalui teori ini akan ditelusuri Friedrich Engels,. Oleh 

karena itu ada empat fungsi penting yang harus diperhatikan agar 

tetap bertahan atau yang lebih terkenal dengan skema AGIL, yaitu: 

1. Adaptation (adaptasi), sebuah sistem hanya menanggulangi 

situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri 

dengan lingkungan, dan lingkungan juga harus menyesuaikan 

diri dengan sistem. 

2. Goal Attainment (pencapaian tujuan), sebuah sistem harus 

mendefinisikan dan harus mencapai tujuan utamanya. 

3. Integration (integrasi), sebuah sistem harus mengatur hubungan 

antar bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus 

mengelola antar hubungan antar ketiga fungsi lainnya. 
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4. Latency, (pemeliharaan pola), sebuah sistem harus melengkapi, 

memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individu, maupun 

pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi 

(Friedrich Engels, 1942: 14). 

Teori kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

sistem. Istilah Sistem menurut Dewey digunakan untuk 

menunjukkan keseluruhan sudut pendirian hubungan metodis dan 

pengaturan anggota-anggota konstituantenya. Dalam konteks ini ia 

memandang bahwa sebuah sistem sebagai keseluruhan yang terkait 

dan saling berhubungan antara bagian-bagiannya (William A. 

Shrode and Dan Voich, 1974: 115). 

 Ada enam ciri utama dari teori ini, yaitu : pertama; sistem 

adalah suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu 

kesatuan interaksi (proses). Kedua; masing-masing elemen terikat 

dalam satu-kesatuan hubungan yang satu sama lain saling 

bergantung (interdependence of its parts). Ketiga; kesatuan elemen 

yang kompleks itu membentuk satu kesatuan bentuknya itu (the 

whole is more than the sum of its parts). Keempat, keseluruhan itu 

menentukan ciri dari setiap bagian pembentuk-nya (the whole 

determines the nature of its parts). Kelima; bagian dari keseluruhan itu 

tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara 

terpisah dari keseluruhan itu (the parts cannot be understood if 

considered in isolation from the whole). Keenam, bagian-bagian itu 

bergerak secara dinamis secara mandiri atau secara keseluruhan 

dalam keseluruhan (sistem) itu. 
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 Secara lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa penggunaan teori 

sistem berkaitan dengan penelitian ini dimaksudkan untuk melihat 

dan menjelaskan keterikatan antara satu bagian dengan bagian yanag 

lain dalam masyarakat, dalam hal ini kaum perempuan  dalam 

kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh penelitian 

terhadap suami atau isteri tidak dapat dipisahkan satau sama lain. 

Sebab kalau dipisahkan, maka sebagian kebenaran ataupun data 

pentingnya akan lenyap. 

 Selanjutnya teori yang ketiga yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teori peran. Teori ini sangat erat hubungannya 

dengan status atau kedudukan seseorang. Status (role) menunjukkan 

tempat atau posisi seseorang dalam masyarakat, sedangkan peran 

menunjukkan aspek dinamis dari status. Untuk mengukur status 

seseorang menurut Pitirim A.Sorokin, sebagaimana dijelaskan lebih 

lanjut oleh Dwi Narwoko, dkk (ed), dapat dilihat dari aspek-aspek 

berikut ini : 

1. Jabatan atau pekerjaan; 

2. Pendidikan dan luasnya ilmu pengetahuan; 

3. Kekayaan; 

4. Politis; 

5. Keturunan; dan  

6. Agama. (J. Dwi Narwoko-Bagong Suyanto, 2004: 136-137) 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikemukakan bahwa 

Posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat merupakan unsur 

statis yang menunjukakan tempat individu dalam organisasi 
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masyarakat. Penempatan sosial yang tepat dalam masyarakat 

menjadi penting karena beberapa alasan: pertama; posisi tertentu 

lebih menyenangkan untuk diduduki, ketimbang posisi yang lain. 

Kedua; posisi tertentu lebih penting untuk menjaga kelangsungan 

hidup masyarakat daripada posisi yang lain, dan ketiga; posisi-posisi 

sosial yang berbeda memerlukan bakat dan kemampuan yanag 

berbeda pula. Adapun peran seyogianya lebih banyak merujuk pada 

fungsi, dimana seseorang menduduki suatu posisi tertentu dalam 

masyarakat dan menjalankan suatu peran. Lebih lanjut yang perlu 

digarisbawahi bahwa suatu peran paling tidak mencakup 3 (tiga) hal, 

yaitu: 

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan 

posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat; 

2. Peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan 

oleh individu dalam masyarakat; 

3. Peran dapat dikatakan sebagai prilaku individu yang penting 

bagi struktur sosial masyarakat. 

Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa dengan teori tersebut 

di atas dapat dirumuskan kerangka konseptual dari penelitian ini, 

seperti yang tertera pada skema berikut ini: 

Diagram. 1 

Kerangka Konseptual 
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BAB III 

Metode Penelitian  

A. Pendekatan 

Ditinjau dari segi bentuknya, penelitian ini tergolong kedalam 

field research, dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga 

merupakan baseline study, yaitu studi evaluasi-dekriptif untuk 

kebijakan, yaitu evaluasi terhadap agenda institusionalisasi gagasan 

dan aplikasi kebijakan yang terkait dengan usaha keberpihakan 

terhadap perempuan. Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan 

pijakan dan pedoman oleh pemerintah untuk pembuatan kebijakan 

dalam rangka mendorong, membingkai dan merespon peningkatan 

perceraian di Indonesia. Berikut ini terdapat tabel yang menjadi 

kerangka acuan dalam penggunaan metodologi penelitian yaitu 

sebagai berikut: 
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Diagram 2 

Skema Metodologi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendekatan yang relevan untuk studi ini adalah pola 

konvergensi antara empirisme dan normatif. Pendekatan empiris 

akan memotret peningkatan perceraian di Indonesia. Sedangkan 

pendekatan normatif berusaha untuk memetakan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Langkah ini 

dianggap penting karena dengan adanya aturan-aturan legal-formal 

tersebut diharapkan masyarakat mempunyai semacam petunjuk 

pelaksanaan dan arah pedoman dalam bersikap dan juga bertindak 

jika terjadi perceraian. 

Untuk menopang arah dan target penelitian di atas, 

pendekatan trianggulasional menjadi tumpuan utama. Terma 
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trianggulasional mengacu pada serangkaian pendekatan, metode dan 

teknik pelaksanaan penelitian. Pendekatan ini pada prinsipnya 

didasarkan pada satu asumsi dasar bahwa setiap model pendekatan, 

metode dan teknik penelitian masing-masing mempunyai 

kelemahan. Selain itu, strategi didasarkan pada satu klaim 

metodologis bahwa model pendekatan dan teknik penelitian 

memiliki corak naturnya sendiri. Untuk alasan tersebut di atas, 

pertama, kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif 

disinergikan agar hasil penelitian yang dicapai dapat lebih optimal, 

integratif, kritis dan komprehensif. Kedua, studi ini juga 

menggabungkan model penelitian kepustakaan dan lapangan. 

B. Teknik Pengumpulan Data  

 Fokus utama penelitian ini adalah Respon pemerintah 

terhadap peningkatan perceraian di Indonesia. Mengacu pada fokus 

kajian ini, maka data yang dibutuhkan adalah segala informasi yang 

terkait peningkatan perceraian di Indonesia. Data yang dikumpulkan 

merupakan kombinasi data primer dan sekunder statistik,  data 

lapangan, dan dokumenter, data kuantitatif dan kualitatif.  

Adapun proses pengumpulan data akan dilakukan dengan 

memanfaatkan beberapa teknik pengumpulan data yang lazim 

digunakan dalam penelitian ilmiah, sebagai berikut: 

1. Studi Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data model ini adalah dengan 

melakukan kajian secara mendalam segala data pustaka yang terkait 

dengan riset ini. 
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2. Wawancara  

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari informan 

kunci (key informan). Secara umum informan kunci dalam penelitian 

ini adalah Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota, Kasi Humas Kemenag 

Kab/Kota, Penyuluh KUA, dan Penghulu KUA yang ada di Provinsi 

Sulawesi Selatan (Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Gowa) dan 

Provinsi Aceh (Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten 

Aceh Tengah). Data yang diperoleh dari informan kunci ini dengan 

menggunakan sistem wawancara terstruktur. Data tersebut di cross 

ceck kembali sesuai dengan instrumen wawancara yang telah 

disiapkan. Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan 

jawaban yang lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah.  

3. Angket  

Angket atau juga familiar dengan Qusioner merupakan salah 

satu Teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan angket 

berupa daftar pertanyaan untuk dijawab oleh responden. Angket ini 

disebar di 2 provinsi Provinsi yaitu Provinsi Aceh dan Provinsi 

Sulawesi Selatan. Pada 2 provinsi ini, angket disebarkan pada 3 

kabupaten/kota. Provinsi Sulawesi Selatan angket disebarkan pada 

Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Gowa. Pada Provinsi Aceh 

angket disebarkan di Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe dan 

Kabupaten Aceh Tengah. Selanjutnya, angket yang disebar dibuat 

dengan menggunakan skala likert dengan menggunakan sistem SPSS 

untuk mengolah datanya.   
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C. Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini seharusnya adalah seluruh 

Provinsi yang ada di Indonesia. Tetapi mengingat luasnya populasi, 

terbatasnya waktu pelaksanaan dan dana, tidak mungkin dijangkau 

secara seluruhnya, maka dipilih sampel sebanyak 2 (dua). Provinsi 

yaitu Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi Selatan. Pada Setiap 

provinsi dipilih 3 kabupaten/kota. Provinsi Sulawesi Selatan dipilih 

Kota Makassa, Kabupaten Maros dan Gowa. Pada Provinsi Aceh 

dipilih Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh 

Tengah.Teknik pengambilan sample yang dipilih adalah purposive 

sampling.  

 

D. Rencana Pembahasan  

 

  Keseluruhan data yang diperoleh dan dikumpulkan dalam 

berbagai teknik pengumpulan data sebelumnya di atas dianalisis 

dengan pendekatan kuantitatif. Adapun tahap-tahap analisis data 

secara lebih rinci adalah sebagai berikut: (1) Proses editing. Proses ini 

merupakan tahap awal yang akan dilakukan sebelum analisa data 

dimulai. Tujuannya adalah untuk memeriksa kelengkapan semua 

data yang telah dikumpulkan di lapangan, baik kejelasan tulisan, ide, 

konsistensi dan uniformitas. Maksudnya dari proses editing ini data 

itu menjadi bersih, guna menghilangkan kesalahan dan keraguan 

dalam memahami dan menganalisanya. 
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 (2) Mereduksi Data. Dalam penelitian ini, data yang sudah 

diperoleh di lapangan itu diseleksi ulang, disederhanakan dan dibuat 

kategori-kategori serta data mentah lapangan itu ditransformasikan 

ke dalam bentuk abstraksi-abstraksi. Dalam kegiatan ini nampak 

bahwa kegiatan mereduksi data sudah mulai melibatkan proses 

analisa, karena bagaimanapun juga, tanpa analisa yang teratur dan 

sungguh-sungguh data tidak akan mungkin diseleksi, 

disederhanakan, dikategorikan dan ditransformasikan dalam 

berbagai bentuk narasi, deskripsi, maupun abstraksi. 

 (3) Penyajian Data. Proses ini dimaksudkan sebagai 

pengorganisasian data secara lebih sederhana ke dalam bentuk-

bentuk matriks, skema, tabel, atapun charts. Dengan penyajian data 

dalam bentuk-bentuk yang demikian itu diharapkan segala bentuk 

kompleksitas hubungan antara berbagai karakteristik ataupun 

variabel tertentu telah dapat divisualisasikan kedalam bentuk yang 

amat sederhana, namun sistematis. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Provinsi Aceh 

Aceh merupakan wilayah yang terletak dibagian paling utara 

pulau Sumatera dan paling barat bagi kepulauan Nusantara. Berikut 

berpuluh-puluh pulau besar dan kecil yang mendampinginya, 

wilayah itu kini disebut Provinsi Aceh. Aceh dikenal sebagai daerah 

yang pertama kali memeluk agama Islam. para pakar sejarah 

mengakui bahwa daerah pertama kali masuk Islam adalah Pereulak 

(Aceh Timur) pada abad I Masehi. Bahkan menurut Mohammad Said 

berdasarkan sumber-sumber Cina dan Barat bahwa Islam sudah 

masuk ke Aceh (Ta si) pada abad pertama Hijriyah atau abad ketujuh 

Masehi (Mohammad Said, 1981: 56 dan Atjeh, 1985:  23). 

Sejalan dengan itu, sebelum Masehi pelaut-pelaut Indonesia 

telah berhasil mengarungi lautan luas. Mereka pertama kali melintasi 

samudra dengan menggunakan ilmu perbintangan sebelum bangsa 

Eropa menemukan kompas. Pada masa ini juga tercatat perpindahan 

orang-orang Indonesia ke Afrika bagian Timur atau Madagaskar. 

Kemudian di zaman Alexander Agung telah ada pelaut dari 



 

 

26 

Sumatera yang berlabuh di Sungai Indus (India) secara kontinyu. 

Selain itu, di pertengahan abad I Masehi orang Sumatera 

mengunjungi Romawi dan menghadap ke Kaisar Caludius. Bahkan 

menurut catatan Idrisi  pada abad X Masehi menyebutkan bahwa ia 

melihat pelaut Aceh di Madagaskar, hal ini menunjukkan bahwa 

orang-orang Aceh telah berhasil melakukan migrasi ke sana 

(Mohammad Said, 1981: 17).  

Kontak pelayaran Indonesia dengan dunia luar diawali oleh 

datangnya lebih dahulu pelaut Indonesia yang membawa hasil 

buminya ke pelabuhan dunia luar. Sebagaimana dipahami bahwa 

nenek moyang bangsa Indonesia  berasal dari dataran Cina. 

Kedatangan mereka tentulah dimungkinkan oleh kemahiran 

menggunakan perahu. Sehingga hubungan Cina dengan kepulauan 

Nusantara terus terjalin. Menurut catatan Cina “Tsienhan-Shu” yang 

ditulis pada masa Kaisar Wang Mang (1-6 M), kaisar tersebut 

mengirimkan hadiah berupa mutiara dan permata kepada sebuah 

negeri yang disebut Huang Che, kaisar memesan agar imbalan 

bingkisannya dikirimkan Badak, yang terdapat di negeri itu. 

Sejarawan banyak sependapat bahwa Huang Che yang dimaksud 

adalah Aceh (Mohammad Said, 1981:18).         

Selanjutnya hubungan perdagangan internasional pada 

prakolonialisme Barat di kawasan Asia Tenggara, secara historis 

merupakan pertemuan bangsa-bangsa Asia tengah (terutama Cina) 

Asia Tengah (India), dan Timur Tengah (Persia dan Yaman). Pasang 

surutnya gelombang perdagangan melalui laut tampaknya diwarnai 

oleh pasang surutnya gelombang politik di daerah-daerah yang 
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terlibat di dalam perdagangan internasional. Yaitu dominasi dan 

monopoli perdagangan oleh kerajaan-kerajaan di India, Timur 

Tengah, Cina dan Sriwijaya serta Majapahit (Nasikun, 2001; 220). 

Pada masa pra Islam di Asia Tenggara, tampaknya Cina yang 

mendominasi perdagangan di Asia Tengah, Selatan dan Tenggara. 

Komoditi yang dimonopoli oleh Cina tersebut kemudian di bawa ke 

Timur Tengah, terutama Mesir sebagai pasar andalan Eropa, sebelum 

dibukanya Terusan Zues dan ditemukannya jalur Tanjung Harapan 

(Afrika Selatan) oleh Vasco Da Gama yang berakibat pada pergeseran 

monopoli. Dikuasainya Mesir oleh pasukan Kristen mengakibatkan 

imperium Islam di Timur Tengah mulai kehilangan monopolinya di 

pasaran Eropa. Hal ini memaksa Islam untuk mengekspansi daerah 

Timur dan Selatan di mana Islam berhadapan dengan kekuatan 

imperium Cina yang tengah merosot. Pasang surut dominasi tersebut 

nampaknya mempengaruhi formasi dan stratifikasi sosial-kultural 

masyarakat yang disinggahi. 

Setelah runtuhnya hegemoni India dan Cina gelombang 

orang-orang Arab mulai membentuk koloni-konoli pedagang yang 

kemudian melakukan perkawinan antara etnis. Koloni-koloni itu 

merebut posisi kunci penguasa lokal non-Islam dengan penaklukan 

baik secara ekonomi maupun kekerasan. Pada fase berikutnya 

mereka memantapkan pusat kekuasaan dengan Islam sebagai basis 

legetimisnya. Keterkaitan antara penyebaran Islam dengan 

kepentingan politik dan ekonomi yang berlangsung di kawasan 

dagang internasional saat itu, telah menyebabkan kekuatan Islam 

bercitra ekspansionisme (Nasikun, 2001: 221).       
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Perlu dicatat bahwa Aceh juga merupakan wilayah yang 

didatangi oleh beberapa pengembara dunia yang pernah berkunjung 

antara lain; Marco Polo dari Venezia, Italia yang datang ke Aceh 

sekitar tahun 1292 (Muhammad Zainuddin, 1961: 28), Ibnu Batutah 

dari Maghribi, Timur Tengah tiba di Aceh sekitar tahun 1346 (Ross E. 

Dun, 1995: 386-390) dan Laksamana Cheng Ho dari Cina mendarat di 

Aceh sekitar tahun 1405-1407 (Kong Yuangzhi, 2000: 258). Ketika 

mereka datang ke Aceh pihak kerajaan Aceh menyambutnya dengan 

meriah dan  penuh  persahabatan serta dijamu secara terhormat 

layaknya sebagai tamu yang dimuliakan. Ibnu Batutah melaporkan 

bahwa ia bertemu dengan kapal Sultan Pasai di negeri Cina. 

Kemudian beberapa sumber Cina menyebutkan bahwa pada 

permulaan abad ke-15 utusan-utusan Samudra Pasai mengunjungi 

negeri Cina untuk menyampaikan upeti-upeti dengan menggunakan 

kapal yang datang dari Malaka yang pada masa itu sedang dalam 

proses pengembangan menjadi bandar besar (Teuku Ibrahim Alfian, 

2005: 40).   

Utusan-utusan Samudra Pasai telah mengadakan hubungan 

dengan Cina sejak abad ke-13 dari sumber-sumber Dinasti Yuan 

(1289-1367) dapat diketahui bahwa Sultan Pasai mengirim utusannya 

ke Quilon di India Barat pada tahun 1282, sepuluh tahun sebelum 

Marco Polo tiba di Perlak. Mendengar saran-saran yang disampaikan 

oleh utusan Cina di Quilon, maka Samudra Pasai mengirimkan dua 

orang utusannya yang bernama Hasan dan Sulaiman ke Cina. 

Sebaliknya, Cina mengirim utusan bernama Zheng He ke Samudra 

Pasai pada sekitar tahun 1403, 1405, 1414, 1415 dan 1430. Pada tahun 

1405 Zheng He selaku utusan Cina bertemu dengan Tsai-nu-li-a-pi-
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ting-ki; yang dimaksud adalah Sultan Zainal Abidin Malik al-Zahir 

(1383-1450) (Teuku Ibrahim Alfian, 2005: 41).  

Realitas tersebut di atas menyebabkan banyak bangsa yang 

datang ke Aceh, sehingga mempengaruhi struktur dan stratifikasi 

serta  perilaku sosial masyarakat. Aceh  menjadi kota yang ramai dan 

kemudian membentuk masyarakat urban yang secara sosiologis dan 

antropologis lebih cepat berkembang dan menerima perubahan. 

Sehingga para pakar mengakui bahwa saat itu masyarakat Aceh telah 

menjadi masyarakat kosmopolit dan multikultural.    

Selanjutnya, kekuatan Islam yang telah sampai di India dan 

Asia Tenggara sesungguhnya tidak merupakan suatu kekuatan yang 

terintegrasi dengan satu negara induk. Kekuatan mereka –yang 

berdiri sendiri di atas masing-masing kerajaan— lebih dipersiapkan 

untuk mengiringi jalannya perebutan dominasi perdagangan. 

Kekuatan militer tersebut secara pasti dari abad ke abad baik ke 

wilayah Eropa (menghasilkan perang Salib) maupun Asia Selatan 

dan Tenggara.   

Gelombang Islam dalam melakukan eskpansinya telah 

membawa bekal  sistem perpajakan khususnya pajak perdagangan, 

pajak pelabuhan dan berbagai tata hukum Islam yang ada pada 

perkembangannya kemudian menjadi suatu upaya birokratisasi yang 

mengiringi jalannya hegemonisasi melalui perdagangan dan 

penyebaran agama. Fenomena sosial-politik semacam ini –yang 

berkembang di Asia Tengah, Selatan, dan Tenggara— merupakan 

fenomena yang membentuk budaya kota.  Oleh karena mereka 

banyak bergerak di kawasan pantai maka pergadangan mereka 
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terdiri dari pedagang antara kota pantai. Dalam hal ini –pada 

awalnya—hukum Islam diberlakukan di kalangan para pedagang. 

Untuk menjaga berlakunya hukum tersebut penguasa Islam 

menggunakan kekuatan militer untuk melindungi hukum Islam. 

kekuatan militer ini pula yang digunakan untuk melindungi 

perdagangan melalui laut yang memang penuh resiko untuk 

berhadapan dengan perompak (Nasikun, 2001: 221). 

Kekuatan Islam di Sumatera Utara pada masa itu bisa jadi 

belum begitu mempertimbangkan kehadiran militer untuk merebut 

dominasi Cina dan India. Pasukan yang menyertai pedagang Islam 

hanyalah berperan sebagai pelindung pedagang dari serangan 

perampok. Tampaknya massa Islam baik dari India maupun Timur 

Tengah yang tinggal di Sumatera Utara hanyalah merupakan koloni 

kecil yang mendapatkan hak istimewa dari penguasa lokal karena 

posisinya sebagai pedagang (yang sesungguhnya merupakan 

wilayah Sriwijaya pinggiran). Pada perkembangan berikutnya setiap 

koloni tersebut mengangkat pimpinannya sendiri (biasanya ditunjuk 

oleh seorang nahkoda) dalam rangka mempermudah hubungan 

dengan penguasa lokal dan mempermudah persinggahan rekan-

rekan pedagang yang sebangsa. Pada masa itu perkawinan dengan 

penduduk lokal merupakan hal penting dalam pertumbuhan Islam. 

Ketika kekuatan Islam mulai mendapatkan jalan untuk mendominasi 

perdagangan di Asia, maka organisasi internal di setiap koloni 

tersebut melengkapi dirinya dengan unsur-unsur kemiliteran. Setelah 

dominasi Islam mencapai puncaknya dan menggeser Cina dan India, 

kehadiran militer dalam kapasitasnya untuk menghadapi persaingan 

dagang dan sekaligus untuk memperluas wilayah koloni.  
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 Kemudian dalam perspektif sejarah, Aceh merupakan tempat 

pertama kali mendapat sinar keislaman. Menurut Hikayat Raja-Raja 

Pasai (ditulis setelah 1350), seorang Syaikh Ismail datang dengan 

kapal Makkah via Malabar ke Pasai yang bertemu dengan Meurah 

Silu, kemudian di Islamkan. Ia mengganti namanya menjadi Malik al-

Shalih (w. 1297) dan kemudian menjadi penguasa pada kerajaan 

Samudra Pasai. Pengangkatan Meurah Silu menjadi Sultan oleh 

Syeikh Ismail merupakan kunci penting bagi perkembangan Islam di 

Aceh karena hal ini membuka kesempatan bagi Pasai untuk menjadi 

bagian dari jalur perdagangan yang telah didominasi oleh Islam. 

Transformasi Islam dari kekuatan ekonomi perdagangan menjadi 

gagasan politik kesultanan memberikan peluang yang sangat besar 

bagi para pedagang Islam untuk terlibat di dalam pengambilan 

keputusan masalah ekonomi, sosial, politik bahkan memiliki hak 

istimewa dalam pemilihan sultan. Kelompok pedagang yang 

membentuk kedewanan inilah yang kemudian disebut dengan orang 

kaya. Orang kaya ini terdiri dari orang-orang yang dianggap cakap 

hukum, ekonomi dan politik (Nasikun, 1999: 224 dan Azyumardi 

Azra, 1989: 12). 

Basis politik Islam semakin meluas dengan pengislaman 

Lamuri dan beberapa kerajaan Budha lain dan Sumatera Utara. 

Kendati demikian tampak bahwa hingga pada masa Alauddin Kahar 

(1530-1552) struktur masyarakat lokal dikategorikan berdasarkan 

sukee atau kaom. Pembagian seperti ini menunjukkan bahwa unsur-

unsur lokal tetap memeliki peranan penting, sementara penguasa 

lama menempati wilayah yang semakin menyempit. Proses 

Islamisasi berlangsung secara cepat ditengah-tengah masyarakat 
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lokal yang masih memeluk agama Hindu dan Budha 

mengindikasikan bahwa masyarakat Aceh telah bersentuhan dengan 

Islam jauh sebelumnya. Beberapa saat kemudian Islam telah menjadi 

agama mayoritas yang mengakar secara kuat dalam masyarakat. 

   Selanjutnya proses transformasi intelektual dan transmisi 

Islam di Aceh terus berlanjut, sehingga melahirkan ulama dan 

cendikiawan yang tetap masyhur sampai sekarang. Ulama seperti, 

Hamzah Fanzuri (w. 1600), yang mengarang kitab Syarab al-Asyiqin. 

Syamsuddin ar-Sumatrani (w. 1630), mengarang kitab Mir'at al-

Mukmin.  Keduanya adalah pujangga yang pertama di Asia 

Tenggara. Selain itu, Nuruddin al-Raniri (w. 1658 M) dengan karya 

masterpiece-nya yaitu kitab Shirath al Mustaqim dan Bustanul Salatin, 

dan Abdurrauf al-Singkili yang lebih terkenal dengan nama Syiah 

Kuala (w. 1730 M), karangannya Tarjumun al Mustafid (kitab tafsir 

pertama di Asia Tenggara) dan Mir’at al-Thullab (Azyumardi Azra, 

1998: 202). Kerajaan Aceh juga terkenal sebagai Dinasti yang pertama 

kali mengelurkan mata uang emas di wilayah Asia Tenggara yang 

beridentitaskan Islam yang dinamakan Dirham. Saat itu kerajaan 

diperintah oleh Sultan Malik Zahir (w. 1326), mata uang tersebut 

kemudian berpengaruh sampai ke Malaka dan Brunai (Teuku 

Ibrahim Alfian, 2005: 9).    

Tidak dapat dipungkiri bahwa ilmuan sekaligus ulama 

tersebut telah memberikan konstribusinya yang cukup signifikan 

terhadap perubahan sosial masyarakat Aceh. Perubahan yang 

menjadikan Islam sebagai tata nilai dan norma yang membentuk 

perilaku masyarakat. Menguatnya spirit Islam jelas mempengaruhi 
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struktur dan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Selanjutnya 

mewarnai atmosfir sosial,  politik, budaya, ilmu pengetahuan, 

hukum, dan pranata sosial lainnya oleh karya-karya besar ulama 

tersebut. Pendek kata Islam menjadi maenestream  (arus utama) dalam 

pelbagai segi kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut terwujud 

ketika kekuasaan kerajaan Aceh Darussalam di bawah pemerintahan 

Sultan Iskandar Muda (1607-1675 M). Saat itu Aceh menjadi 

barometer kota metropolitan yang menjadi pusat keilmuan,  

perdagangan daan peradaban Asia tenggara bahkan pengaruhnya 

sampai ke Asia Selatan dan Timur Tengah dan Cina.     

Setelah Sultan Iskandar Tsani (1636-1641 M) wafat secara 

berturut-turut kerajaan dipimpin oleh sultanah yaitu; Sultanah 

Safiatuddin Syah (w. 1675); Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin (1675-

1678 M); Sultanah Inayat Zakiatuddin Syah (1677-1688 M); Sultanah 

Kamalat Zainatuddin Syah (1688-1699 M) (Teuku Ibrahim Alfian, 

1994: 1-4). Keempat sultanah ini disebutkan sebagai  Ratu-Ratu Islam 

Yang Terlupakan (Fatima Mernissi, 1996: 52).  

Pada fase selanjutnya Aceh memasuki masa pergolakan dan 

revolusi sosial-politik yakni perjuangan melawan penjajah. Sejak 

perang melawan penjajah; Portugis (1511), Belanda (1874), dan 

Jepang (1942), tak terhitung para syuhada yang wafat di medan 

pertempuran. Kondisi tersebut menyebabkan lahirnya pahlawan-

pahlawan yang gagah berani dan mungkin tak salah jika dikatakan 

bahwa Aceh merupakan daerah yang paling banyak melahirkan 

pejuang dan pahlawan antara lain; Teuku Umar, Tengku Chik di 

Tiro, Panglima Polem, kemudian perempuan yaitu;   Cut Nyak Dien, 
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Cut Meutia, Laksamana Keumalahayati, Laksamana Leurah Ganti; 

Laksamana Muda Cut Meurah Inseun; Jenderal Kemala Cahaya; 

Pocut Baren dan Pocut Meurah Intan (Ali Hasjmy, 1996: xiv). 

Pasca kemerdekaan Aceh masih mengalami konflik sosial-

politik yaitu dengan terjadinya Perang Cumbok antara PUSA 

(Persatuan Ulama Se-Aceh) dan uleebalang, (1945-1946), DI/TII (1953), 

deklarasi GAM (1976), DOM (1989-1990) dan Darurat Militer (1998-

2003). Dari segi faktor penyebabnya, konflik Aceh dapat digolongkan 

sebagai konflik yang sangat kompleks (multidimensi), karena 

sumbernya tidak semata persoalan separatisme, tetapi telah 

mengalami tumpan tindih dengan sumber-sumber konflik lainnya, 

baik faktor historis seperti: kekecewaan politis, dendam, kebencian, 

ketidakpercayaan, lemahnya penegakan hukum dan penyelesaian 

masalah yang keliru.     

 

2. Provinsi Sulawesi Selatan 

Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511 M, 

dan jalur perdagangan di Pulau Jawa dan Sumatera mengalami 

kemunduran, maka jalur perdagangan berpindah ke kawa- san 

Timur Nusantara dengan pusatnya Sompa Opu (Ibu Kota Kerajaan 

Gowa-Tallo) di Makassar Sulawesi Selatan. Lalu lintas perdagangan 

dengan pusatnya di Somba Opu ini telah menghubungkan antara 

Barat dan Timur Nusantara, di samping para pedagang dari berbagai 

kawasan di Asia Tenggara dan Eropa yang beralngsung selama abad 

ke 16-17 M.  

Sebagai Bandar Niaga terbesar, tentu banyak para pedagang 

dan pebisnis yang tertarik untuk datang dan melakukan transaksi 
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perdagangan di kawasan ini. Tersebutlah pedagang dari India, 

Persia, Arab, Cina, dan Eropa. Kedatangan para pedagang dari 

Jazirah Arab yang beragama Islam inilah yang kemudian 

mempercepat proses Islamisasi di pusat-pusat kerajaan di Sulawesi 

Selatan. Namun dalam literature sejarah di dapatkan informasi, 

bahwa secara khusus Islamisasi di Sulawesi Selatan tidak dapat 

dipisahkan dari peran uta- ma tiga muballig yang ditugaskan untuk 

menyebarkan agama Islam di dae- rah ini, yaitu dari Minang Kabau 

Sumatera Barat yang terkenal di kalangan masyarakat Bugis “Datu 

Tellue”. Mereka ini ialah: Abdul Kadir Datuk Tunggal dengan 

panggilan Datuk ri Bandang, Sulung Sulaeman yang digelar Datuk 

Patimang, dan Khatib Bungsu yang digelar Datuk ri Tiro. Ketiga 

ulama ini berbagi tugas wilayah dalam melakukan kegiatan 

penyebaran Islam. Datuk ri Bandang bertugas di Kerajaan kembar 

Gowa-Tallo, Datuk Patimang bertugas di Kerajaan Luwu, dan Datuk 

ri Tiro bertugas di daerah Tiro Bulukumba (Abdullah, 2016). 

Penerimaan Islam sebagai agama dan peradaban di kerajaan-

kerajaan Sulawesi Selatan memperlihatkan pola “top down”, yaitu: 

Islam pertama-tama diterima langsung oleh Raja, kemudian turun ke 

bawah yaitu kepada rakyat. Artinya setelah raja menerima agama 

Islam dan menjadikannya sebagai agama Negara, maka otomatis 

seluruh rakyat kerajaan mengikuti raja memeluk agama Islam. 

Selanjutnya bagaimana proses Islamisasi ini berlangsung di semua 

kerajaan di Sulawesi Selatan, apakah berjalan secara damai atau 

melalui kekuatan militer. Bagian ini tentu akan menarik untuk 

dibahas melalui analisis historis.  

Pandangan yang berkembang di kalangan masyarakat Bugis 

dan Makassar Sulawesi Selatan, menyebutkan bahwa agama Islam 

pertama datang ke daerah ini pada awal abad ke 17. Islam 

diperkenalkan pertama kalinya oleh para muballig dari 
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Minangkabau, Sumatera Barat yang ketika masih berada di bawah 

kekuasaan Kesultanan Aceh. Mengenai hal ini, Mattulada dalam 

bukunya Sejarah masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 

menyebutkan bahwa seorang ulama dari Minangkabau Tengah, 

Sumatera Barat, bernama Abdul Kadir Khatib Tunggal tiba di 

pelabuhan Tallo pada tahun 1605 dengan menumpang sebuah kapal 

perahu. Setibanya di pantai, ia kemudian melakukan shalat yang 

mengherankan rakyat. Ia menyatakan maksud kedatan- gannya 

untuk menghadap raja. Raja Tallo yang mendengar berita itu 

langsung bergegas ke pantai untuk menemui orang yang berbuat 

aneh itu. Di tengah perjalanan ke pantai, di pintu gerbang halaman 

istana Tallo, Raja bertemu dengan seorang tua yang menanyakan 

tentang tujuan perjalanan raja. Orang tua itu kemudian menulis 

sesuatu di atas kuku ibu jari Raja Tallo dan mengi- rim salam pada 

orang yang berbuat aneh di pantai itu. Ketika Raja bertemu dengan 

orang aneh di pantai itu, yang tiada lain Abdul Kadir Khatib 

Tunggal, disampaikanlah salam orang tua tadi. Kemudian mengenai 

tulisan yang ada di atas kuku ibu jari Raja Tallo, ternyata adalah 

tulisan yang berlafazkan “Surah alfatihah. Khatib Tunggal 

menyatakan bahwa orang tua yang menjumpai Raja adalah 

penjelmaan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya dari kisah itulah, 

kemudian orang Makassar menamakan penjelmaan Nabi 

Muhammad sebagai “Makassar.” (Mattulada, 1998: 150).  

Peristiwa tersebut di atas membawa implikasi terhadap di 

Islamkannya Kerajaan Tallo, yang diterima oleh Rajanya yang 

pertama yang bernama I’ Mallingkang Daeng Mannyonri Karaeng 

Tumenanga ri Bontobiraeng. Setelah memeluk agama Islam, raja ini 

kemudian memakai nama Islam dengan gelar “Sultan Alauddin 

Awwalul Islam”. Peristiwa masuknya Islam Raja Tallo pertama 

terjadi pada malam Jumat 22 September 1605 atau 9 Jumadil Awwal 

1014 H. Selain itu terdapat informasi yang masih perlu untuk diteliti 



 

 

37 

dan diuji kebenarannya, bahwa sebelum kedatan- gan ketiga datuk 

yang berasal dari Sumatera, telah ada ulama keturunan Arab yang 

datang ke Sulawesi Selatan untuk menyebarkan Islam. Ulama 

keturunan Arab yang dimaksud menurut laporan itu ialah Sayyid 

Jamaluddin al-Husayn al-Akhbar yang berada di daerah ini sekitar 

abad ke-14 M. Kehadiran masyarakat Melayu di Sulawesi Selatan, 

terutama di masa pemerintahan Kerajaan Gowa pada abad ke 16 M, 

menunjukkan bukti ten- tang masuknya agama dan peradaban Islam 

di kawasan ini. Mereka orang- orang Melayu yang datang dari 

berbagai negeri, seperti Aceh, Campa, Patani, Johor dan Minagkabau 

umumnya bekerja sebagai pedagang. Kehadiran mereka telah 

mendahului ketiga muballig penyebar Islam dari Minangkabau 

Sumatera Barat. Orang-orang Melayu yang diberikan tempat oleh 

pemerintah kerajaan Gowa di daerah Mangallekana, sebuah perkam- 

pungan di dekat Somba Opu yang dilengkapi dengan Masjid, adalah 

men- jadi bukti kehadiran Islam di kawasan ini sebelum para tiga 

muballig dari Minangkabau tersebut berhasil meng- islamkan 

Kerajaan Luwu dan Kerajaan Gowa. Namun demikian perlu 

diketahui bahwa dengan kedatangan Islam di daerah ini, tidak 

berarti secara langsung menghilangkan seluruh adat istiadat dan 

tradisi local yang dipegang teguh oleh masayarakat (Abdullah, 2016).  

Pada penghujung abad ke 15 M seorang dari Arab yang 

bernama Syekh Ali al-Qaisar dan rombongan pengikutnya yang 

diketuai oleh Raja Abdul Jalil ibn Sultan al-Qahhar (Raja Pasai) 

berangkat dengan kapal (perahu) dari Pidie (Aceh) menuju pulau 

Sulawesi. Mereka turun di salah satu bandar (pelabuhan) yang 

kemudian dikenal dengan nama pelabuhan Makassar. Mereka 

dikatakan melakukan penyebaran Islam, dan berhasil mengislamkan 

Raja Boni (Bone) (Azmi, 1989: 120). Untuk keterangan ini agaknya 

cukup meragukan, sebab, jika benar bahwa yang dimaksud dengan 

Boni tersebut adalah Bone, maka hal bertentangan dengan sumber 
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setempat bahwa Raja Bone pertama memeluk Islam baru terjadi pada 

awal abad ke 17 M. Keterangan lain juga menyatakan bahwa seorang 

yang bernama Sayid Jamaluddin Akbar Al-Husaini bersama 

rombongan sebanyak 15 orang berangkat dari Aceh menuju Pajajaran 

(Jawa) atas undangan Raja Pajajaran yang masih beragama Budha, 

Prabu Wijaya (1293-1309 M). Rombongan tersebut kemudian 

melanjutkan perjalanan ke Sulawesi Selatan, dan melakukan dakwah 

di daerah Bugis, tepatnya di Tosora (ibu kota Kerajaan Wajo saat itu). 

Sayyid ini dikatakan meninggal di Tosora pada tahun 1320 M) 

(Ridhwan dan Nurdin, 2016). 

Berdasarkan beberapa keterangan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa jauh sebelum Raja Gowa memeluk Islam (1605 M), orang-

orang Islam diketahui telah memasuki wilayah Sulawesi Selatan. 

Orang-orang Islam tersebut diidentifikasi bukan hanya para 

pedagang Melayu, tetapi kemungkinan besar mereka adalah para dai 

sekaligus pedagang dari Arab dan Persia, yang sengaja mengunjungi 

pulau Sulawesi. Kesimpulan ini semakin kuat kuat jika dihubungkan 

dengan keterangan lainnya bahwa para pelaut pedagang Sulawesi 

Selatan –yang terkadang disamarkan oleh para ahli dengan 

penyebutan pelaut pedagang Nusantara- telah ikut terlibat secara 

intensif dalam jalur-jalur perdagangan internasional sejak abad ke- 7 

M sampai abad ke-10 M (Ridhwan dan Nurdin, 2016). 

Selain tuntutan bahwa ajaran Islam harus disebarkan, 

terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa proses Islamisasi yang 

dilancarkan Gowa disemangati oleh dua pertimbangan lain, yakni (1) 

sebagai pelaksanaan ikatan perjanjian masa lalu yang mengharuskan 

di antara saling menunjukkan jalan kebaikan di antara kerajaan-

kerajaan di Sulawesi Selatan dan (2) dalam rangka memantapkan 

posisi Gowa sebagai sebuah kerajaan yang paling berpengaruh di 

Sulawesi Selatan. Dasar kedua ini lebih cenderung pada motif 
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kekuasaan dan politik. Motif kedua ini menjadi logis ketika dikaitkan 

dengan keterangan lain bahwa sebelum kedatangan Islam antara 

kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, terutama Gowa dan Bone, 

selalu terlibat dalam persaingan pengaruh, bahkan beberapa kali 

terlibat peperangan. Setidaknya empat kali Gowa mengirim pasukan 

untuk kepentingan tersebut. Peperangan yang dilakukan Gowa 

dalam rangka islamisasi tersebut dikenang oleh generasi kemudian 

dengan istilah musu’ selleng atau perang Islam (Ridhwan dan Nurdin, 

2016). 

Untuk memantapkan upaya Islamisasi, para penguasa Gowa 

membentuk sebuah lembaga yang menangani peradilan agama 

Islam, yakni lembaga syara’. Lembaga tersebut diketuai oleh seorang 

ulama yang disebut sebagai kadi (Daengta Kaliya). Ulama yang 

menjabat sebagai kadi tersebut juga berperan sebagai guru agama 

Islam. Dalam hal ini Datuk Sulaiman dan Datuk ri Bandang adalah 

dua tokoh yang paling berjasa. Dapat dipastikan kerajaan Gowa juga 

berperan penting dalam pembentukan lembaga syara di kerajaan-

kerajaan lain di Sulawesi Selatan. Sebagaimana akan dilihat pada bab 

empat bahwa kadi pertama di Wajo dan Bone dikirim oleh Gowa. 

Datuk Sulaiman untuk Wajo dan Fakih Amrullah untuk Kerajaan 

Bone (Ridhwan dan Nurdin, 2016). 

Pada konteks syiar Islam di dalam masyarakat Muslim, 

terdapat orang-orang yang diberi tugas khusus untuk mengajarkan, 

menyebarluaskan ajaran agama dan nilai-nilai Islam, serta 

peradabannya kepada seluruh masyarakat. Orang yang diberi 

amanah tersebut dinamakan muballigh atau ustadz atau guru. 

Mereka juga mengajarkan baca tulis al-Qur’an kepada anak-anak 

Muslim agar mereka dapat membaca al-Qur’an dengan baik. Mereka 

inilah yang berperan di dalam proses Islamisasi di Sulawesi Selatan 

pada masanya hingga kurun waktu memasuki abad ke-20 (Abdullah, 
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2016).  

Pada periode pertama perkembangan agama Islam di 

Sulawesi Se- latan, proses islamisasi ditandai dengan konversi 

keislaman para penguasa atau raja di daerah pesisir atau kota 

pelabuhan. Kemudian disusul peran mereka sebagai pelindung 

dalam pengembangan pusat penyiaran Islam di wilayahnya masing-

masing. Demikian juga, akselerasi proses permulaan islamisasi di 

Sulawesi Selatan sangat ditunjang dengan system pendekatan dan 

metode dakwah yang dila- kukan oleh tiga muballigh dari 

Minangkabau, yaitu Datuk ri Tiro, Da- tuk Patimang, dan Datuk ri 

Bandang. Mereka menggunakan pendekatan ako- modatif, adaptasi 

struktural dan kultural, yaitu melalui jalur struktur birokrasi lewat 

raja, adat istiadat, serta tradisi masayarakat lokal. Hal ini 

memberikan penegasan bahwa Islamisasi di Sulawesi Selatan adalah 

melalui pintu istana (raja) (Abdullah, 2016). 

Sementara itu, keberadaan ulama asal Bugis dalam peran 

islamisasi di Sulawesi Selatan pasca tiga muballigh asal 

Minangkabau, tidak ada informasi mengenai hal tersebut sampai 

muncul- nya ulama besar yang terkenal dalam sejarah Bugis dan 

Makassar, yakni Syekh Yusuf al-Makassari Tajul Khalwati (1626-

1669). Demikian juga, setelah kepergian Syekh Yusuf. Hasil 

penelusuran literature sejarah sulit menemukan nama atau tokoh 

yang dapat digolongkan sebagai ulama Bugis dan Makassar yang 

memiliki peran penting dalam proses islamisasi di Sula- wesi Selatan 

hingga memasuki abad ke- 20 M. Terdapat dua periode atau masa 

yang mengalami kehilangan jejak sejarah mengenai islamisasi di 

Sulawesi Selatan. Kedua periode ini ialah, pertama adalah masa yang 

dimulai sejak penerimaan Islam pertama kali oleh masyarakat 

Sulawesi Selatan hingga munculnya Syekh Yusuf al-Makassari. 

Kedua, adalah masa setelah kepergian Syekh Yusuf hingga masa 
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peralihan menuju abad ke-20 M (Abdullah, 2016). 

Secara sosiologis antropologis masyarakat terdiri berbagai 

etnis yaitu Bugis, makassar, Toraja, Pattae, Mandar, Massanrenpulu, 

konjo. Yaitu: 

1. Bahasa Makassar adalah salah satu rumpun bahasa yang 

dipertuturkan di daerah Makassar dan Sekitarnya. Tersebar di 

Kota Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, sebagian 

Bulukumba sebagian Maros dan sebagian Pangkep. 

2. Bahasa Bugis adalah salah satu rumpun bahasa yang 

dipertuturkan di daerah Bone sampai ke Kabupaten Pinrang, 

Sinjai, Barru, Pangkep, Maros, Kota Pare Pare, Sidrap, Wajo, 

Soppeng Sampai di daerah Enrekang, bahasa ini adalah 

bahasa yang paling banyak di pakai oleh masyarakat 

Sulawesi Selatan. 

3. Bahasa Pettae adalah salah satu bahasa yang dipertuturkan di 

daerah Tana Luwu, mulai dari Siwa,Kabupaten Wajo, 

Enrekang Duri, sampai ke Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. 

4. Bahasa Toraja adalah salah satu rumpun bahasa yang 

dipertuturkan di daerah Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara 

dan sekitarnya. 

5. Bahasa Mandar adalah bahasa suku Mandar, yang tinggal di 

provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di Kabupaten Mamuju, 

Polewali Mandar, Majene dan Mamuju Utara. Di samping di 

wilayah-wilayah inti suku ini, mereka juga tersebar di pesisir 

Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Bugis
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Toraja
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Mandar
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6. Bahasa Massenrempulu adalah salah satu rumpun bahasa 

Austronesia di Sulawesi Selatan. Bahasa ini memiliki tiga 

kelompok dialek di Kabupaten Enrekang, yaitu dialek Duri, 

Endekang dan Maiwa. Kelompok dialek bahasa Duri memilki 

kedekatan dengan bahasa Toraja dan bahasa Tae' Luwu. 

Penuturnya tersebar di wilayah utara Gunung Bambapuang, 

Kabupaten Enrekang sampai wilayah perbatasan Tana Toraja. 

Kelompok dialek bahasa Endekang mempunyai penutur di 

ibu kota Kabupaten Enrekang dan beberapa kecamatan 

sekitarnya. Sedangkan penutur kelompok dialek bahasa 

Maiwa terdapat di Kecamatan Maiwa dan di Kecamatan 

Bungin (Maiwa Atas). 

7. Bahasa Konjo terbagi menjadi dua yaitu Bahasa Konjo pesisir 

dan Bahasa Konjo Pegunungan, Konjo Pesisir tinggal di 

kawasan pesisir Bulukumba dan Sekitarnya, di sudut 

tenggara bagian selatan pulau Sulawesi sedangkan Konjo 

pegunungan tinggal di kawasan tenggara gunung 

Bawakaraeng. 

8. Bahasa Selayar adalah bahasa yang paling banyak digunakan 

oleh masyarakat Sulawesi Selatan yang bermukim diujung 

selatan provinsi ini khususnya Kab. Kep. Selayar (Wikipedia, 

diakses, 3 Oktober 2019).  

Masyarakat Sulawesi Selatan mayoritas beragama Islam, 

kecuali di Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara dan 

sebagian wilayah di Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur 

dan Kabupaten Luwu beragama Kristen Protestan.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Duri
https://id.wikipedia.org/wiki/Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tana_Toraja
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Toraja_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Luwu_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Luwu_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Luwu
https://id.wikipedia.org/wiki/Kristen_Protestan
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Dilihat dari segi budaya dan adat istiadat salah satu kebiasaan 

yang cukup dikenal di Sulawesi Selatan adalah Mappalili. Mappalili 

(Bugis) atau Appalili (Makassar) berasal dari kata palili yang 

memiliki makna untuk menjaga tanaman padi dari sesuatu yang 

akan mengganggu atau menghancurkannya. Mappalili atau Appalili 

adalah ritual turun-temurun yang dipegang oleh masyarakat 

Sulawesi Selatan, masyarakat dari Kabupaten Pangkep terutama 

Mappalili adalah bagian dari budaya yang sudah diselenggarakan 

sejak beberapa tahun lalu. Mappalili adalah tanda untuk mulai 

menanam padi. Tujuannya adalah untuk daerah kosong yang akan 

ditanam, disalipuri (Bugis) atau dilebbu (Makassar) atau disimpan 

dari gangguan yang biasanya mengurangi produksi. (Wikipedia, 

diakses, 3 Oktober 2019). 

Mengenai lokasi penelitian pada Provinsi Aceh dan Sulawesi 

Selatan dikenal dengan masyarakatnya yang kental dengan nilai-nilai 

Islam. Provinsi Aceh yaitu Banda Aceh, Aceh Tengah, dan Kota 

Lhokseumawe, sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, 

Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa. 

 

B. Sebaran Key Informan dan Responden 

1. Sebaran Key Informan (informan kunci) 

Secara umum informan kunci dalam penelitian ini adalah 

Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota, Kasi Humas Kemenag 

Kab/Kota, Penyuluh KUA, dan Penghulu KUA yang ada di Provinsi 

Sulawesi Selatan (Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Gowa) dan 
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Provinsi Aceh (Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten 

Aceh Tengah). Infonman kunci ini merupakan sumber informasi 

yang dianggap sangat memahami persoalan peningkatan perceraian 

dan sangat memahami bagaimana respon pemerintah terhadap 

tingginya perceraian di Indonesia. 

2. Sebaran Responden 

Berdasarkan hasil olah data berdasarkan sistem SPSS, Lebih 

lanjut dapat dikemukakan sebaran responden dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Sebaran responden berdasarkan kategori Jenis Kelamin 

Angket/Kusioner disebarkan kepada 200 responden. 

Komposisi 200 responden, dapat dikemukan bahwa sebaran 

responden berdasarkan kategori jenis kelamin ini dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 4.1 

Sebaran responden berdasarkan kategori Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

Pria 107 53.5 

Perempuan 93 46.5 

Total 200 100.0 
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Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah responden dalam 

penelitian ini adalah hampir seimbang antara jenis kelamin laki-laki 

dan perempuan. Jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki 

adalah sebanyak 107 responden atau sebesar 53,5 persen. Adapun 

jumlah responden yang berjenis kelamin perempuan adalah 

sebanyak 93 responden atau sebesar 46.5 persen. 

2. Sebaran responden berdasarkan Kategori Jenis Pekerjaan 

Berdasarkan kategori jenis pekerjaan, sebaran responden 

berdasarkan kategori jenis pekerjaan ini dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Sebaran Responden Berdasarkan Jenis pekerjaan 

Jenis Pekerjaan Frekuensi Persentase 

PNS 82 41.0 

Penyuluh KUA 38 19.0 

Wiraswasta 36 18.0 

Lain-lain 44 22.0 

Total 200 100.0 
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Tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebaran responden 

berdasarkan pekerjaan adalah mayoritas PNS Kemenag dengan 

rincian PNS secara umum sebesar 41 persen, penyuluh KUA sebesar 

19 persen. Sebagian kecil responden adalah wiraswasta sebesar 18 

persen dan lain-lain adalah 22 persen.  

3. Sebaran responden berdasarkan tingkat pendidikan 

Sebaran responden, jika dilihat dari sisi tingkat Pendidikan, 

maka hasilnya dapat dikemukakan pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Sebaran responden berdasarkan tingkat pendidikan 

Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase 

SMA/MA 32 16.0 

Sarjana 162 81.0 

Dayah/Pesantren 2 1.0 

Lain-lain 4 2.0 

Total 200 100.0 

 

Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa sebaran responden 

berdasarkan tingkat pendidikannya adalah mayoritas responden 

adalah berpendidikan Sarjana, yaitu sebanyak 162 orang dengan 
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persentase sebesar 81 persen. Sisanya adalah 32 responden 

berpendidikan SMA/MA dengan persentase 16 %, Dayah/pesantren 

adalah 2 orang (1 persen) serta lain-lain adalah 4 orang atau sebesar 2 

persen. 

4. Sebaran responden berdasarkan domisili di Kabupaten/Kota 

Berdasarkan domisili di Kabupaten/Kota, sebaran 

responden dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 

Sebaran responden berdasarkan domisili di Kabupaten/Kota 

Kabupaten/Kota Frekuensi Persentase 

Banda Aceh 35 17.5 

Lhohseumawe 30 15.0 

Aceh Tengah 35 17.5 

Makassar 36 18.0 

Gowa 30 15.0 

Maros 34 17.0 

Total 200 100.0 
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Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa sebaran responden 

berdasarkan domisili mereka di kabupaten/kota adalah merata, 

dengan rincian; jumlah responden di Kota Banda Aceh sebesar 35 

responden (17,5 %), responden di Kota Lhokseumawe sebesar 30 

responden (15 %), responden di Aceh Tengah sebesar 35 responden 

(17,5 %), responden di Kota Makassar sebesar 36 responden (18 %). 

responden di kabupaten Gowa sebesar 30 responden (15 %), 

responden di Kabupaten Maros sebesar 34 responden (17 %). 

 

 

C. Faktor-faktor Peningkatan perceraian di Provinsi Aceh dan 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggabungkan hasil 

wawancara dengan angket disertai data dokumen yang ditemukan di 

lapangan, maka dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi peningkatan perceraian di Indonesia, khususnya di 

Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:  

a. Peningkatan Perceraian di Indonesia karena faktor ekonomi  

Faktor ekonomi dianggap sebagai salah satu faktor 

peningkatan perceraian di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada 

Bagan berikut: 
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Bagan 4.1 

Perceraian di Indonesia karena faktor ekonomi 

 

 

Bagan (Pie Chart) 4.1 di atas menunjukkan bahwa hasil 

Angket menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju bahwa 

salah satu faktor peningkatan perceraian di Indonesia adalah karena 

faktor ekonomi dengan rincian 19 persen sangat setuju dan 52 persen 

setuju. Responden yang tidak setuju hanya minoritas yaitu; 20 persen 

kurang setuju, 6 persen tidak setuju dan 3 persen sangat tidak setuju.   

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ambo Sakka Ambo 

(Kasi Bimas Islam Kota Makassar), peningkatan perceraian 

disebabkan oleh salah satunya adalah karena faktor ekonomi. Ambo 

Sakka Ambo menjelaskan bahwa persoalan ekonomi menyebabkan 

banyaknya pasangan yang memutuskan untuk bercerai (Ambo Sakka 

Ambo,2019). Hal yang menarik dijelaskan oleh Bapak Dr. Arsyad 
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(Kepala Kantor Kemenag Kota Makassar) tentang ekonomi sebagai 

salah satu faktor penyebab perceraian. Jika selama ini, menyebut 

ekonomi sebagai salah satu faktor penyebab perceraian adalah 

karena ekonomi pasangan suami istri yang miskin atau pas-pasan, 

maka saat ini di samping kondisi ekonomi pasangan suami istri 

adalah miskin atau pas-pasan, saat ini justru bertambah lagi, bukan 

saja salah satu pasangan karena miskin atau pas-pasan akan tetapi 

saat ini banyak pasangan bercerai karena pendapatan istri lebih baik 

dari suami (wanita karir). Lebih Jauh Bapak Dr. Arsyad menjelaskan 

bahwa saat ini banyak istri-istri yang berprofesi guru, karena 

beberapa taahun terakhir ini meningkat pendapatan ekonominya 

dibandingkan suaminya karena adanya tunjangan sertifikasi guru. 

Mereka nampaknya tidak siap dengan perubahan mental atas 

kenaikan gaji dengan tunjangan sertifikasi guru sehingga banyak 

yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya (Arsyad, 2019) 

 

b. Peningkatan perceraian di Indonesia karena faktor Pendidikan 

Faktor pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor 

peningkatan perceraian di Indonesia. Tingkat Pendidikan pasangan 

suami istri akan sangat berpengaruh terhadap pola komunikasi dan 

pola penangananan masalah iternal dalam keluarga. Secara teori, 

semakin tinggi tingkat Pendidikan pasangan suami istri, maka akan 

semakin mudah meneyelesaikan masalah yang dihadapi oleh 

pasangan suami istri. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap 

keutuhan rumah tangga. Untuk melihat lebih jauh bagaimana 
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pengaruh Pendidikan terhadap tingkat perceraian di Indonesia, 

dapat dilihat pada bagan berikut: 

Bagan 4.2 

Perceraian di Indonesia karena faktor Pendidikan 

 

 

Bagan 4.2 di atas menunjukkan bahwa hasil angket 

menunjukkan bahwa hasil Angket mengonfirmasikan bahwa 

mayoritas responden setuju bahwa faktor Pendidikan merupakan 

faktor penyebab tingginya perceraian di Indonesia dengan hasil 12,5 

persen sangat setuju dan 42,5 persen setuju. Total responden yang 

setuju adalah 55 persen. Sisa responden menyatakan bahwa 34 

persen kurang setuju, 8,5 persen tidak setuju dan 2,5 persen sangat 

tidak setuju. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ambo Sakka Ambo, 

peningkatan perceraian disebabkan oleh salah satunya adalah karena 
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faktor pendidikan (Ambo Sakka Ambo,2019). Pendapat Ambo Sakka 

Ambo ini juga selaras dengan pendapat Kepala Kantor Kemenag 

Kota Makassar, Bapak Arsyad. Ia menegaskan bahwa faktor 

Pendidikan juga berpengaruh (Arsyad, 2019).   

c. Peningkatan perceraian di Indonesia karena faktor kurangnya 

pemahaman agama 

Faktor kurangnya pemahaman agama dianggap sebagai 

salah satu faktor peningkatan perceraian di Indonesia. Hal ini dapat 

dilihat pada bagan di bawah ini:  

Bagan 4.3 

Perceraian di Indonesia karena faktor Kurangnya Pemahaman 

Agama 

 

 

Bagan 4.3 tersebut di atas mengonfirmasi tentang Hasil 

Angket menunjukkan bahwa mayoritas responden berpendapat 
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bahwa kurangnya pemahaman agama adalah salah satu penyebab 

meningkatnya perceraian di Indonesia dengan 34 persen sangat 

setuju, 55 persen setuju. Adapun responden yang tidak setuju bahwa 

kurangnya pemahaman agama adalah penyebab tingginya 

perceraian di Indonesia dengan 6,5 persen kurang setuju, 4 persen 

tidak setuju dan 5 persen sangat tidak setuju.   

Menyikapi hal ini, menarik hasil wawancara dengan Bapak 

Dr. Asmullah, M. Ag (Salah seorang Penghulu KUA dan Penceramah 

Kondang di Kota Makassar). Ia menjelaskan bahwa dahulu di 

Makassar banyak pasangan menikah dengan ekonomi pas-pasan 

bahkan mereka umumnya menikah ketika masih usia muda. Namun, 

justru pernikahan mereka umumnya langgeng dan bahagia, tidak 

sampai bercerai. Para orang tua dulu di Makassar punya motto: “Biar 

garam yang dimakan sebagai lauknya, tidak ada masalah yang 

penting bahagia” (Asmullah, 2019). Penjelasan Bapak Dr. Asmullah, 

M. Ag tersebut menguatkan bahwa penyebab maraknya perceraian 

saat ini adalah karena kurangnya pemahaman agama. 

d. Peningkatan perceraian di Indonesia karena faktor media sosial 

Faktor media sosial dianggap sebagai salah satu faktor 

peningkatan perceraian di Indonesia. Media sosial merupakan sarana 

komunikasi yang sangat massif mempengaruhi perilaku masyarakat 

di hampir seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Meskipun 

media social telah memberi manfaat sangat besar terhadap seluruh 

lapisan masyarakat saat ini, namun demikian media social juga 

memiliki dampak negative yang tidak sedikit. Saat ini, perceraian 

juga disebabkan salah satunya oleh media social. Untuk melihat 
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secara detail data perceraian disebabkan oleh faktor media social, 

lebih lanjut dapat dilihat pada bagan sebagai berikut: 

Bagan 4.4 

Perceraian di Indonesia karena faktor media sosial 

 

 

Bagan 4.4 tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sepakat bahwa media sosial (medsos) juga merupakan 

salah satu penyebab tingginya perceraian di Indonesia dengan hasil 

Angket menunjukkan bahwa 31,5 persen sangat setuju, 48 persen 

setuju. Minoritas responden tidak sepakat menjadikan media social 

sebagai salah satu penyebab perceraian di Indonesia dengan 16 

persen kurang setuju, 4 persen tidak setuju dan 5 persen sangat tidak 

setuju.   
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e. Peningkatan perceraian di Indonesia karena faktor pernikahan 

dini 

Faktor pernikahan dini dianggap sebagai salah satu faktor 

peningkatan perceraian di Indonesia. Lebih lanjut dapat dilihat pada 

bagan berikut: 

Bagan 4.5 

Perceraian di Indonesia karena faktor Pernikahan Dini 

 

Bagan 4.5 menginformasikan bahwa hasil Angket 

menunjukkan bahwa 22 persen sangat setuju, 48,5 persen setuju, 22 

persen kurang setuju, 7 persen tidak setuju dan 5 persen sangat tidak 

setuju. Hal ini menujukkan bahwa pernikahan dini ikut 

menyumbang sebagai pemicu tingginya perceraian di Indonesia.   

KBRN melaporkan bahwa di Takengon, Bupati Aceh Tengah 

Shabela Abubakar menjelaskan bahwa pernikahan dini atau menikah 

di usia dini dan tergesa-gesa, yang diistilahkan dengan nikah “kilat” 
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menjadi salah satu penyebab angka perceraian masih tinggi di daerah 

tersebut. Penjelasan tersebut, disampaikan Bupati Shabela Abubakar 

saat menghadiri acara Gebyar Generasi Berencana (Genre) yang 

diselenggarakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

(BKKBN) di Gedung Olah Seni (Gos) Takengon. Ia menegaskan 

bahwa menikah di usia muda dan tergesa-gesa dianggap cukup 

mempengaruhi angka perceraian di Aceh Tengah. Mirisnya lagi 

ungkap Shabela, istri yang mengajukan cerai kepada suami. Karena 

“Kawin muda” ini, sehingga di Aceh Tengah merupakan salah satu 

faktor penyebab meningkatnya perceraian di Aceh. Ini akibat kawin 

cepat, istilahnya nikah kilat dan cerai kilat juga. Kena “petir”. Jadi ini 

sebagian mengatakan sangat memalukan,” ujar Bupati Aceh Tengah 

Shabela Abubakar dihadapan ratusan pelajar dan tamu undangan 

kegiatan Genre. (Satiran, 2019). 

 

f. Peningkatan Perceraian di Indonesia Karena Rendahnya 

Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami/Istri 

Faktor Rendahnya Pemahaman Hak dan Kewajiban 

Suami/Istri dianggap sebagai salah satu faktor peningkatan 

perceraian di Indonesia. Lebih lanjut dapat dilihat pada bagan 

berikut: 

Bagan 4.6 

Perceraian di Indonesia karena faktor Rendahnya Pemahaman Hak 

dan Kewajiban Suami/Istri 
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Bagan 4.6 menunjukkan bahwa hasil Angket menunjukkan 

bahwa 32,5 persen sangat setuju, 55 persen setuju, 3,5 persen kurang 

setuju, 1 persen tidak setuju dan 3 persen sangat tidak setuju.   

D. Dampak yang Ditimbulkan atas terjadinya peningkatan 

perceraian di Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi Selatan. 

Perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci 

oleh Allah. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa 

tingkat perceraian di Indonesia, termasuk yang tertinggi di Asia 

Fasifik. Dengan tingginya perceraian di Indonesia, tentu ada dampak 

buruk yang ditimbulkan. Berdasarkan hasil penelitian, terjadinya 

perceraian berdampak buruk kepada anak, keluarga, negara dan 

bangsa. 
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1. Perceraian Berdampak Negatif Terhadap Anak 

Tentang perceraian berdampak buruk terhadap anak sesuai 

dengan hasil angket yang menunjukkan bahwa 57,5 persen sangat 

setuju, 38 persen setuju, 2 persen kurang setuju, 2 persen tidak setuju 

dan 5 persen sangat tidak setuju. Tentang hal ini dapat dilihat lebih 

lanjut pada bagan berikut: 

Bagan 4.7 

Perceraian Berdampak Negatif Terhadap Anak 

 

 

2. Perceraian Berdampak Negatif Terhadap Masyarakat 

Perceraian juga dianggap berdampak negative terhadap 

masyarakat. Mengenai perceraian berdampak buruk terhadap 

masyarakat sesuai dengan hasil angket yang menunjukkan bahwa 12 

persen sangat setuju, 60 persen setuju, 22 persen kurang setuju, 5 
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persen tidak setuju dan 1 persen sangat tidak setuju. Tentang hal ini 

dapat dilihat lebih lanjut pada bagan berikut: 

Bagan 4.8 

Perceraian Berdampak Negatif terhadap Masyarakat 

 

3. Perceraian Berdampak Negatif terhadap Bangsa dan Negara 

Meskipun perceraian merupakan persoalan keluarga, 

namun akibat yang ditimbulkannay juga berdampak negative pada 

bangsa dan negara.  Perceraian berdampak negatif terhadap bangsa 

dan negara. Perceraian berdampak buruk terhadap anak sesuai 

dengan hasil angket yang menunjukkan bahwa 12 persen sangat 

setuju, 54 persen setuju, 22,5 persen kurang setuju, 8 persen tidak 

setuju dan 3,5 persen sangat tidak setuju. Tentang hal ini dapat 

dilihat lebih lanjut pada bagan berikut: 

Bagan 4.9 

Perceraian Berdampak Negatif terhadap Bangsa dan Negara 
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E. Respon pemerintah terhadap peningkatan perceraian di 

Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi Selatan. 

Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan 

sebelumnya bahwa perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan yang signifikan. Ratusan ribu kasus 

perceraian masih terjadi dalam setiap tahunnya. Berdasarkan data 

tahun 2016 lalu, setidaknya ada sekitar 350 ribu kasus perceraian di 

Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag, 

Prof Muhammadiyah Amin. Menurut dia, pada 2017 lalu angka 

perceraian juga masih terhitung tinggi, walaupun datanya belum 

ada. "Perceraian tahun 2017 belum ada datanya, tapi kalau data 

tahun 2016 sebesar 350 ribuan," ujar Muhammadiyah saat 

dihubungi (Laporan Republika.co.id). 
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Berdasarkan data dari Dirjen Badan Peradilan Agama 

Mahkamah Agung pada periode 2014-2016 perceraian di Indonesia 

trennya memang meningkat. Dari 344.237 perceraian pada 2014, naik 

menjadi 365.633 perceraian di 2016. Rata-rata angka perceraian naik 3 

persen per tahunnya. Bahkan Tahun 2013 lalu, Badan Kependudukan 

dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sudah mengabarkan soal 

angka perceraian di Indonesia yang menduduki peringkat tertinggi 

di Asia Pasifik (Laporan Kompas.com). 

Lantas bagaimana sikap atau respon pemerintah terhadap 

tingginya tingkat perceraian di Indonesia? Untuk menjawab 

pertanyaan ini, Salah satu isi angket yang disebar ke responden 

adalah apakah pemerintah telah melakukan upaya untuk merespon 

peningkatan perceraian di Indonesia? Menjawab pertanyaan 

responden dengan sangat meyakinkan menjawab bahwa pemerintah 

telah melakukan upaya untuk merespon peningkatan perceraian di 

Indonesia. Lebih lanjut dapat dilihat pada bagan bagan berikut: 

 

Bagan 4.10 

Pemerintah telah berupaya  

merespon peningkatan perceraian di Indonesia 
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Bagan 4.10 di atas menggambarkan bahwa mayoritas 

responden 85 persen berpandangan bahwa pemerintah telah 

melakukan upaya untuk merespon peningkatan perceraian di 

Indonesia. Rincian jawaban responden adalah 21,5 persen sangat 

setuju, 63,5 persen setuju. Sementara itu, 10 persen kurang setuju, 4 

persen tidak setuju dan 1 persen sangat tidak setuju. Dengan 

demikian mayoritas responden berpandangan bahwa pemerintah 

telah melakukan upaya untuk merespon peningkatan perceraian di 

Indonesia 85 persen sangat setuju dan setuju.  

Jika mayoritas responden 85 persen berpandangan bahwa 

pemerintah telah melakukan upaya untuk merespon peningkatan 

perceraian di Indonesia, lantas usaha apa saja yang telah dilakukan 

oleh pemerintah dalam merespon tingginya perceraian di Indonesia?  

Untuk menjawab pertanyaan ini, dapat dilihat pada persentasi 

jawaban responden ketika diajukan pertanyaan tersebut. 
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Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa pemerintah telah 

melakukan beberapa upaya dalam rangka merespon tingginya 

perceraian di Indonesia. Di antara upaya yang telah dan sedang 

dilakukan pemerintah adalah sebagai berikut 

1. Membuat Bimbingan Pra Nikah  

Salah satu upaya untuk merespon peningkatan perceraian di 

Indonesia yang dilakukan pemerintah adalah dengan membuat 

bimbingan pra nikah (Husrina, 2019). Bimbingan pra nikah ini 

dianggap sebagai upaya serius pemerintah dalam merespon 

tingginya perceraian di Indonesia. Hal ini sesuai dengan hasil angket 

yang menunjukkan bahwa 46 persen sangat setuju, 48 persen setuju, 

5 persen kurang setuju, 1 persen tidak setuju dan 0 persen sangat 

tidak setuju. Tentang hal ini dapat dilihat lebih lanjut pada bagan 

berikut: 

Bagan 4.11 

Bimbingan Pra Nikah 
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Jika merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Pasal 1 disebutkan bahwa yang 

dimaksud dengan: (1) kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan 

kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah 

tangga dan keluarga.  

Selanjutnya di dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa Kursus Pra 

Nikah ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan 

pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam 

mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta 

mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam 

rumah tangga. 

Adapun penyelenggara Kursus Pra Nikah diatur di dalam 

Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:  
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(1) Penyelenggara Kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi 

keagamaan Islam yang telah memiliki Akreditasi dari 

Kementerian Agama;  

(2) Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pra nikah 

yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Penasihatan, 

Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi 

keagamaan Islam lainnya.  

(3) Dalam pelaksanaannya BP4 dan organisasi keagamaan Islam 

penyelenggara kursus pra nikah dapat bekerja sama dengan 

instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya.  

(4) Akreditasi yang diberikan kepada BP4 dan organisasi keagamaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 tahun 

dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru. 

Materi dan narasumber diatur dalam Pasal 8  

(1) Materi Kursus Pra Nikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:    

a. Kelompok dasar  

b. Kelompok Inti  

c. Kelompok Penunjang  

(2) Kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, 

tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan 

dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.  

(3) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, 

tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi 

sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (1).  
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(4) Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang- kurangnya 16 jam 

pelajaran. 

Jika diamati, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di atas, sangat jelas dimaksudkan 

untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang 

kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga 

sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, 

perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. 

Lantas, mengapa tingkat perceraian di Indonesia masih 

sangat tinggi? Ternyata salah satu jawabnnya adalah belum 

maksimalnya pelaksanaan Kursus Pra Nikah di lapangan. Di Kota 

Makassar misalnya pelaksanaan Kursus Pra Nikah relative sudah 

berjalan dengan baik dengan secara rutin melaksanakan pelaksanaan 

Kursus Pra Nikah. Bahkan pihak kemenag Kota Makassar 

mengambil kebijakan dengan mewajibkan calon pengantin untuk 

mengikuti Kursus Pra Nikah (Sejak tahun 2017, program ini dinamai 

dengan Program Bimbingan Perkawinan). Kemenag Kota Makassar 

menjadikan salah satu syarat administrasi untuk mengambil buku 

nikah adalah jika calon pengantin dapat menunjukkan sertifikat 

bimbingan perkawinan sebagai pertanda bahwa calon pengantin 

sudah mengikuti Program Bimbingan Perkawina. (Arsyad, 2019). 

Namun, apa yang dilakukan oleh Kemenag Kota Makassar 

di atas tidak diikuti oleh daerah lain seperti; Kemenag Kabupaten 

Gowa dan Kemenag Kabupaten Maros (Provinsi Sulawesi Selatan), 

Kemenag Kota Banda Aceh, Kemenag Kota Lhokseumawe dan 
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Kemenag Kabupaten Aceh Tengah (Provinsi Aceh). Beberapa daerah 

lain tersebut juga melaksanakan Program Bimbingan Perkawinan, 

namun sifatnya sangat terbatas dan disesuaikan dengan anggaran 

yang sangat terbatas. Program Bimbingan Perkawinan yang 

dilaksanakan hanya sebatas anjuran saja (Juniazi, 2019).  

 

 

2. Materi Khutbah Nikah Berisi penguatan keluarga dan 

pencegahan Perceraian  

Salah satu upaya untuk merespon peningkatan perceraian di 

Indonesia yang dilakukan pemerintah adalah dengan membuat 

materi khutbah nikah berisi penguatan keluarga dan pencegahan 

perceraian. Materi khutbah nikah yang berisi penguatan keluarga 

dan pencegahan perceraian ini dianggap sebagai upaya serius 

pemerintah dalam merespon tingginya perceraian di Indonesia. 

Tentang hal ini dapat dilihat lebih lanjut pada bagan berikut: 

Bagan 4.12 

Materi Khutbah Nikah Berisi  

Penguatan keluarga dan pencegahan Perceraian 
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Bagan 4.12 di atas menggambarkan bahwa hasil angket yang 

menunjukkan bahwa 33,5 persen sangat setuju, 56 persen setuju, 8 

persen kurang setuju, 1,5 persen tidak setuju dan 0 persen sangat 

tidak setuju. 

 

3. Membuat Lomba Keluarga Sakinah yang Diadakan Kemenag  

Salah satu upaya untuk merespon peningkatan perceraian di 

Indonesia yang dilakukan pemerintah adalah dengan membuat 

membuat lomba keluarga sakinah yang diadakan kemenag (Asy’ari, 

2019). Lomba Keluarga Sakinah yang Diadakan Kemenag dianggap 

sebagai upaya serius pemerintah dalam merespon tingginya 

perceraian di Indonesia. Hal ini sesuai dengan hasil angket yang 

menunjukkan bahwa 28 persen sangat setuju, 53 persen setuju, 13 

persen kurang setuju, 4,5 persen tidak setuju dan 1,5 persen sangat 

tidak setuju. Tentang hal ini dapat dilihat lebih lanjut pada bagan 

berikut: 
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Bagan 4.13 

Lomba Keluarga Sakinah yang Diadakan Kemenag 

 

Merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/191 Tahun 2011 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan, dapat dipahami 

bahwa latar belakang pelaksanaan pemilihan keluarga sakinah 

adalah karena Keluarga merupakan unit terkecil yang penting dalam 

pernbentukan dan pembinaan ketuarga sakinah, Keluarga akan 

rnernbentuk karakter dan berrpengaruh kepada lingkungannya. Jika 

karakter itu baik maka akan berpcngaruh positif kcpada 

lingkungannya, tetapi sebaliknya jika tidak baik maka akan 

berpengaruh tidak balk pula kepada lingkungannya,  karakter itu 

juga akan berpengaruh luas bahkan akan mcnjelma mcnjadi karakter 

bangsa.  Masyarakat yang terbangun dari keluarga-keluarga sakinah 

adalah masyarakat marhamah  yang selanjutnya membentuk bangsa 

yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Untuk menjadikan 
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keluarga bangsa yang sakinah, maka diperlukan keteladanan, hal ini 

menjadi penting karena keteladanan akan ditiru, diikuti dan 

diteladani oleh rnasyarakat secara luas dan ini akan berdampak baik 

bagi pcnciptaan karakter bengsa yang baik dl tengah meluasnya 

pengaruh budaya yang tidak sesuat dengan nilai-nilai luhur agama 

dan akhlakul karirnah sebagai efek negatif dari globalisasi, kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dewasa ini.  

Inilah yang melatar belakangi diadakannya pemilihan 

keluarga sakinah secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, 

tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Provinsi sampai ke Tingkat 

Nasional. 

Dasar pelaksanaan pemilihan keluarga sakinan teladan 

adalah sebagai berikut: 

1. Undung-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan;  

2. Undang-Undang nomor 10 Tahun 1992 teutang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 

Keluarga Sejahtera; 

3. Uncang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak;  

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 7004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga; 

5. Instrusksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang 

Pengarusutamaan gender dalam Pernbangunan 

Nasional; 
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6. Keputusan Presiden Rl Nomor 88 Tahun 2002 tenrang 

Rcncana Aksl Nasional Penghapusan Perdagangan 

Perempuan dan Anak;  

7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Perubahan keempat Atas Peraturan Prcsidcn Nomor 9 

Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik 

Indonesia:  

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang 

Kedudukan, Tugas dan fungsi Kementerian Negara serta 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 

Kementerian Negaraj  

9. Keputusan Menteri Agama Nomnor 3 Tahun 1999 

tentang Gerakan Kelurga Sakinah;  

10. Kepurusan Menteri Agama nomor 480 Tahun 2008 

Perubahan Atas Keputusan Menteri Agaraa nomor 373 

Tahun 2002 temang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Wilayah kementertan Agama Provinsi dan Kantor 

Departemen Agama Kabuparen/Kota; 

11. Peraruran Menteri Agama nomor 10 Tahun 2010 teniang 

Organisasi dan Tara Kerja Kementerian Agama.  

12. Sural Edaran Menteri Dalam Negerl nomor 

400/54/IlI/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan 

Gerakan Keluarga Sakinah; 
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Tujuan umum dari Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan 

adalah: Mewujudkan keteladanan bagi keluruga muslim Indonesia 

dalam membangun keluarga sakinah mawadah warahmah melalui 

penanaman nilai-nilai ajaran agama, akhlakul karimah dan sosial 

kemasyarakatan 

Persyaratan peserta Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan 

adalah sebagai berikut: 

a. Beragama Islam;  

b. Pasangan suarni-isteri yang sah; 

c. Usi pcrkawinan minimal 30 tahun:  

d. Pendidikan minimal Sekolah Menegah 

Pertama/sederajat: 

e. Sehat jasmani dan rohani;  

f. Belum pernah menjadl peserta pemilhan keluarga 

sakikiah Tingkat Nasional. 

Aspek penilaian Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan 

adalah sebagai berikut: 

1. Pemahaman dan pengamalan ajaran Islam 

a. Memahami pokok-pokok ajaran Islam di bldang akidah, 

syariah, dan akhlak; 

b. Menunjukan adanya kekuatan iman; 

c. Menjalankan ibadah wajib dan sunnnh secara 

berkesinambungan dengan penuh pengertian dan 

kesadaran sebagai seorang muslim. serta berakhlak mulia; 

d. Mampu menciptakan suasana keagamaan dalam rumah 

tangga. antara lain membaca al-Ouran. memperingati hari-

hari besar Islam, balk di dalam maupun di luar rumah 
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tangga, shalat berjamaah, suka bersedakah, belajar agama 

dan amal kebajlkan lainnya;  

e. Mengamalkan ajaran Islam sepertl aktualisasi prilaku 

akhlakul karimah di lingkungan keluarga (saling rnemberi 

salam, saling menghormati, saling menyayangi, saling 

mengasihi, saling pengertian antar anggota keluarga) dan 

lingkungan masyarakat seperti memelihara anak yatim, 

menyantuni fakir miskin, amar makruf den nahi munkar 

(berdakwah); dan ikut .serta dalam memakmurkan masjid, 

tempat pengajian/majelis taklim, sekolah, rumah sakit, 

rumah yatim, poliklinik, panti wreda (Ianjut usia) panti 

anak cacat, anak terlantar dan lainnya. 

f. Memberi keteladanan kepada lingkungan daJam bal 

pengamalan ajaran agama. 

2. Penghayatan dan Pengamalan Kehidupan Berbangsa 

a. Menghayati dan mengamalkan Pancasila:  

b. Mengembangkan sikap saling menghormti dan tolong 

menolong tanpa membedakan suku, agama, dan bangsa;  

c. Menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan 

pribadi dan golongan; 

d. Menghormati dan melaksanakan prinsip musyawarah 

mufakat;  

e. Membina dan mengembangkan kesaturun dan persatuan 

dalam keluarga, masyarakat dan bangsa, 

3. Perkawinan dan Kehidupan Rumah tangga 

a. Usia perkawinan minimal 30 tahun, mempunyai anak, dan 

tidak pernah cerai serta ikut mendukung program KB, atau 
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seorang perempuan yang suaminya telah meninggal dunia 

dan telan kawin lagi setama 10 tahun, ia senantiasa 

memelihra kehormatan diri (iffah), atau tidak mempunyai 

anak tetapi mengambil beberapa anak untuk diasuh dan 

dididik serta berhasil;  

b. Istri dan suami mampu menciptakan suasana bahagia, 

kerukunan dan ketenangan dalam rumah tangganya 

dengan rasa kasih saying yang tutus ikhlas, serta jujur dan 

terbuka;  

c. Dapat menyelenggarakan rumah tangga dengan baik, turut 

melaksanakan program PKK, antara lain gizi dan 

kesehatan, serta mengatur keuangan dan manajemen 

rumah tangga:  

d. Mampu menciptakan komunikasi yang efektif dalam 

keluarga, rnengendalikan emosi, mencari jalan keluar 

dalam kemelut rumah tangga, dan tidak saling 

menyalahkan;  

e. Mendahulukan musyawarah, menanamkan rasa kasih 

saying dalam keluarga, tertib, disiplin, suka menolong, dan 

gotong royong;  

f. Mampu menjaga keseimbangan, keselarasan, keserasian 

dalam rumah tangga, terutama keluarga kedua belah pihak 

suami dan isteri mampu membagi waktu untuk tugas-

tugas keluarga dan kemasyarakatan di luar rurnah tangga;  

g. Pandai menumbuhkan, merawat dan metestarikan kasih 

sayang dalam keluarga, memelihara hak milik. 
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meningkatkan martabat dan mutu kehidupan keluarga, 

serta meningkatkan i1mu pengetahua 

h. Memberikan prioritas terhadap pendidikan anak dan 

anggota kelurga serta berhasil membimbing anak-anak 

sebagai manusia sholeh yang mampu berperan 

memberikan manfaat bagi lingkungannya. 

4. Pengetahuan Umum 

a. Mempunyai pengetahuan tentang perundang-undangan, 

GBHN, Pancasila dan Hukum Perkawinan. 

b. Dapat berkiprah dalam.masyarakat di lingkungannya serta 

organisasi masyarakat Islam.  

c. Dapat memberikan solusi pada permasalahan-

permasalahan aktual  yang berkembang di tengah 

masyarakat. 

 

Mekanisme penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah 

Teladan Tingkat Kecamatan dilaksanakan dengan cara sebagai 

berikut: 

a. Kepala KUA Kecamatan merencanakan Penyelenggaraan 

Pemilihan Keluarga Sakmah Teladan tingkat Kecamatan 

dengan berkoordinasi kepada pemerintah wilayah 

Kecamatan; 

b. Kepala KUA Kecamatan membentuk Panitia dan Dewan Juri 

Pcmilihan Keluarga Sakinah tingkat kecamatan;  

c. KepalaKUA Kecamatan memberilahukan kepada rnasyarakat 

dan ormas Islam tingkat Kecamatan tentang 

penyelenggaraan Pemilihan Keluarga sakinah Teladan; 
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d. Pemanggilan peserta Pemillhan Kcluarga Saklnah Teladan 

dilaku kan oleh Panltia;  

e. Proses penilaian peserta dilakukan oJeh Dewan Juri;  

f. Hasil Pcmilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat kecamatan 

dilaporknn kepada Camat, Kepala KUA Kecamatan 

setempat, disertai dcngan datar riwayar hidup para 

pemenang;  

g. Pemenang I Pemilihan Keluarga sakinah Tedan tingkat 

Kecamatan menjadi peserta pemilihan tingkat 

Kabupaten/Kota;  

h. Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kecamatan 

dilaksanakan pada bulan -Januari s.d. bulan Maret. 

 

Mekanisme penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah 

Teladan Tingkat Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: 

a. KepaJa KanKementerian Agama Kabupaten/Kota 

merencanakan penyeleggaraan Pemilihan Keluarga 

Sakinah Teladan tingkat Kabupaten/ Kota dengan 

berkoordinasi kepada Pemerintah Daerab 

Kabupaten/Kota;  

b. KepaJa KanKementerian Agama Kabupaten/Kota 

membentuk Panilia dan Dewan Juri Pemilihan Keluarga 

Sakinah Teladan tingkat Kabupaten/Kota dengan Surat 

Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota atau Surat Keputusan 

Bupati/Walikota; 
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c. Kepala KanKementenan Agama Kabupaten/Kota 

memberitahukan melalui Surat Edaran kepada para 

Kepala KUA Kecamatan tentang Penyelenggaraan 

Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat 

Kabupaten/Kota: 

d. Pemanggilan peserta pemilihan Keluarga Sakinah 

Teladan oleh Panitia;  

e. Upacara Pembukaan Pemllihan Keluarga Sakinah 

Teladan tingkat Kabupaten/ Kota diaksanakan dengan 

menghadirkan Bupati/Walikota. Ketua Tim Penggerak 

PKK tingkat Kabupaten/Kota, tokoh masyarakat, 

pimpinan ormas Islam tingkat Kabupaten/Kota, peserta 

pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat 

Kabupsten/Kota, Dewan Juri, anggota panitia, dan lain-

lain;  

f. Proses pcnilaian peserta dilakukan oleh Dewan Juri, 

rneliputi peni1aian tertulis, wawancara, dan observasi 

g. Pengukuhan pemenang diumurnkan pada acara yang 

diadakan khusus umuk itu; 

h. Hasil pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat 

Kabupaten/Kota dilaporkan kepada: Bupati/Walikota, 

dan Kepala KanKementerian Agama Kabupaten Kota 

disertai dengan daftar riwayat hidup para pemenang;  

i. Pemenang 1 Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan 

tingkat Kabupaten/Kota menjadi peserta Pemilihan 

Keluarga Sakinah Teladan tingkat Provinsi;  
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j. Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkal 

Kabup,nen/ KOla dllaksanakan pada bulan April s.d 

Mei. 

 

Mekanisme penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah 

Teladan Tingkat Provinsi adalah sebagai berikut: 

a. Kepala  Bidang Urusan agama Islam Provinsi 

merencanakan penyelenggaraan Pemilihan Keluarga 

Sakinah Teladan Tingkat Provinsi berkoordinasi kepada 

Pemerintah Daerah Provinsi;  

b. Kepala Bidang Urusan Agama Islam Provinsi 

membentuk Panitia dan Dewan Juri Pemilihan Keluarga 

Sakinah Teladan Tingkat Provinsi dengan Surat 

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kemeterian Agama 

Provinsi atau Gubernur;  

c. Kepala Bldang urusan Agama lsam/Ketua BP4 Provinsi 

memberitahukan kepada seluruh BP4 Kabupaten/Kota 

di wilayah Provinsi yang bersangkutan tentang 

penyelenggaraan Pemillhan Keluarga Sakinah tingkat 

Provinsi;  

d. Pemanggi1an peserta Pemilihan Keluarga Sakinah 

Teladan Tingkat Provinsi oleh Panitia;  

e. Upacara pembukaan Pemilihan Keluarga Sakinah 

Teladan Tingkat Provinsi dilaksanakan dengan 

menghadirkan  Gubernur, Ketua  Penggerak PKK 

tingkat Provinsi, pejabat yang terkait pengurus BP4 

tingkat Provinsi tokoh masyarakat, pimpinan ormas 
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Islam tingkat Provinsi, semua peserta dan anggota 

Dewan Juri;  

f. Proses penilaian peserta dilakukan oleb Dewan Juri, 

meliputi penllaian tertulis, wawaacara, dan observasi;  

g. Pengukuhan pemenang diumumken pada saat upacara 

penutapan Pemilihan keluarga sakinah Teladan;  

h. Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Provinsi 

dilaporkan kepada; gubemur, Kepala Kanwil 

Kementerian Agama Provinsi, dan Ketua Bp4 Provinsi;  

i. Proses Pemilihan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan 

Tingkat Provinsi dilaksanakan bulan Juni s.d. Jull;  

j. Pemenang I Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan 

Tingkat Provinsi  menjadi peserta Pemilihan Keluarga 

Sakinah Teladan Tingkat Nasional 

 

Mekanisme penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah 

Teladan Tingkat Nasional adalah sebagai berikut: 

a. Pembentuken panitia dan penetapan Dewan Juri 

ditetapkan melalui surat keputusan Dirjeen Bimas Islam;  

b. Penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Islam 

kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi tentang' Penyelenggaraan Pemilihan Keluarga 

Sakinah Teladan Tingkat Nasional 

c. Pemanggilan para peserta Pemilihan Keluarga Sakinah 

Teladan tingkat Nasional melalul surat Dirjen Bimas 

lsIam kepada Kepala kanwil Kementerian Agama 

Provinsi;  
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d. Proses penilaian peserta dilakukan oleh Dewan Juri, 

dengan meneliti daftar Riwayat Hidup para peserta, 

seleksi tertulis dan wawancara;  

e. Pengumuman pemenang diumumkan pada saat upacara 

penutupan Pemi1ihan Keluarga Sakinah Teladan;  

f. Hasil Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat 

Nasional dilaporkan kepada:  

1) Presiden RI;  

2) Menteri Agama RI;  

3) Direktur JenderaJ Bimas Islam.  

g. Proses Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat 

Nasional dilaksanakan pada bulan Agustus. 

 

Di dalam ketentuan lebih lanjut, dijelaskan bahwa peserta 

yang terpilih dalam Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan kemudian 

dibina. Aturan pembinaan ini dapat dilihat pada Bab IV Pembinaan 

yang berbunyi sebagai berikut: 

Keluarga Sakinah Teladan adalah sosok keluarga muslim 

yang memegang predikat keteladanaa di daerahnya masing-masing. 

Mereka adalah orang-orang yang berhasi1 dalam membina 

kehidupan rumah tangganya dan mendidik anak-anaknya dalam 

berbagai bidang ilmu pengetahuan dan agama (iptek dan imtak 

sehingga anak-anakya memperoleh pendidikan secara optimal dan 

menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan agama. Di samping 

ltu keluarga sakinah teladan adalah orang-crang yang mempunyai 

keteladanan di dalam lingkugan masyarakatnya. Mereka mampu 

membagi waktunya antara kepentingan rumah tangga dan 
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masyarakat. Aktif berorganisasi dan menciptakan karya sosial serta 

berusaha dalam meningkatkan pcngetahuan den keterampllan . 

Keluarga Sakinah Teladan adalah orang-orang yang selalu 

aktif dalam menunjang program pemerintah seperti  aktif dan 

berpartisipasi dalam kegiatan majelis taklim, pemberantasan buta 

huruf Al-Qur'an dan huruf latin sert kegiatan Keluarga Berancana 

(KB). Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK), Jum'at Bersih dan 

Penanggulangan HIV/AlDS, dan lain-lainnya. 

Untuk menjaga keteladanan dan kesinambungan antara 

Kementerian agama dan BP4 dengan Kelarga Sakinah Teladan 

tersebut perlu diadakan pembinaan terus menerus di semua 

tingkatan dengan cara antara lain: 

1. Mengikutsertakan Keluarga Sakinah Teladan dalam 

kegiatan-kegitan yang diadakan oleh BP4 setempat; 

2. Memberdayalam keluarga sakinah teladan untuk lkut aktif 

dan menjadi motor penggerak dalam pembangunan 

masyarakat dan agama;  

3. Mengikutsertakan Keluarga Sakinah Teladan dalam 

kepengurusan SP4 setempat:  

4. Mengikutsertakan Keluarga Sakinah Teladan dalam 

kegiatan Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama:  

5. Mengikutsertakan Keluarga Sakinah Teladan pada 

pengurus Hari-hari Besar Islam (HBI);  

6. Mengikutsertakan Keluarga Sakinah Teladan dalam 

kegiatan pemerintah seperti kegiatan Penasehatan 

Perkawinan dan Keluarga, KB, UPGK, jum'at Bersih, 

Penanggulangan HlV/ AIDS dan kegiatan laiinnya.  
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7. Diikutkan dalam pelatihan medtator Perkawinan dan 

Keluarga.  

8. Pada masing-rnasing daerah provinsi agar didorong untuk 

berpartisipasi sebsgai motivator dan penggerak kegiatan 

pemberdayaan keluarga di lingkungannya.  

Inilah yang melatar belakangi diadakannya pemilihan 

keluarga sakinah secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, 

tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Provinsi sampai ke Tingkat 

Nasional. Dengan latar belakang yang secara gambling diuraikan ini, 

maka sangat jelas tujuan diadakannya Pemilihan Keluarga Sakinah 

Teladan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah 

mawaddah wa rahmah. Dengan kata lain, program kementrian 

agama yang bersifat nasional ini adalah untuk mewujudkan keluarga 

yang harmonis. Namun, karena keterbatasan dana, maka program ini 

tidak dapat dilaksanakan secara baik dan kontinyu sehingga belum 

bias memberi kontribusi nyata dalam upaya pemerintah dalam 

membendung arus peningkatan perceraian di Indonesia. 

 

  

4. Membuat Modul Bimbingan Perkawinan untuk calon pengantin 

yang diadakan Kemenag  

Modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin yang 

diadakan Kemenag adalah salah satu upaya pemerintah dalam 

merespon tingginya perceraian. Tentang hal ini dapat dilihat lebih 

lanjut pada bagan berikut: 
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Bagan 4. 14 

Modul Bimbingan Perkawinan untuk calon pengantin yang diadakan 

Kemenag 

 

 

 

 

Bagan 4.14 di atas menunjukkan bahwa mayoritas 

responden setuju bahwa modul bimbingan perkawinan untuk calon 

pengantin berperan sebagai respon pemerintah terhadap 

meningkatnya angka perceraian di Indonesia.  Hal ini sesuai dengan 

hasil angket yang menunjukkan bahwa 34 persen sangat setuju, 54,5 

persen setuju, 9,5 persen kurang setuju, 2 persen tidak setuju dan 0 

persen sangat tidak setuju.  

Salah satu upaya untuk merespon peningkatan perceraian di 

Indonesia yang dilakukan pemerintah adalah dengan Membuat 

modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin yang diadakan 
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Kemenag (Ahmad Marjan, 2019). Modul bimbingan perkawinan 

untuk calon pengantin yang diadakan kemenag ini dianggap sebagai 

upaya serius pemerintah dalam merespon tingginya perceraian di 

Indonesia. 

Isi/materi modul bimbingan perkawinan untuk calon 

pengantin, secara lengkap sudah disusun oleh Direktorat Bina KUA 

dan Keluarga Sakinah dan Direktorat Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam Kementrian Agama RI bekerjasama dengan 

Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang 

dan Diklat Kementrian Agama RI. Secara umum modul ini berisi 2 

modul. 

1. Modul Pertama berisi: 

a. Sesi 1. Perkenalan dan Kontrak Belajar 

b. Sesi 2. Mempersiapkan Perkawinan Kokoh Menuju Keluarga 

Sakinah 

c. Sesi 3. Mengelolah Dinamika Perkawinan dalam Keluarga 

d. Sesi 4. Memenuhi Kebutuhan Keluarga 

2. Modul Kedua berisi: 

a. Sesi 1. Menjaga kesehatan reproduksi keluarga 

b. Sesi 2. Menyiapkan Generasi Berkualitas 

c. Sesi 3. Mengelolah konflik dan membangun ketahanan 

keluarga 

d. Sesi 4. Refleksi dan evaluasi  (Qatrunnada Munawwarah dkk., 

2017) 
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Menarik untuk diamati bahwa modul bimbingan 

perkawinan sudah dibuat oleh kemenag RI dan telah disebarluaskan 

ke seluruh kemenag kabupaten/kota di Indonesia. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa pemerintah secara bertahap telah 

melakukan upaya yang keras untuk merespon tingginya perceraian 

di Indonesia.  

Khusus untuk program bimbingan perkawinan (BIMWIN), 

maka efektifitas program ini, belum bisa dipastikan sudah efektif 

atau tidak karena program ini baru dimulai sekitar tahun 2017. 

Untuk mengetahui efektifitas program ini diperlukan penelitian lebih 

lanjut dengan membuat indikator yang tegas tentang efektifitas 

program ini terutama dalam kaitannya dengan program ini dengan 

ketahanan keluarga Indonesia. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara umum, dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi peningkatan perceraian di Indonesia, khususnya 

Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Aceh adalah; faktor 

ekonomi, faktor pendidikan, kurangnya pemahaman agama, 

faktor media sosial, faktor pernikahan dini, faktor rendahnya 

rendahnya pemahaman hak dan kewajiban suami/istri. 

2. Tingginya perceraian di Indonesia, memiliki dampak buruk yang 

ditimbulkan. Berdasarkan hasil penelitian, terjadinya perceraian 

berdampak buruk kepada anak, keluarga, negara dan bangsa.     

3. Tingginya perceraian di Indonesia telah direspon oleh 

pemerintah dengan beberapa upaya, di antaranya: melaksanakan 

bimbingan pra nikah, membuat materi khutbah nikah berisi 

penguatan keluarga dan pencegahan perceraian, membuat 

lomba keluarga sakinah yang diadakan Kemenag, Membuat 

modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin yang 

diadakan Kemenag.   
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B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil Analisa data, pembahasan dan 

kesimpulan dari penelitian ini, maka ada beberapa saran yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Kepada pemerintah melalui kementrian agama, baik pada 

tingkat provinsi maupun pada tingkat Kota/Kabupaten 

disarankan agar secara konsisten dan kontinyu mencegah 

peningkatan perceraian di Indonesia dengan melaksanakan 

secara utuh dan komprehensif. 

2. Untuk Mencegah tingginya perceraian di Indonesia yang 

diakibatkan oleh pernikahan dini, maka disarankan agar KUA 

secara ketat memberikan izin pernikahan di bawah umur. 

3. Untuk Mencegah tingginya perceraian di Indonesia yang 

diakibatkan oleh kurangnya pemahaman keagamaan dan 

pemahaman hak dan kewajiban suami istri, maka diharapkan 

agar pemerintah merancang dan melaksanakan kursus pasca 

perkawinan. 

4. Kepada peneliti, disarankan agar melakukan penelitian lebih 

lanjut tentang bagaimana efektifitas program-program 

pencegahan peningkatan perceraian di Indonesia, untuk 

kemudian dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah dalam 

memutuskan dan menetapkan kebijakan pemerintah di masa 

yang akan dating agar dapat merespon tingginya perceraian di 

Indonesia. 
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PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  

NOMOR : DJ.II/542 TAHUN 2013 

TENTANG 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

   

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah 

warahmah perlu dilakukan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.    

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2019); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3050); 

5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan 

Organisasi Kementerian Negara; 

6. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan 

Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Eselon I Kemnterian Negara ;  

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Agama; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN  DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 

TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH 

BAB I 



KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

(1) kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan 

penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan 

keluarga. 

(2) Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan 

perempuan muslimah 16 tahun. 

(3) Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu 

memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana 

kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, 

mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul 

karimah. 

(4) Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 

adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja 

Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. 

(5) Lembaga penyelenggara kursus pra nikah adalah organisasi keagamaan Islam yang telah 

memiliki akreditasi dari Kementerian Agama. 

(6) Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti Kursus  pra nikah. 

(7) Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga yang menyelenggarakan kursus 

pra nikah setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian 

Agama.  

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

 

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan 

rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta 

mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.  

 

 

BAB III 

PENYELENGGARA KURSUS 

Bagian Kesatu 

Penyelenggara 

Pasal 3 

(1) Penyelenggara Kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah 

memiliki Akreditasi dari Kementerian  Agama; 



(2) Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pra nikah yang pelaksanaannya bekerja 

sama dengan Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau 

organisasi keagamaan Islam lainnya. 

(3) Dalam pelaksanaannya BP4 dan organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pra nikah 

dapat bekerja sama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya. 

(4) Akreditasi yang diberikan kepada BP4 dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan 

baru. 

Bagian Kedua 

Sarana 

Pasal 4 

Kementerian Agama menyediakan sarana pembelajaran dalam bentuk silabus dan modul; 

 

Bagian Ketiga 

Pembiayaan 

Pasal 5 

 

Pembiayaan penyelenggaraan Kursus Pranikah dapat bersumber dari APBN dan  APBD; 

 

Bagian Keempat 

Sertifikasi 

Pasal 6 

1. Remaja usia nikah yang telah mengikuti Kursus Pra Nikah diberikan sertifikat sebagai tanda 

bukti kelulusan; 

2. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh BP4 atau organisasi 

keagamaan Islam penyelenggara kursus;  

3. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan 

perkawinan;  

 

BAB IV 

PESERTA KURSUS 

Pasal 7 

Peserta kursus pra nikah adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan 

perkawinan. 

 

BAB V 

MATERI DAN NARASUMBER  

Pasal 8 

(1) Materi Kursus Pra Nikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:   

a. Kelompok dasar 



b. Kelompok Inti 

c. Kelompok Penunjang 

(2) Kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan 

yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. 

(3) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh 

masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (1). 

(4) Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang- kurangnya 16 jam pelajaran. 

 

BAB VI 

PENUTUP  

Pasal 9 

(1) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam peratuan ini, akan diatur dalam Lampiran Peraturan 

ini; 

(2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal, 05 Juni 2013 10 Juni 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LAMPIRAN  

PERATURAN DIREKTUR  JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 

KEMENTERIAN AGAMA 

NOMOR DJ.II/542 TAHUN 2013 

TENTANG 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN  KURSUS PRA NIKAH 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Data statistik perkawinan di Indonesia per tahun rata-rata mencapai 2 (dua) juta 

pasang. Suatu angka yang sangat fantastis dan sangat berpengaruh terhadap kemungkinan 

adanya perubahan-perubahan sosial masyarakat. Baik buruknya kualitas sebuah keluarga 

turut menentukan baik buruknya sebuah masyarakat. Jika karakter yang dihasilkan sebuah 

keluarga itu baik, akan berpengaruh baik kepada lingkungan sekitarnya, tetapi sebaliknya 

jika karakter yang dihasilkan tersebut jelek, maka akan berpengaruh kuat kepada 

lingkungannya dan juga terhadap lingkungan yang lebih besar bahkan tidak mustahil akan 

mewarnai karakter sebuah bangsa. 

Suatu masyarakat besar tentu tersusun dari masyarakat-masyarakat kecil yang disebut 

keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, memiliki peran penting dalam 

mewujudkan harmonisasi dalam keluarga. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila 

memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota 

keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual serta teraplikasinya 

nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang kita kenal dengan sebutan 

keluarga sakinah. 

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan  kedua 

calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai 

peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk 

kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan 

perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi 

rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan 

pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang 

calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam 

rumahtangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak 

berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir 

dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan 

singkat (short course) dalam bentuk kursus pra nikah dan parenting yang merupakan salah 

satu upaya penting dan strategis. 

Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon 

pasangan untuk memahami secara subtansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan 

rumah tangga. 



Di indonesia angka perceraian rata-rata secara nasional mencapai +200 ribu pasang per 

tahun atau sekitar 10 persen dari peristiwa pernikahan yang terjadi setiap tahun. Oleh sebab 

Kursus Pra Nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin merupakan salah satu solusi 

dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi atau pun mengurangi terjadinya krisis 

perkawinan yang berakhir pada perceraian.  

Kursus Pra Nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas 

dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan 

bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

Untuk itulah akhir-akhir ini marak tumbuh badan/lembaga dari Ormas Islam dan LSM 

yang menyelenggarakan kursus pra nikah, tentunya hal ini sangat menggembirakan karena 

badan/lembaga/ organisasi penyelenggara tersebut ikut membantu pemerintah dalam 

menyiapkan pasangan keluarga dan sekaligus ikut menghantarkan pasangan keluarga 

tersebut kepada kehidupan keluarga yang diidamkan yaitu keluarga sakinah mawaddah 

warahmah. 

Sebagai dasar penyelenggaraan kursus pra nikah maka diterbitkan Peraturan Dirjen 

Masyarakat Islam tentang Kursus Pra Nikah ini. Dalam rangka tertib administrasi dan 

implementasinya, bagi lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan menjadi 

penyelenggara kursus pranikah harus sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian 

Agama. dan untuk penjelasan lebih lanjut mengenai penyelenggaran kursus pra nikah 

dijabarkan melalui pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah ini.  

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda 

dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon 

pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu 

memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah 

lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau 

pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah 

pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang 

luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai 

saatnya mendaftar di KUA kecamatan. 

 

B. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2019); 

2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan 

Pembangunan Keluarga Sejahterah ; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4235); 

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); 

5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam 

Pembangunan Nasional; 

6. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional 

Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak; 



7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan 

Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian 

Negara; 

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah; 

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan 

Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama 

Kabupaten/Kota; 

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Agama; 

12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan 

Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. 

 

C. Tujuan  

Tujuan Umum : 

Mewujudkan Keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah melalui pemberian bekal 

pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga 

dan keluarga.  

 

Tujuan khusus : 

1. Untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan 

mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon 

pengantin; 

2. Terwujudnya pedoman penyelenggaran kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan 

calon pengantin; 

 

D. Pengertian Umum 

1. Kursus Pra Nikah  adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan 

dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang 

kehidupan rumah tangga dan keluarga 

2. Keluarga Sakinah adalah Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu 

memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana 

kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta 

mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan 

dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasayarakat 

3. Akreditasi Kursus Pra Nikah adalah pengakuan dari Kementerian Agama C.q 

Direktorat Jenderal  Bimbingan masyarakat Islam terhadap badan/lembaga 

penyelenggara kursus pra nikah melalui upaya penilaian, visitasi dan pengawasan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kursus pra nikah yang 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.  



4. Pedoman penyelenggaraan Kursus Pra nikah adalah Pedoman tentang mekanisme 

pelayanan penyelenggaraan kursus pra nikah, terkait dengan standarnisasi materi, 

narasumber, badan/lembaga penyelenggara, sarana dan pembiayaan, sertifikasi dan 

kurikulum / silabus yang telah ditetapkan.   

 

BAB II 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN 

KURSUS PRA NIKAH 

 

Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dimaksudkan sebagai pedoman untuk para 

pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat 

Urusan Agama Islam di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan KUA Kecamatan serta 

badan/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kursus Pra nikah.  

Kursus dimaksudkan adalah sebagai pembekalan singkat (shot cource) yang diberikan 

kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam 

pelajaran (JPL) selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. 

Waktunya pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta.  

Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura 

dilaksanakan oleh badan atau lembaga masyarakat dengan dukungan regulasi dari pemerintah. 

Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) merupakan contoh negara yang menyelenggarakan 

kursus pra nikah selama satu sampai tiga bulan dengan 8 kali pertemuan, sedangkan Jabatan 

Kemajuan Agama Islam Malaysia (JAKIM) melaksanakan kursus pra nikah selama 3 bulan 

dengan 8 sampai 10 kali pertemuan. Adapun Waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan waktu 

libur yang dimiliki oleh peserta kursus yang umumnya pegawai atau buruh.  

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan 

kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin 

biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari 

setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih 

luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan 

kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para 

peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan 

pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan. 

 

BAB III 

PENYELENGGARA KURSUS PRA NIKAH 

 

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah: bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan 

Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan 

Islam  lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari 

Kementerian  Agama.  

Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan kursus pra nikah dapat dilaksanakan oleh 

badan/lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya 

dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang 

di tetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi 



sebagai regulator, pembina, dan pengawas. Berbeda pelaksanaannya dengan kursus calon 

pengantin yang dilakukan pada waktu yang lalu dilaksanakan langsung oleh KUA/BP4 

kecamatan. Penyelenggaraan kursus pra nikah  sebagaimana diatur dalam pedoman ini memberi 

kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan 

pembangunan keluarga serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga. 

Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas bertanggung jawab untuk memberikan 

bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus 

pranikah agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang 

diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada 

tanggungjawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggungjawab bersama masyarakat 

untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka 

perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat. 

Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, BP4 dapat berfungsi sebagai 

penyelenggara sebagaimana halnya badan/lembaga swasta lainnya karena BP4 sesuai keputusan 

Munas Ke XIV tahun 1999 menjadi organisasi yang mandiri, profesional dan mitra kerja 

Kementerian Agama, sehingga BP4 sama kedudukan dan fungsinya seperti organisasi lainnya, 

BP4 tidak lagi menjadi lembaga semi resmi pemerintah yang berbasis pada dua kaki yaitu 

pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu badan/lembaga penyelenggara kursus termasuk BP4 

harus mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama.  

 

BAB IV 

AKREDITASI BAGI PENYELENGGARA KURSUS PRANIKAH 

 

a. Akreditasi 

1. Pengertian Akreditasi 

Akreditasi Kursus Pra Nikah adalah pengakuan dari Kementerian Agama C.q 

Direktorat Jenderal  Bimbingan masyarakat Islam terhadap organisasi keagamaan Islam 

penyelenggara kursus pranikah kursus pra nikah melalui upaya penilaian, visitasi dan 

pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kursus pra 

nikah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.  

 

2. Wewenang Akreditasi 

a) Akreditasi di tingkat pusat merupakan kewenangan Ditjen Bimbingan Masyarakat 

Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah; 

b) Akreditasi di tingkat Provinsi merupakan kewenangan Kanwil Kementerian Agama 

Provinsi Cq. Bidang Urusan Agama Islam; 

c) Akreditasi di tingkat Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Kantor kementerian 

Agama Kabupaten/Kota Cq. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan kantor 

Urusan Agama Kecamatan. 

 

3. Tujuan Akreditasi 

Akreditasi bagi penyelenggara kursus pranikah bertujuan untuk :  

a. Menentukan tingkat kelayakan suatu organisasi keagamaan Islam penyelenggara 

kursus pranikah dalam menyelenggarakan kursus pranikah; 

b. Memperoleh gambaran tentang kinerja organisasi keagamaan Islam penyelenggara 

kursus pranikah; 



c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kursus pranikah yang dilaksanakan oleh 

badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam. 

 

4. Fungsi Akreditasi penyelenggara kursus pranikah  

Fungsi akreditasi penyelenggara kursus pranikah adalah untuk:  

a) Pengetahuan; yakni untuk mengetahui bagaimana kelayakan & kinerja 

badan/lembaga/organisasi penyelenggara kursus dilihat dari berbagai unsur yang 

terkait, mengacu kepada baku kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-

indikator program kegiatan yang dilaksanakan oleh  organisasi keagamaan Islam 

penyelenggara kursus pranikah kursus pranikah;  

b) Akuntabilitas; yakni agar organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah 

dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan 

atau keinginan masyarakat;  

c) Kepentingan pengembangan; yakni agar organisasi keagamaan Islam penyelenggara 

kursus pranikah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan 

berdasarkan masukan dari hasil akreditasi. 

 

5. Karakteristik Sistem Akreditasi bagi Penyelenggara Kursus Pranikah 

Sistem akreditasi Penyelenggara kursus pranikah memiliki karakteristik :  

a) Keseimbangan fokus antara kelayakan dan kinerja badan/lembaga/organisasi 

keagamaan Islam  penyelenggara kursus pranikah; 

b) Keseimbangan antara penilaian internal dan eksternal; 

c) Keseimbangan antara penetapan formal penyelenggaraan kursus pranikah dan umpan 

balik perbaikan. 

 

6. Komponen Penilaian Akreditasi  

Komponen penilaian Akreditasi penyelenggara kursus pranikah mencakup enam  

komponen yaitu: 

a) kurikulum dan proses belajar mengajar;  

b) administrasi dan manajemen;  

c) organisasi dan kelembagaan;  

d) sarana prasarana;  

e) ketenagaan;  

f) pembiayaan;  

g) peserta didik;  

Masing-masing komponen dijabarkan ke dalam beberapa aspek yang dituangkan dalam 

beberapa indikator Instrumen Visitasi. 

 

7. Prosedur Akreditasi Penyelenggara Kursus Pranikah 

Akreditasi bagi penyelenggara kursus pranikah akan dilaksanakan dengan  melalui 

prosedur/langkah-langkah  sebagai berikut :  

a) organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah mengajukan permohonan 

akreditasi kepada Kementerian Agama RI; 

b) visitasi oleh asesor;  



a) penetapan hasil akreditasi;  

b) penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi. 

 

8. Persyaratan Akreditasi Bagi Penyelenggara Kursus Pranikah 

Penyelenggara kursus pranikah dapat mengajukan permohonan akreditasi dengan 

memenuhi  persyaratan sebagai berikut; 

a) memiliki surat keputusan/surat izin  kelembagaan;  

b) memiliki tenaga pengajar/tutor yang memiliki kompetensi akademis maupun teknis 

yang dibuktikan dengan ijazah; 

c) memiliki kurikulum/silabi serta bahan ajar kursus pranikah sesuai standar yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah (Kementerian Agama);  

d) memiliki sarana dan prasarana yang memadai ( ruang kantor/ruang belajar/ruang 

kursus, media/alat bantu pembelajaran, komputer/mesin tik, daftar registrasi peserta 

kursus pranikah, papan plank lembaga dan pengumuman, buku pengelolaan 

keuangan, jadwal penyelenggaraan kursus pranikah, file kepegawaian/tenaga 

pengajar;  

e) profil badan/lembaga. 

 

9. Hasil Akreditasi 

Hasil akreditasi berupa sertifikat akreditasi penyelenggara kursus pranikah. 

 

10. Mekanisme Penetapan Akreditasi 

Laporan tim visitasi (asesor)  yang memuat hasil visitasi, catatan verifikasi, dan rumusan 

saran bersama dengan hasil evaluasi diri akan diolah oleh pelaksana akreditasi untuk 

menetapkan nilai akhir badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam sesuai dengan 

kondisi nyata. Nilai akhir akreditasi juga dilengkapi dengan penjelasan tentang kekuatan 

dan kelemahan masing-masing komponen dan aspek akreditasi, termasuk saran-saran 

tindak lanjut bagi organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam 

rangka peningkatan kelayakan dan kinerja organisasi keagamaan Islam penyelenggara 

kursus pranikah di masa mendatang.  

 

11. Masa Berlaku Akreditasi 

Masa berlaku akreditasi selama 2 tahun. Permohonan pengajuan akreditasi ulang dapat 

dilakukan 6 bulan sebelum masa berlaku habis. Akreditasi ulang untuk perbaikan 

diajukan sekurang-kurangnya 2 tahun sejak ditetapkan. 

 

12. Mekanisme Pengawasan Akreditasi 

Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan secara periodik terhadap jalannya 

kegiatan kursus pranikah yang diselenggarakan oleh organisasi keagamaan Islam 

penyelenggara kursus pranikah. Apabila dalam perjalanan 2 tahun didapati 

penyimpangan dari peraturan yang berlaku, pemerintah berhak memberikan sanksi 

berupa peringatan/ teguran terhadap penyelenggara kursus pranikah. 



 

13. Kewenganan Pengawasan 

a) Pengawasan di tingkat pusat dilakukan oleh Ditjen Bimbingan masyarakat Islam Cq. 

Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah 

b) Pengawasan di tingkat Provinsi dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi 

Cq. Bidang Urusan Agama Islam 

c) Pengawasan ditingkat Kabupaten/kota dilakukan oleh Kantor Kementrian Agama 

Kabupaten/Kota Cq. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan Kantor Urusan 

Agama Kecamatan. 

 

b. Visitasi 

Visitasi merupakan rangkaian pelaksanaan akreditasi yang melekat dengan fungsi akreditasi 

dan penyelenggara kursus pranikah sebagai bahan/materi kelengkapan dan ketepatan data 

dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan akreditasi.  Visitasi dilaksanakan oleh 

Tim. Visitasi dilaksanakan jika suatu badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam 

penyelenggara kursus pranikah telah mengajukan permohonan akreditasi dengan dilengkapi 

persyaratannya. Visitasi dilaksanakan segera (maksimal 1 bulan) setelah badan/lembaga 

mengajukan permohonan akreditasi. 

 

1. Pengertian Visitasi 

Visitasi adalah kunjungan tim ( asesor ) ke badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam 

penyelenggara kursus pranikah dalam rangka pengamatan lapangan, wawancara, 

verifikasi data pendukung, serta pendalaman hal-hal khusus yang berkaitan dengan 

komponen dan aspek akreditasi. 

 

2. Tujuan Visitasi 

a. Tujuan visitasi adalah sebagai berikut: 

b. meningkatkan keabsahan dan kesesuaian data/informasi;  

c. memperoleh data/informasi yang akurat dan valid untuk menetapkan peringkat 

akreditasi;  

d. memperoleh informasi tambahan (pengamatan, wawancara, dan pencermatan data 

pendukung);  

e. mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan tidak merugikan pihak manapun, 

dengan berpegang pada prinsip-prinsip: obyektif, efektif, efisien, dan mandiri. 

 

3. Pelaksana Visitasi 

Pelaksana Visitasi adalah asesor yang memiliki persyaratan dan kewenangan, sebagai 

berikut :  

a) Pegawai/Pejabat dilingkungan Kementerian Agama dalam hal ini unit yang terkait 

secara berjenjang yang memiliki kompetensi, integritas diri dan komitmen untuk 

melaksanakan tugasnya; 



b) memahami dan menguasai konsep/prinsip akreditasi termasuk mekanisme visitasi; 

c) bertanggung-jawab untuk melaksanakan tugasnya sesuai prosedur dan norma; 

d) bertanggung-jawab terhadap kerahasiaan hasil visitasi, dan melaporkannya secara 

obyektif ke pimpinan;  

e) memiliki wewenang untuk menggali data/-informasi dari berbagai sumber organisasi 

keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;  

f) diangkat sesuai surat tugas. 

 

4. Tata Cara Visitasi 

a) Persiapan 

Untuk pelaksanaan visitasi, pelaksana akreditasi sebagaimana tersebut diatas  

menunjuk dan mengirimkan asesor. Asesor diangkat berdasarkan keputusan pimpinan 

tertinggi pada tingkatan pelaksana akreditasi untuk melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan mekanisme, prosedur, norma, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan; 

b) Verifikasi data dan informasi  

Asesor datang ke sekolah menemui pimpinan badan/lembaga/organisasi keagamaan 

Islam penyelenggara kursus pranikah menyampaikan tujuan dari visitasi, melakukan 

klarifikasi, verifikasi dan validasi atau cek-ulang terhadap data dan informasi 

kuantitatif maupun kualitatif. Kegiatan klarifikasi, verifikasi dan validasi dilakukan 

dengan cara membandingkan data dan informasi tersebut dengan kondisi nyata 

organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah melalui pengamatan 

lapangan, observasi lokasi, wawancara. 

c) Klarifikasi Temuan 

Tim asesor melakukan pertemuan dengan pengurus badan/lembaga/organisasi 

keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah untuk mengklarifikasi berbagai 

temuan penting atau ketidak sesuaian yang sangat signifikan antara fakta lapangan 

dengan data/informasi yang terjaring dalam instrument visitasi. 

d) Penyusunan dan Penyerahan Laporan 

Asesor menyusun perangkat laporan, baik individual maupun tim yang terdiri dari: 

1. tabel pengolahan data;  

2. instrumen visitasi,  

3. rekomendasi atas temuan,  

4. berita acara visitasi untuk selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama.  

 

5. Larangan Bagi Penyelenggara Kursus Pranikah 

Larangan bagi penyelenggara kursus pranikah yang akan divisitasi adalah sebagai 

berikut: 

a) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras melakukan kegiatan yang menghambat 

visitasi.  



b) penyelenggara kursus pranikah  dilarang keras memanipulasi data dan memberikan 

keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi nyata.  

c) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras memberikan apapun kepada asesor 

yang akan mengurangi objektifitas hasil visitasi  

 

6. Pembiayaan Visitasi 

a) Pembiayaan visitasi bersumber dari Dipa Ditjen Bimas Islam; 

b) Besarnya biaya visitasi ditentukan berdasarkan Surat Keputusan pimpinan pelaksana 

akreditasi; 

c) Komponen pembiayaan antara lain; honor, transportasi dan akomodasi yang memadai 

dan layak bagi tim asesor;  

d) Badan atau lembaga penyelenggara yang divisitasi tidak dikenakan biaya. 

 

7. Instrumen Visitasi 

Instrumen visitasi adalah beberapa form isian yang harus diisi oleh 

lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan diakreditasi. Formulir isian 

tersebut terdiri dari; form pernyataan, form identitas, dan questioner, sebagaimana 

terlampir. 

BAB V 

PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH 

 

I. Sarana Pembelajaran  

Sarana penyelenggara kursus pra nikah meliputi sarana belajar mengajar: silabus, 

modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul 

disiapkan oleh kementerian agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pra 

nikah.  

II. Materi dan Metode Pembelajaran 

Materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok 

penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study 

kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan 

kebutuhan di lapangan.  

III. Narasumber/pengajar  

a. konsultan keluarga,  

b. tokoh agama,  

c. psikolog, dan  

d. profesional dibidangnya.  

IV. Pembiayaan 

 Pembiayaan kursus pra nikah sesuai ketentuan pasal 5 dapat bersumber dari dana 

APBN, dan APBD. 

Dana pemerintah berupa APBN atau APBD bisa diberikan kepada penyelenggara 

dalam bentuk bantuan, bantuan kepada badan/lembaga penyelenggara dapat dibenarkan 



sepanjang untuk peningkatan kesejahteraan dan pembinaan umat sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku, pemerintah dapat membantu badan/lembaga swasta dari dana 

APBN/APBD. 

V. Sertifikasi 

Sertifikat adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten 

yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti 

kegiatan kursus pra nikah. 

 Sertifikat disiapkan oleh organisasi lembaga, atau badan yang penyelenggarakan 

kursus pra nikah (pasal 6 ayat 1, 2, dan 3) 

Sertifikat tersebut diberikan kepada peserta kursus sebagai tanda kelulusan atau 

sebagai bukti yang bersangkutan telah mengikuti kursus pra nikah.  

Calon pengantin yang telah mengikuti kursus pra nikah diberikan sertifikat sebagai 

tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan menjadi syarat kelengkapan pencatatan 

perkawinan yaitu pada saat mendaftar di KUA Kecamatan, sekalipun dokumen sertifikat ini 

sifatnya tidak wajib tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat 

berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang kerumahtanggaaan 

dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru rumah 

tangga yaitu dengan membekali dirinya pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk 

kerumahtanggaan, sehingga apapun goncangan yang mereka hadapi nantinya akan 

diantisipasi secara baik karena sudah dibekali rambu-rambunya. 

Sertifikat dimaksud dikeluarkan oleh penyelenggara setelah peserta kursus dinyatakan 

lulus secara meyakinkan mengikuti kursus. Sertifikat yang dimaksud merupakan syarat 

pelengkap pencatatan perkawinan pada saat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan. Bentuk 

sertifikat (model, warna, dan ukuran) diserahkan kepada Badan/Lembaga penyelenggara 

dengan berkewajiban mencantumkan nomor akreditasi badan/ kelembagaan yang 

dikeluarkan oleh Kementerian Agama.  

 

Ditetapkan di Jakarta, 

pada tanggal, 05 Juni 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rujukan: 

1. PMA No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah  

2. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara 

Bukan Pajak 

3. PMA No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan GKS 

4. Surat edaran Mendagri No. 400/564/III/Bangda Tahun 

1999 tentang Pelaksanaan Pembinaan GKS 

5. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. 

D/71/1999 tentang Juklak pembinaan gerakan keluarga 

sakinah 

6. Peraturan Dirjen tentang Kursus Pra Nikah 

7. Tata Cara Perkawinan 

8. Tata Cara Perceraian 

9. Tata Cara Rujuk 

 

 



KURIKULUM DAN SILABUS 

KURSUS PRA NIKAH 

 

NO. MATA DIKLAT KOMPETENSI INDIKATOR MATERI POKOK URAIAN MATERI 

JUMLAH 

JPL Perte

muan 

A. KELOMPOK DASAR       

1. Kebijakan Kementerian Agama 

tentang Pembinaan Keluarga Sakinah 

    1  

2. Kebijakan Ditjen Bimas Islam 

tentang Pelaksanaan Kursus Pra 

Nikah 

    1  

3. Peraturan Perundangan tentang 

perkawinan dan pembinaan keluarga 

  1. UU Perkawinan & KHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. UU KDRT 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. UU Perlindungan Anak 

 

- Konsep perkawinan 

- Azas perkawinan 

- Pembatasan poligami 

- Batasan usia nikah 

- Pembatalan perkawinan 

- Perjanjian perkawinan 

- Harta bersama 

- Hak dan kewajiban 

- Masalah status anak 

- Perkawinan campuran 

 

- Pengertian KDRT 

- Bentuk-bentuk KDRT 

- Faktor-faktor Penyebab 

KDRT 

- Dampak KDRT 

- Aturan Hukum 

- Tanggungjawab 

Pemerintah dan 

keluarga 

 

- Pengertian anak 

- Hak anak 

- Kedudukan anak dalam 

Islam 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 



4. Hukum Munakahat Memahami ketentuan-

ketentuan syariah tentang 

fikih munakahat 

1. Menjelaskan 

Konsep dasar 

perkawinan 

2. Menjelaskan tujuan 

dan hikmah 

perkawinan  

3. Menjelaskan syarat 

dan rukun nikah 

4. Menjelaskan akad 

nikah dan Ijab kabul  

5. Menjelaskan Hak 

dan kewajiban 

suami isteri  

6. Menjelaskan 

mu’asarah bil 

ma’ruf 

7. Menjelaskan adab 

nikah 

8. Menjelaskan Hak 

dan kewajiban 

orang tua terhadap 

anak 

  2  

5. Prosedur Pernikahan     1  

        

B. KELOMPOK INTI       

1. Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga - Mampu memahami 

fungsi-fungsi keluarga 

- Mampu menjelaskan 

secara kontekstual 

fungsi-fungsi keluarga 

dengan pengalaman 

kehidupan perkawinan 

dan keluarga 

- Mampu 

mengimplementasikan 

dalam kehidupan 

keluarga melalui action 

plan 

 1. Fungsi Agama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Fungsi Reproduksi.  

 

1.a. Memfungsikan nilai-

nilai ajaran Islam 

dalam kehidupan 

rumahtangga 

b. Fungsi pemeliharaan 

fitrah manusia 

c. Penguatan tauhid 

dengan 

pengembangkan 

akhlakulkarimah 

 

Fungsi reproduksi yang 

didasarkan akad pertawinan 

2 

 

 



 

 

3. Fungsi kasih sayang 

dan afeksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Fungsi Perlindungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Fungsi Pendidikan dan 

Sosialisasi Nilai.  

 

 

 

 

 

 

 

6. Fungsi Ekonomi.  

 

yang suci 

 

3.a. Kasih sayang dan efeksi  

sebagai kebutuhan 

dasar manusia 

b. Kedekatan dan 

kelekatan fisik dan 

batiniah anak dan 

orang tua 

c. Ketertarikan kepada 

lawan jenis sebagai 

sunatullah 

d. Kasihsayang sebagai 

landasan amal sholeh 

yang memberi manfaat 

bagi sesama 

 

4.a. hak dan kewajiban 

suami isteri memiliki 

fungsi perlindungan 

b. perlindungan terhadap 

anggota keluarga dari 

kekerasan dan 

pengabaian 

c. perlindungan terhadap 

hak tumbuh kembang 

anak 

 

5.a. Fungsi keluarga bagi 

pembentukan karakter 

b. Fungsi sosialisasi dan 

transmisi nilai  

c. Fungsi keteladanan dan 

modeling 

d. Fungsi membangun 

benteng moralitas 

 

6.a. Fungsi produksi untuk 

memperoleh penghasilan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Fungsi Sosial Budaya.    

 

b. Fungsi pembelanjaan 

untuk memenuhi 

kebutuhan bagi 

kelangsungan keluarga 

c. Keseimbangan antara 

income dan pengeluaran 

d. Diperlukan tata kelola 

keuangan keluarga 

 

7.a. Keluarga sebagai unit 

terkecil dan inti dari 

masyarakat 

b. keluarga sebagai 

lingkungan sosial budaya 

terkecil 

c. nilai-nilai keluarga 

mencerminkan nilai-nilai 

dalam masyarakat 

d. pengejewantahan nilai-

nilai agama 

2. Merawat Cinta Kasih dalam 

Keluarga 

  1. Nilai-nilai dalam 

keluarga untuk me-

wujudkan mu’asyarah 

bil ma’ruf : 

 

 

2. Formula sukses  dalam  

mengelola  kehidupan  

perkawinan  dan  

keluarga 

3. Komunikasi  efektif 

dalam pengelolaan 

hubungan keluarga 

1.a. larangan menyia-

nyiakan suami/isteri 

b. Coolingdown 

c. menahan diri dan 

mencari solusi positif 

 

2.a. Saling memahami 

b. Saling menghargai 

 

 

3.a. Diskripsi komunikasi 

yang efektif  

b. Komunikasi dalam 

keluarga 

c. Komunikasi dalam 

kehidupan sehari-hari 

d. Macam-macam 

komunikasi dalam 

keluarga 

2  



3. Manajemen Konflik dalam Keluarga   1. Faktor penyebab 

konflik 

 

 

 

 

2. Tanda-tanda perkawinan 

dalam bahaya 

 

 

3. Solusi atau cara 

mengatasi konflik 

 

 

1.a.  perbedaan kepentingan 

dan kebutuhan 

b. komunikasi tidak 

efektif 

c. hambatan penyesuaian 

diri 

 

2.a. Cekcok terus menerus 

b. Cara komunikasi yang 

merusak hubungan 

 

3.a. Pasangan  

b. Keluarga besar masing-

masing pihak 

c. Institusi konseling 

2  

4. Psikologi perkawinan dan keluarga   1. Pengertian/Deskripsi 

 

 

 

 

2. Upaya mencapai 

keluarga sakinah 

 

 

3. Membina hubungan 

dalam keluarga 

 

 

 

1.a. Pengertian psikologi 

perkawinan 

b. Pengertian keluarga 

c. Ruang lingkup 

psikologi keluarga 

 

2.a. membentuk akhlak 

luhur 

b. menegakan 

rumahtangga Islami 

c. meningkatkan ibadah 

 

3.a. Harmonisasi suami-

isteri 

b. Orangtua dan anak 

c. Anak dengan anak 

d. anak dan anggota 

keluarga lain 

e. kebersamaan dalam 

keluarga 

2  

  

 

 

 

      



 

 

C. KELOMPOK PENUNJANG    

 

 

 

  

1. Pendekatan Andragogi    - Konsepsi   1  

2. Penyusunan SAP (Satuan Acara 

Pembelajaran) dan Micro Teaching 

  -   1  

3. Pre Test dan Post Test     1  

4. Penugasan/Rencana Aksi     1  

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 10 Juni 2011 
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~o1ch:
t<EMP..'ITfIlIM' AGAMA Rl

DlII£KTOllAT JEND£RAI.BIMBINGAN MASYAlI.AItAT1ST-AM
DIRliA"TOllAT LltT')"SA."l AGA!{.A ISLAAIi),\K BLMBINGANSYAJU'AH

WehoJu : W'In!.blma""¥ m.net; 'O-BWlbilnuiWml'<Up&g.go.!d
JAKAl!.TATA~ 2.ll11

PE'IUNJUK
PELAJ<SA.."lAAXPE,.\flll.HAN

KBLUA,RGA SAImlAH TELADAN



Temhusan
1. MC(llerlA.sam&Rl;
2. SekJenKementerlan Agama;
3. IrjenKementerlan Agama;

'OJ:!:1U'_, HA
1002

As:salam.u'llIalku~ Wr.Wh.
Dalam rangka lI)c:ncl4k.ting Program Naslonal Oernkan K"tuerga

Sa.\anah, Ditjen Bimru; Islam akan menyeienggarai<an Pemillhan K.eluarga
Sakinah Tcladan TinsJ<atNasional tahnn 2011 sebagai berilcul :
1, K.:giaLlUl clircr.Cl<Il>i-l<an pada bulan Agustu.s 2011 ~bagai bentuk

apreslasi dan pcng!la.~ kepaliapasangansuarm isteriyang berhasil
dar. ~n aktif' meI!,jEdi tetadan di~ d.an masya,r.tkatnya.

2. Dimohoo kepcdc. Saud= untuk ~cm"c:e:apkan clan me!aksana.l(zn
Pem!Hban Ke!uarga Sakfn>;h Telzdan muhci dari ling.'<.at kecam_.
sampai tingkat p!Qvi:'>.si sesuai dengan petur~uk pe!alr""'lsan (Jukiak
1l>rlampU';).

3. ."IIiapW". jadual pe!!!ksanaaD diat'<U' sebegai bcrikut:
1. T-..aglcal Kecaaiatan, bulan Ma.-et2011
2 'l'''''8~t T<"bupaun fRota, bulan April s.d. Mel 2011
3. T'.n&I<at Pl'ovinsi, bulonJuni s.d. awal bulan Juli 2011
4. 'l'illgkat Nasional, bI.1~ Agustus 2011.

4, Menyampalkan biodata (proffit Keluarga Saklnah 'i'eladan yang akan
m""'~U provinsi Saucl.arakepada Ditien Bima,' I..'..m Up. Direktorat
Urusan Agama Islam dan Pcmbinaan Syariah paling lombat diteri!1'.ll
pada.pertengahan bulan Juli ::leU1.
Demikian. atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kcpada
Yth. Kepala Kallwll KementcriSJ1 Agarna Provinai
Seluruh Indonesia

Ja:.arta, 1i ~'" 2011:OJ. 11.2/2/01'.01.2/524/2011
:1 (-wi b .melel
:Pemililwl Keluaraas-~ 'l'elad=
TiPgkat ~asiood1'alnm 2011

No",OI'
Lamp.
Peribal

KEMENTERIAN AGAMA R.I.
OlliE,KTOlUT .)ElmER'I. BTM'BUIGAJilIUSYJ\JIAfiT ~

.!alan M. H.Tt.a:m."itl.~{c.6. J~..KA.:UA10340 cv.R'tiG;1(-622\: M:7a-l
~cblit: w~.b£m~~~~go.i1i; ..man; ~~

TelClpcm~(0t62:l1:$20245 -3194S(.'9.· 392071. !xL.316 Pax ~;:s
PO.EOx.3133 JBP 1003'7



3

Menlmbwlg a. bahwadalamrangka upayamewujudkan keteladanen
kepada para keluarga Muslim Indonesia dalam
mernbentuk Ke1uarga yang Sakin~h mawaddah
waranmaa, dipandang periu melaJ;sanakan pemilihan
Kelue..-gaSakmzh TelaWin secara NalS'onal;

h. bahwa rmtu;C melaksanakan Pemllihpn Keluarga
Sa.1dnah Teladlm pertu eC.anya Pedoman bern?",
Perunjuk PeW<sanean Pemilihan Keluarga Saldnat.
1"eladen;

c. bahwa berdasarkan pertimbanKan sebagaimana
eli maksud dalaIn huruf a dan b di ares, penu
menetapkan Peraturan Direktur JenderaJ !3jmbing=
Masyatakat Islam tentang PCLUnjukPelaksanaan
Pemllihan Keluarga SakinahTcladan;

Menglngat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perk<lwlnau;

2. Undang· Undang Nomoc 10 Tabu."1 11)')2 tentang
l'ukembangan ~pendudukan dan Pembangunan
Keluarga Sejahtera;

3. Jndaog-UoCeng Nomor 23 Tabun 2002 tentang
PerlindUDg"cll ADak;

4. Undang-undang !'iomtlT 23 T~ur: 2004 tentang
Penghapusan KJ:ker2.san dalaxnRumah Tangga;

5. InlJ"l.!sksiPresiden xomo: 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamean Gender dalam Pembangunan
Na:.tona1;

PBR,\'i'URA!f DIRBKTUR JElU)l!:RAL
BIM3lNGA."i liASYARAKAT 1SLAJ4
NOMOR DJ.n/191 TAHUlf 2011

T&.1fTANG
P&T'OIfJUS 1"ELA-~ PEJ.m.IHAIf

KELUARGA SAKIlfft.H TEL&DAN

DIREK'l'UR Jli)1VJ)J>RAL
BI!I[8m'GAN lI4A8YARAKAT I81..1Ul,



Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan
Keluarga Sakbab Teladan sebagafmana tercantum
daIe.m le.mpiran peratu ran In!.
PetunjukPelaksanaandimaksudkansebagcipedoman
b"Si pejahat, panltia, dan juri dalam melaksanakan
Pemilihan Kelnarga Sakinab Tefada"
Segala pem1::layaan yang dlkeluorkan rudbat
pelaksanaan peraruran ini~bankan padaA.nggaran
DfPA Ditjen Bimas Js-dam. DIPA Kanwil Kementertan
Agama Provinsi dan sumber Inin ynng tidak mengikar.
Peraturan ini berlaku sejak tanggaI dtterapkan.

P&RA'l'tJRAlf DlREKTUR nND'&RAL BIMBlNGAlif
lI'fASYARAKA'f ISl,AM TlilNTAlfG PETUlfJUK
PEJ,AKSANAAN PItMILIHAN KELUARGA BAKI1'lAH
T!!lLADAN.

6. Keputusan ?residen Nomor 88 Tahun 2002 tentang
Rencana Aksi Nasional Penghapusar Perdagangan
Perempuan dan Anci<;

7. Peraruran P:esiden Komor 20 Tahun 2008 tentang
l'enlbahan kedelapan atas Peratumn ~~m Nomor
10 tahu.n 2005 tentang Unit OrganisaBi dan F>.lngai
Eselon r Kementer'.an Negara RepubHkIndonesia;

8. Pemtursn Presiden Nomor 47 Tabun 2009 tentang
Pembentukan Organi8asi KementelilUl NegI:L.'1ij

9. Keputusan ~enteri Agama Nomor 3 Tahun 1999
tentang Gerakan Keluatga Sakinah;

10. KeputulI&n Menter! Agama 1100101 480 Tabun 2008
tentang perubahan atas Keputusan Menter! Agama
nomor 373 Tah~n 2002 tentang Orga.nlsasldan Tata
Ke1ja Kantor Wilayah Departc:men As:.'<IlIlll Provfnsi
dar. Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

11. Peramran Me:rteri Agama nomor 10 Tahun 2010
lenta:lg 0rgan1..a~ dan TEI.8.Kelje. Kementerlan
Agama;

12. Surat Eda..TaIlMenterl Dalam Neger! nomer 'WO/541
JU/Bangda perIhaJ PeJaksanaan Pemblnaan C-erakan
Keluarga Sakinah;

4

KEEMPAT

KETIGA

KEDUA

KESA1'U

Menetapkan
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Untuk p<:tak..~oi'.n pemilihan Kclu8.I"gsMkinah TciadJUl terscbur
dlperlukan Pcdoman Peoilaian, untuk mcrnudahkan pclaksanaan
(X'nilaillMsehingeA (Iapal berjalan IlrflgRn bAik riA" memperoleh
basil yang maksimaJ.

Untuk mernbenruk keluarga sakinall teIadan tersebut, perlu
d.adakan pemilihan Keluarga SaJdnab secara berjenjang mulai
dan ting.kSI Kecamat&n. Tingkat Kabupalen/ KOlS,Tingkal Provinsi
sampai ke Tlngk."\tNlIsionel.

Keluw'gll.merupakan unit terkecil yang pen ling dWW11pcrnbcntukan
dan pembinaan ketuarga sakinah, Keluarga akan rnernbentuk
karRkt~r dan hl'rpeng:trub kepada hngkungannya, jlka karakter
itu balk maka akan berpcngaruh positi! kcpada lingkungannya,
[Clap! sebaliknyajika tidak baik maka akan berpengaruh tldak balk
pula kepada Ungkungannya. karakter lLUjuga akan berpengaruh
hIM bahkan akan mcnjelma mcnjadi karakter bangsa. Mal>'Yarakat
yang terbangun dan keluarga-keluarga sakmall adalah masyarakat
marharnall yang selanjutnya membentuk bangsa yang baldaum
ihaylbatun warabuuo ghafur, Untuk lllenJ«dlka.nkeluarga bangsa
yang sakiJlah, maka diperlukan ketcladanan, hal ini menjadi
penting karen a ketcladanan akan ditiru, diikuli dan dneladani oleh
rnasyarakat secara tuas dan iniaka" lierdarupak balk llagl pcnciptaan
karakter bengsa yang balk dl tengah meluasnya pengaruh budaya
yang udak sesuat dengan nilai-nilai luhur ogema dan akhlakul
karirnah ~b''8a1 cfek negatif dar! globallsast, kemaluan ilmu
pengetahuan dan texhnologi informasi dewasa lnl.

A. Latar Detakt.lIg

BAD I
PENDAHULUAN

PETUNJUKPELAKSAlfAANPEMILlHAN
KBLUARGA SAKINAH TELADAN

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDl!:RAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
IfOMORDJ.n/191 TAHlffl 2011

TEI'ITANG
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z. DcwanJun
a. BeragamaIslam:
b. Derosia minimaL .!5 ta
C. Berpendidikan mm:II

dibidang a,gama d=.b
TuJ Itall iChu.us :
1. Untuk "'trryaHlakaJl pcrsepsi lrul.aug peullalan PemllIhan

A. Per.you:atan Peserta dt1I De
1. Peserta

a. Beragama IsJrun:
b. Pasangan suami-i
c. Usia pcrkawlnan
d. PenrliclikAn mmi;n;;1
c. Schatjasman!dan
f. Belum pcrnah ==~..""

ringkat Nasi"",,:
Tujuall Umum :
Mewujudkan kcteladanan bagi keluruga musllm Indonesia dalam
membangunsr; keluarga sakinab mawadah warahmah melaJ_Ul
penanaman nilai-nilai ajaran agama, akhlaku! kanrnah dan sosial
kc, ulU;yd.f8kaWL

1. Kcluarga Sakinah. ada .. ~
yang sah, mampume~
secera layAk [Jan sdmba:lj
anggota keluarga dan' _
mampu mengamalsan.
nltai keimanan, ke.tal.....
hrnnusYRrakat.

2. DewanJuri adalah umj
sural keputusan ~
melakukan pemlaum te
sakinah tcladan.

D. Peogertian Umum

S. Duar Keluarga Sakinah r·e:·~1lI
2. Tcrv.'Ujudnya pffinn ao

Dewan Juri dalam ocl:I
Keluargll sakinah ~elcdaI

1. Undung-Undang Nomor 1 'rabun 1974 tentang Perkawinan;
2. Unc!ang-Unclang xomor 10 Tabun 1992 teutang Perkcmbangan

Kependudukan dan Pembangunan KeJuarga Sejahtera:
3. Uncang Undang Nomor 23 Tahun 2002 len lang Perlindungan

Anak;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 7004 tentang PenehapllAAJl

Kekerasan dalam Rumab 1angga;
5. tntrusksi Presiden Nomor91'abun 2000tentang l-'engarlls>ltamaan

oender dalam Pernbangunan NaJliolJl~J;
6. KepUtt159.DPresiden Rl Nomor 88 Tahun 2002 tcnrang Rcncana

Aksl Nasional i-enghapusan Perctagaogan Perempuan dan Anak;
7. Peraturan Prcsiden Nomor 20 Tabu."! 2008 tcntang Perubahan

keempat Atas Peraturan Prcsidcn Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisas! dan Tata Kerja
KCl1Icnterian Negara Republik Indonesia:

8. PenllUre.n Presiden xemor 24 Tabun 2006 tentang Kedudukan,
Tuges ca."lI"1.1tlgsiKemenrenan Nell.arase:ta Susunan Orgamsasi,
Tug;ls dan Fungsi EseioD I Kemeoter.an Negaraj

9. Keputusan Menteri Agama No:nor 3 Tahun 1999lcnlBllg Gerakan
Kelunrga Sakinah;

10, Kepurusan Menteri IIgrona nomor 180 Tabun 2008 Perubahan
Alas Keputusan Menteri Agaraa nomor 373 Tahun 2002 temang
Organlsasl dan Tata Ke1ja Kantor Wilayah kementertan Agama
Provlnsi dan Kantor Departemen Agama Kabuparen/Kotai

11. Peraruran Menteri Agama nomor 10 t'ahun 2010 teniang
Organisas! dan Tara Kerja tiementeria.rr AgamA.

12. Sural Edaran Mcnteri Dalam Negerl nomor 400(54/IlI/Bangda
perihal Pel~ksanaan Pemhinaan oerakan I(Cluarga. SQkinah;
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2. Oewan Jurl
a. I3erngama Islam;
b. Bcrusia minimal451ahun;
c. Berpendidikan minimal $1 dan/atau memilijd keahlian

dihinl'lng agnma nan biciang yang dlnilal:

A. PeraYlUlIt•., Pea""ta dan DewanJuri
1. l"cscrta

e.. Beragama Islam;
b. Pasangan suarni-isteri yang sah;
c. U$l:. pcrkawinan minimal 30 tahun:
d. Pcndidikan minimal Sekolah Mcncgah Pertama/sedcralat:
e. Sehatjasmani dan rohani;
r. Bclum pemah mcnjadl peserta pcmilhan keluarga sakiI:ah

nngkat Nasional.

BAD II
PELAKSANAAN PJ;:MILDlAN

KELUARGA SAKINAH TELADAN

1. Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibinu alas perkawinan.
yang sah, mampu mernenuhi kebutuhnn spinl.ual dan material
secaru ley<lkdan setmbang, dlliputl suasana kaslh sayang aruara
anggotakeluargadan lingkungannyadengansclaras,serasi, serta
mampu mengamalkan, menghnyati dan mernperdatnrn "ilEli
nilal kennanan, kerakwaan clan akhlak muna dalam kehldupan
bermasyarakat.

2. Dewa:1Jurindala.h rlmyang ditunjuk dan ditctapkan berdasarkan
sural keputusan pejabat yang berwenang yang bertugas
melakukan penllaian terbadap peserta pemtllhan kt-luarga
$<lldnnh teladan,

D. PengertiaD Omum

Keluarga Saklnah Tcladan diberbagai ungkatan:
2. Terwujudnya pcdoman sebagai bahan acuan Tim PenilaJ dau

Dewan uuri dalam metaksanakan Penilaian pada Pemilihan
KeIuarga saldnah Te1adan
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3. f'c>rknwinun dan Keru.: ~~
a. Usia perkawtaan ~

dan tidllk perrah (I~

atau scorang ;xn:mp
dunta dan leJah ~
rneme lilian kclI='=,
anak tetaoi ~
d IcUdIk serta be:rbllSil;, I

b. l~\rl dan suanu m;;;j
kerukunan dan'""",,,,
rasa kaslh sayan!! .

c. Dapat m=yelm8l!"~
meiaksanakan p['_
scrta mengarur kcu;;:

d. Mampumeneipwb!:
mengendalikan ~­
rumah tangga. da=.. tid

e. Mendahulukan m-~
sayang, daIam ke!ua.-.
gotong royong;

r. Mampu menjaga "9
daJam rumah =gga
suami dan isren m:;u:II

C. A.pek Penllalan
J. pemahaman dan p.-ngamalan aja",n >lgnmH tstam

I). Mel'llaJlI~mipokok-pokok aja"'<IDIslam di bldang akidah,
syanan, dan ashlak;

b. McnunJukan adanya kekuaran iml'lM;
c. MCI1jalankan ibadah wajib dan sunnnh secara

berkes.nambungan dengan penuh pengernan dan kesadaran
sebagal seorang muslim. serta berakhlak mulia;

U. MWlllflU menciptakan suasana kcagarnaan dalam rumah
lnngga. antara lain mernbaca al-Oumn. memperingati hart­
hOI; besar Islam. balk di dalam maupun di luar rumah
iangga, shalat berjamaah, suka bersedakah, belajar agama
dan amal kehajlkan lainnya;

c. Mengnmalkon ajaran Islam sepertl aktu9lisasl prilaku
akhlakul kar!mah d:i Jingkungan keluarga (",'Iiu~ rnemberi
salam, saling menghormati, saling menyayangl, saling
mengasihi, saling pengertiaa MIaI' anggota keluarga] dan
lingJrungan masyarakat sepertl memetlhara an~ yatim,
menyantuni fakir miskin, amar maluuf den nahi munkar

(berdakv.'M); dan
Icmpat pengajian t::lII
rumah yaum.jlO!J.l£:d
NlNltJ anak teTi.a:'1tar c

r. Mcmberi kctdMar-oiII
pengamaJan 8Jara:: l!j!

2 Prnghayilt.'\n dar. ~
a Meng!layali dan men;:;
1). Mengembangkan sikI

mcnotong lanpa IIlI:Wl
c. Menempatkan kepen

prillHdi dan Solon, -
d. Mcnghorrnati dan.

rnufakar:
C. Mcmbillo dan mt'.".j

dalam kelua.rg,L In

d. 1'eiM berkeluarga;
e. $chat jasrnani dan. rchani,

E. Tli,.. d..u To.uuungjawab Dewan Juri
1. Pengang;<atan DewanJuri, Pemilihan Kcluargo ~nah Tela~~

a Tingkat Nasional diretapkan roelalul Sural KepUtusan Dirjen
Aimas Islam;

b. Tingktll Provinsl ditctapkan mdaJuJ Sural Keputusan
Ka.Kanwil:

c. 'flngkat Kobupaten/Kota ditetapkan melalui SUm! Keputusan
l\wlKeulCUlerh:lf'l .A~a;

d. Ti.l'lgka.l Kecamatan ditetapkan metatu] Sural KepUlUSaJ1
l\a.KUA.

2. Tugas dan Tanggullgjawab Dewan Juri Pcmilihan Kelual'ga
Sakinah Teladan
a O~wo.nJuri berrugas melakukan pcniIaIan terhadap peserta

Pel.llillhan Ke1uarga Sakinah Tdauwl lSI linllkal811 maslng­
maslng berdasarkan, kriteria dan ketenruan yang tdah
ditetapkan;

b. Mela'{'<;anakan pcni1aian sesuaJ dengan klsl-ldsl dan danar
qllts'innrr yang l..lah ditetapkan.
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3. Per><awinRJldan Kehidupan Rumah ranggo
a. USIa perkawinan minimal 30 ianun, mempunyai anak,

dan tidak pernah cerai Sl"rta ikut mcndukung program KB,
ntau seorang perempuan yang suaminya telah men:inggaJ
dun's dan tclan kawin lagi setama 10 tahun, ia senantiasa
mt'm~lihQrll kehormatan did (ilIah), atau Udok mempunyai
anak tctapl mcngambil beberapa anak untuk diasuh dan
didldik serta berhasll;

h. ISln dan suami mampu menciptakan suasona bahagia,
kcrukunan dan ketenangan dalam rumah tangganya dengan
rasa kaslb sayangyang tutus ikhlas, serta [ulur dan terbuka;

c. napal menyelcnggarakan rumah tanggll dengan baik, turut
melaksanakan program PKK,antara lain glzl dan kesehatan,
serta mcngatur keuangan dan manaiemen rumah langga:

d. Mampu menc:iptakan komunJkasiyang efektif dalam keluarga,
rnengcndalikan emosi, mencan jalan keluar dalam kemetut
rumah tangga, dan tidak saling menyalahkan;

e MendahulukBn musyawarah, menanamkan rasa kasih
!iII,YIUlgt1a1am keluarga, tertib, dlsipUn, suka mcnokmg, dan
gotong royong;

f. Mampu menjo,ga keseimbangan, keselarasan, keserasian
daJam rumah wIggs, terutama kcluarga kedua belah piaak
suami dan tstert. mampu membagi waktu unruk rugas-tugas

2. T>cnghaytltandan Pengamalan Kcludupaa Berban8SB
a. Menjthevati dan mengamatkan Pancasila:
b. Mengembangkan sikap saling menghormnU dun tolong

menolong tanpa membedakan suku, agama, dan bangsa;
c. Menempatkan kepentingan umum di atas kepentlngan

prlbadi dan golongan;
d. Menghormati (Ian rnclaksanakan prlnstp musyawarah

mufakat;
e. Membina dan mengembangkan l<esat..run dan persatuan

dalam keluarga, masyarakat dan bangsa,

(berdakwFlh); dan ikut .serta daJam memakmur-kan masjid,
temper pengajian/~elis taklim, sekolah, rumah sakit,
ruman yanm, poliklinik, pann wreda (Ianjut usial. pann anak
eacat, AnAkterlantar dan lainnya.

C. Men:.beri keteladanan kepada lingkungan daJam baJ
pengamalan ajaran agama.
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2. Kriteria Peniloian secara KU'antitallf dan kmultallf fl~ngAnStore
nlla i S<'bl;i&ai berikut :
a. 50 - 59 = Kurang
tI. 60 - 69 - Cukup
c. 70 - 79 = Balk
d. 80 -,Rq ~ Baik Sekali
c. 90 - 100 ~ Istimewa.

2. 1'ingk<lt Kabupatenj'Kotd
Pcnyelenggaraan Pe--ilihI

J. 3000t NOai dan Presentase PenJaian :
a. OoOOt }lilai dan Presentase untuk NOminBSiTingkal Wuayah:

II Penilaian Berkas : 20 %
21 Tes'1'u"s : 50 %
31 wawancara : 30 %

D. Metode dan Meunl.me pepj1aJan

1. Tingkat Kecamatan
Pcnyelenggaraan ==_
Kecamatan dlIaksana.k;;m
a. Kepala II."UA ~

Pemllihan Keluarga •
dengan berkoord.r-s < )

b. Kepala KUA lI"ecam;; a
Pemilihan Kefuan:-" :J

c. KepalaKU,\ Kerair-aw
dan ormas lslam .-,~
Pemilihan KelUaIbM ;.t

d. Pcmru1ggilan peserta
dilnkukon oleh

e. Pro$cs penilaian pese
f. Hasil Petnilihan Kc

dilaporkan k"DE!~ C
disertai dengan cra-

8. Pemenang I ~
Kecamatan men ad!.
IUlIa;

h. Pcmllihan KeIw;..(;Oi.
dllaksanakan pada

J. Mtlodc Pcrnlaian
Pcnilaian meupuu:
a. I)attar riwayat hidup serta doktHl1~n ~~l~ngkapan lainnya

~'W'lgdnerlma olch Panitla yang mcncakup fotocopy buku
nikah, ijazah, piagam, dan Ialn sebagainya;

b. ObservASike tempar kediaman peserta;
c. wawancara dan test rertuhs:

E. MeaDia ..... P_yeleDg:gara.&1

4. Prngmahllan Umum
a. Mempunyru pengctahuan ten tang j)tl'\Jlldal1g,undAngan,

GJ3liN, rancasila dan Hukum Perkawinan,
b, Dnpnt berkiprah dalam.masyarakat di llngkungannya serta

organieasl masyarukat Islam.
c. L>apUImemberikan sotusi pada pt:nm,~"lallHJI.permaS>llahan

aklll<ll ~ng berkembang di t.engah masynrakat.

IJ. SobOl Nilal dan ~
II Tes Tulis
21 Wawancara
JI Observasi
41 Berkas
5) Pendapat Re>.4

n, Snoot!\jJai dan ?re"a
1) Tea Tulis
2) Wawancara
3) Ohservasi.
~) 13e~kas
5) Pendapat Rcspn--

ketuarga dan kemasyarakatan dJ IUUTrurnah tangga;
g. Psnc8! menumbubkan, merawat dan metestankan kasih

sayans dalam keluarga, memelibara hak milik. meningkatkan
llIarta!Jat dan muru kcltidnpan keluarga, scna meningkalkan
i1mupengelaJlUaI:.

h. Member:kan prioritas terhadap pendidikan anak dan anggota
keluuiga serta berhasil mcmbimbing annk nnak sebagai
manusia sholeh yang mampu berpcran memberikil.n manfaat
bagllingkungrumya.



13

2 Tingkal Kabupaten{Kota
Penyc1cnggllraan Pemilihan Keluarga Saklnah Tcladan tingkat

1 Tingkat Kecamatan
Penyelenggaraan Pemilihan Ke1uarga Sakinah Teladan tingkat
Kecamatan dLlaksanakan dengan card :;eb88aJberikut:
a. KepoJa KUA Kecamarsn merencanaxan Penyelenggaraw

Pemilihall Keluarga Sakmah Teladan tingkat Kecamatan
dcngan berkoordinasi kepada pemerintah wilayah Kecamatan;

.!> K~pala KUAK"ecamatan membem uk Panitia dan Dewan Juri
Pcmilihan Keluarga Sakinah tlngkat xecamaian:

c. KepaJaKUA Kecamatai1mcmbcrilahukan kcpada rnasyarakat
dan ormas Islam tingkatKecamatan len tang penyelenggaraan
Pemilihan Keluarga sakinah Tcladau;

d. Pemanggilan peserta Pemillhan Kcluarga Saklnah Teladan
dilnku kan oleh Panltia;

e. i>1'OSCS penilatan peserta dilakukan oJeh Dewan Juri;
r. Ila:.il Pcmilihan Ke~uarga Sakinah 'rf>lac1antlngkat kecamaran

dtlaporknn kcpacia: Carnat, Kopala KUA Kecarnatan ectempar,
dlsertal dcngan dtatar riwayar hidup para pemenang;

g Pcme~anp, I Pemilihan Kl'luarga ~~kinah T~l:tdan ringkar
Kecamatan mcnjadi pcscrta pemilihan lingksl Kabupaten/
Kota;

h. Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kecamatan
dilaksanakan pada bulan -Januari s.d. bulan Maret.

E. 14ekaD.!ame Penyeleugge.raan

c. BohOl NUaidan Presentase Tlngkar NRslon<l1:
1) TesTulls : ~5 0,.
2) wawancara . 35 ')0.
:I) Ohservasl : 10 .,~
") Bcrkas 10%
5) Pendatm.t Responden 10~.

U. Bubo Nilai dan Presentase TUIgkal Pruvinsi :
I) Tesruns : 30%
21 Wawancard 30%
3) Observasi . 20 %
41 Berkas : 10 %
51 Pendapat Responden : 10°.



1.1.

Peayelenggsraan _?-eooBl
nasi.o:r..a.l Ci1aksa~ ,~::I-

a. i'e:nben:UlrE-",,':
meWui=~~~

b. PenerbftanS~ =:.j
kepada Kepa.,a.Ke::::lJ

a, Kepale Bidang ~"'_-
penyelenggaraaz re
tlngkat Provfns.. -
Daerah PriM::si.

b. KepaIa Bidang t;~.;.oj
Panltia dan::>e1. "'" ,
tingkat ~ ~
W!layah Kemen~.a::t

c. Kepala Ship -g :'=-_:$
memberttahnkaa .;,;e;
wilayah Provi=lya::a--K'J~1d. Pemanggilan .
tingkat Prcvinsi a==

e. Upacara pernh' _.
tlngka: nm:as:
a~~urJ ~ ~pej21lQt ~ .~
masyarakar. Jl=~
peserta dan =&;'=.1

r. Proses nen na-;~J::Se
penilaian termJis- 'It<i

g. I'mguklJJz:n ..=
penutupan P=-' ---

h. Hasfl Panilifum :>.e.
dilaporkan ~
Agama Pr~. rlE::

t. Proses PeniiIih=. -
dilaksa.naJcan ~

j. Pemenang I 1>=
Provlnsi tllenj&di
tlng.1ret i'fasiol'.;:l

4. TmgkatNasicnal.

Kabupatcn/Kota dilaksannkan dengan cara sebagai berilrut:
B. KepaJa xanxememenan Agamll Klibupaten/Kota

merrnr;\nakan peO,)'eleoggeraaDPemihhan KelulU'RllSaldnab
Tcladan tingkat Kabupaten/ KOla deagan berkoordinasi
kepada Pemerintah Daerab Kabupalcll/K\I~;

b. KepaJa I(lInK~m~nterian Agama Kabupaten/Kota membenruk
Panilia dan DcwaAJuri Pemilihan Keluarg;l Sakinah Teladan
tlngkat Kabupaten/Kota dengan SUI'III Keputusan Kepala
Kantor Kementerian Agama l<ahupAltn/I<Ota atau Surat
KCPUlusan BupatijWaJikota;

C. I<cpale KanKementenan Agarna Kabupaten/Kbta
roemberltahukan melalui Surat P.rlarAnkrpAda para Kcpala
KUAKCCaJllBlEUl tcntangPenyelenggru-au.nl"cmllihan Keluarga
Sakinah Teladan lingkat Kabupatenl kota:

d. PenlllJ1ggil.anpeserta pemilihan Kcluarga Sakinah Teladan
olch Panitia;

e. Upacara Pembukaan Pemllihan Keluarga Saklnah
Te~odan tingkat Kabupaten/ Kota dDaksanakar dengan
mcnghadirlmn Bupati/Walikota. Kctua Tim Penggerak PKK
tingklll Kabupatea/Kota, tokoh masyarakat, pimpinan ormas
Islam lingkat Kabupaten/Kola, peserta pemDihan Keluarga
Saldnab Tcladan tingkat Kabupsten/KolB, Dewan Juri,
Qnggots panitia, clan lain-lain;

f. Proses pcnllaian pescrta dilakuken oleh D~waJ1Juri, rnellputi.
penll81an icrtulis, wawancara, daJl ooservast:

8. Pengttkllhan pemr.nang diumurnkan pada scars yang
dladakan k11USUS umuk itu;

11. 1lasil pemnman KduargaSakinahTelll.daH tlngkat Kabupalcn/
KotEJ drlapockan kepada: 8upatJ/Walikota, dan Kepala
KanKemcn terian Ag!UDR Kabupa tenl Kota K!lIJup'lten/ Kota
disertat dengandanar !iWS\'8[ hklup para pernenang;
P"mcna.~g 1 Pemilihan Keluarga Sakillah Teladan tingkat
Kllbupsten/Kota menjadl pescrta PernilJhan Kcluarga
Sakinah Teladan tlngkat Provinsi;

J. Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkal Kabup,nen/
KOla dllaksana.ka.'l pada bulan AprU s.d Mel.

3. Tingkat Provinsi

Pl'nyelenggaraan Pemilihan Kduarga Sakinah rerasan tmgkat
l'rovlusi dUa)'StU111kandengan cara scbagai berikut:
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Penyelengg~_"aan pe-ri1'''pn Keluarga Sakineh Telae's'" tingkat
naaiona.l c!Ila.lcsansksndengan carQ $ebagui berikut
a. Peml)entuken pamna dan penetapan DewanJuri ditetepkan

melAlul surat lreputusan D:fjen Bimas Ial&.m;
b. Pcnerbitan Stlrat Edaran Direktur Jenderol Simas Islam

kepada Kepala Kantor Wilayah KemenlClian Agama l'rovinsi

a. Ke1)Q!aBidang t.rusan ;'.garoa ISlaIn Provinsi merencanakan
per.yelengge..""I!an Pemilill= Keluarga Saldnah Teladan
tinglau Proms! <!eogan berkoordinasi kepada Pemerlntah
Oaerah Provlnsi;

b. Kepala Bida-.g Uru= Agama:slam Provinsi membentuk
Panitia dan Dewan Juri Pecllilia:l Kcluarga Saki.~ '!"eladan
t:iIlgkat ProvinS! dengan SU!1U Keputusan Kepala Kam"r
W!lo.yohKeme.!ttman Agama ProMnsl ateu Oubernur;

c. Kepala Bldang urusan Agama l&!am/Keuta BP4 Provlnsi
memberitahukan kepada seluruh BP4 Kabupaten/Xota di
wila)lO.hProvinsi yang bersangkutan tentGng penyelenggaraan
Pemillhan Keluarga Sakinah tingkat Provinsi;

d. Petne.ngg!1an peserta Pemilihan l{eluarga Sakinah Teladan
tingl<llt Provinsi olen Punitill;

e. Upacara pembukaan Pemilfhan Keluarga Sakinah Teiadan
tingkar !'rovinsI: dileksanaken deng/UI menghadirka.'l
Gubernur, Ketua 1"~ Penggerak PKK tingkat Provinsi,
peJsbat yang tetk2t. pezgurus BP4 t!ngIcar. ProVinsi. mkoh
masyarakat, pim-prop' ormas 1S!a.m r.in&kat ProvInsi, semua
peserta dan angg="Dewan Juri;r. Proses peniJaia:n peserta oila1mkan oleb !>ewanJuri,meli?uti
penllaian tertuus, wawaacara, dan oosen-asl;

g. ?engolkuhan pemcnang di1.lmumken pads saat upacara
penutapan PemilibPD !{eluargasaJdnah T~ladan;

h. Huil Pemilihan Reluarga Saldnah Teladan tingkat Prevmsi
dllaporkan kepada; gubemur, iC(:palaKanwij Kemcntcrlan
A..lt8IDsProvtnai, dan Kerna Bp4 Provinai;

I. Proses Pemillhan Keluarga Saldnah teladan tlngkat Provlnsi
llllakbanakan bulan Juni s.d. Jull;

j. Pemenang I Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat
Pro'"1in$lmenjadi pesertaPemilihan Ke1uargaSakinah 'l'eladan
Ungkat l'IasionaJ.

4. Tingkat ~a.slo:;aJ
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C. Pendanaan
S'.lmber<iaoa bagi pemaisj z:a
Keluarga Saldnah Telali= =

~. Pemenang[,.!1.dan:<: """
sesual dengan kel1"~ e-

3. Predilcat (eJuarga ~_ -­
kepada pemenang se, _

metakukan hal·ha;.).:.=o
Ke!uarga Sakjm;h :~ =J •B.~

1. Kcp;:.da pemenang diberikan ianda penghargaan berupa; piala,
piagam dan hadiah lalnoya. dengan ketentuan sebag2.iberikut:
a. P!agaJn penghargaan bagi para Pemenang Pemilihan Keluarga

Sliklnah TeJada;) disiapkan oleh Panitia yang dltandatangani
eleh Kepala PemerintahanDe.erah (Gamat. Bupati/WeIlkQta,

4) Tlngkat Nasiona',
Pemenangr
Pernenang IT
Pemenang Ill

Pemenang II :".Js.mm
PBDNANG, PENGBARGAA!iDAN PElfDANAAN

A. PemeDaJI&
1. Penetapan pemenang diruangkan dalam keputusan Dewan Juri;
2. Pemenang PemiUhan Keluerga Sekinah Teladan pada setlap

tlngkaten terdlrl dan:
a, Pemenang I
b. Femenang 11
c. Pemenang III
d. Pcmenang Harapen.I
e. Pemenang Harapan 11
f. Pemenang Harapan III

3. Keputusar DewanJuri tfdak dapat dlganggu gugat;

3) TingkatProviI:s:
Pemenang I

Pemenang III

Oubernurl sel~".,~~
Untuk dngie"; yo~

b. P'.ala. begi l="Z ;ld
seOOgaiberiktr •

1) Tingkat Ke==c-
Pemenang L -101
Pemenana IT .li
Pemenangl!I ?ii

2) Tlngkat Kabupa=JEi
Pemenang t
Pernenang Il

tentang' Penyelenggaraan Pemlliban Keluarsa Sakioab
Telndan tjngkat nasiaruU;

J c. Pemar:ggilan para peserta Pt:mllihan Keluarga Saklnah
Teladan tingkat Nasional melalul sural Olrjen Bimas lsIam
kepada Kepala kanwil Kementerian Asa-'IUl ?rovi.nsi;

d. Proses penijaian peserta d.ilakukan oleh Dewan Juri, dengan
menelitl oa.'taT RiwayarHidup para peserta, seleksi tertulis
dan wavranca;a;

e. Pengu.ruhan pemenang diumumkan pada saat upacara
penutupan Peml1ihan Ke.'uarga Sakinall Teladan;

f. Hasil Pcmilihan Kcluarga Sakinah Tcladan ting\<at Nasionai
dllaporkan kepru:la:
1) Presiden RI;
2) Menter! Agama RJ;
3) Ol1ektur JenderaJ .I:!imas Islam.

k. Proses Pemllihan Kdnarga Sakinab Teladan Ungkat Nesionai
clIleksanakan pada bulan Agustul$.
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8'.lmber dana bag! ptI:lbleyean pen~er.ggaraan kegjatan Pemilihan
Keluarga Saldnah TelAdBntingkat Naslonal, tIn~t ?ro>insi. dngkat

c. PODd·n·an

2. Pmlt:I1ilngl, ll, dan IIIsenaHarn,pan I, II, dan IIIdiberlkan hadiall
sesuai dengan kemarcpuan.

3. Predikat :<eIuargaSsk!nah Tela~ dapat c!icabut atau diaHhken
1cep~r1apernenang selanjutaya, apabIla dl kemudian hari ternvata
mclakukanhal-hal yeng dapat =jat"bken predikat dan citra
Keluarga Sakinah TI'ladz=!

f>ialadar! Menter! Agama m;
: !'iala ciarl DJIjenSimas Islam;
: ~ Carl Dkektur vrais dan Binsyar,

4) Tingkat Nasional:
Pem.::lll_ug [
Peme=gII
Pemenang III

Peme=glIl

tsdmewa;
: Piale 6;_-j Kepala Kantor Wi!l!yah
Kemenlerian Agama. i'rovInsI/ Daerab
Istimewa;
: Pielatan !CetuaTim ?enggerak PKK
dngkat provinsi/ Da.erah Istimewa.

Pe=angli

31 Tingkat Pnwinsi :
!'cmeoeng! : PiaiE.ear; Gubemur Pro'insijDa=m

Gube:nur) selaku Peilndull&BP4 elimas!ng-masu..g tingkatan;
:.Jntuk tlngkat NasOor.ruoleh Menleri Aga.'tl&;

b. ?iala bag! para pemeneng' dibenkan dengan ketentuan
sebagai berikut :

11 Tingkat Kecamatan :
?emenang I : Piala ta.-j carnal;
Pemenang II : Piala Carl Kepala KUA Kecamatan;
Pemenanglll : Piala dari BP4 tlngkat Kecamatan.

2) Tlngkat Kabupaten/Kota,:
Pernenang 1 : Piela ciarl BupatijWallkota;
Pernenang II : P'..a1a dariKepala Kantor Keroei'lterlan

Agama Kabupaten / Kota;
Pemenang III : ~da.'i Ketua Tim Pcnggerak PKK

dngkat Kallu »aten I Keto..
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1. PetlJ"Nk Pelai<~ -.
mcnjadi pcdoman da""'"
Saklnah 1'eladan mu,~ ;;:=
provinsi/ daerah isrime_ -

2. Untuk memberikaa-0
Keluarga Saldnah Tcl&G::.
khid:nat dan l!lpuc""" ~ -~_
cetak;

3. De.itar Riwayat Hi'"',;; dai
sesuai denga_!' conro;. :e."lO.JI
terpisaasan dzri~-.;A e
Teladan ini;

4. Untuk lebih m=mgl<a-""­
Agama dan BP4 per:" bciQ
dan lembaga/ bedan ya-!
keluarga aeperti B., .,"3!{. 3::

Untu" menjaga keteladanan da::lkesinambungan antara Kementerian
I\gaIna dan BP4 dengan Kehrarga SaJ<i;'!ab':'eladan tersebut pertu
diadltkan II¢lllbillGan teres meaerus di :.emu!t Ungkatan dengan cara
entara lain.
1. Mengjkutgertakan Xeluarga Sakhlah 'i'eladan dalam kegiatan­

kegitllWl yang cliadekao oleh BP4 setempat;

Keluarga Sakinah Teladan adalah sosok keluarga muslim yang
memegang predikat keteladanaa di daerahnya maslng-masing. Merek2
adalah orang-orang yang berha.si1 dalam memblna kehldupan ru .mah
tangganya dan mer.d!dik anak-anaknya daJam berbagai bidang ilmu
pengetahuan dsn agama (iprek dan imta4 sehingg~ anak-anakcya
memperoleh pencfidikan secars optimal dan menjadl manusia yang
berguna bag!bangsadan agama Di sampinglru keluarga saldr!ah teladan
adalah orang-crang yang mempunyai kete1adanan di dalam lingIruogan
masyara.ka.tnya. Merekamampumembagiwaktunyaamarakepentingan
rumah ta.ngga dan masyarakat. aktif bemrganiSBlli oan meneiptakan
karya sosJru serta berusaha dalam menlngkatkan pcngetahuan den
keterampllan .

Keluarga Sakl'lah Te!adan tIdalah 6rang-orang yang selalu ah"tiI
dalal:il menunjang program pemertntan sepern akdf dan berpartisipasi
d8lam kegiatan majt:lis rakltm, pemberantasanbutalluru! Al-Qur'an dan
huruf latin eena kcgi.atall Kc!ue:rga Berancana (KB). l.i&lha Perbe:!],eo
Gizj Keluarga (UPGKI. Jum'at Berslh dan Penanggulangan HIV/AlDS,
dan lain-lainnya.

Kabupaten/ xota dan tingkat Kecamatan bersumber dart:
1. DIPAmasing-masing tingkatan;
2. Bantuan Pcmerintah Daerah;
3. Dar.aBP4 maslng-masing tingkman;
4. Bantuan badan/lembagalain;
5. Bantuan sponsor dati mitra kerja Kementerian AgJlIIlIi clan BP4;
6. Bantuan Ialnnyayang dlbenarkan o1ch =dang-undsng.

2. Memberdc.yrumn ~
menJadi motor pe~.
egama;

3. Mengilcu t:sertokan !{e'lOo.."'"gEl
BN setempat;

4. Mengikutsertakan:{e;' C "

AmaI Bekti IHABIKe>;"""':r::lI
5. Menglkutsen.akan Kel;.a:: .....

hari Besar Islam (i-l-st ;
6. M<:ngikutsertakan ~~

pemerin tah seperd kef_r -

KB, UPOK. Jum'ar. Be:;sfr. -
1alnnya.

7. Diikutiwl dalam pe1an, .. ,
8. Pada masing..mas!'-&

berpartisipasl sebaga;
pemberdayaza keluzrga _



1. PetUl"Juk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga sakinah Teladan mi
menjadl pedoman daJam peayelenggaraan Pemillban Keluarga
Saldnah Tdadan mulai dati tingka\ kecarnatan, Kabupaten/ kota,
prO\llnsi/ WI'ah tstimewadan tlngkat naslonai;

2. Untuk memberikan moti,asi kepada masyarakat pengukuhan
Keluarp. Saklnah T<:lalar.dilaksanakan da1amsuatu upaeara yang
khidmat dan dipubhlmsi1<an znelalul meriJa el..lctmnlklt dan media
cetak,

3. DaI'tar Rlweyat ;Uoup ck"'" kriteria penilalan peserta dibuat
sesuai dengan oontoh teriampir, dan m.erupAlc,," Imgian y.u>g tak
terp:sahIw.n dd Petnnjuk p,.Jaksanaan Pemiliban Keluarga Sal-inah
Tcla4an in!:

4. Untuk lebih meningkarkan mum keluarga saIrlnah. Kmtentetizl
Agama dan B!'A perlu bekc.\jasama dengan installs! pemerintal1
dan IembB6&/ baden)lang erat hubungannya dengan pembinaen
kelua."gB !leJl!'rti BKl<BN. HP4. PKK. Dharma Wanl:a dan Iain-Iaia.

BABV
PBNtlTU'P

2. Memberdayalam keluarga sakinah. teladan unt\lk llrut aktif dan
menjadl motor penggecak daiam pembangunan ~ .....= :z:;
agama;

3. M ..ngi1rur~rta.l<= Kelua."'ga Sakinah TeJada" dalam kepengttrusen
SP4 scrcmpat:

4. Mengikutsertakan Keluarga Saldnah Teladan daJam kegiatsD Han
Amal Bakti (R"'B) KementeT'= Agama:

5. Mengikutsertakan Keluarga SakinahTeladan pada pertngsran Hart­
hari Besar Jslam (HBJj;

6. Mengllrutsertakan Ke!um-ga Sokinah TeJadan delam kcgiatan
pemerintah sepertl kegiamn Penasohatan Perkawinan dan Keluarga,
KB, tJPOK,jum'at Bersih, Penangg).llangaoHlV/ AIDS clan kegiatan
!B.innya.

7. DlJkulkan dalam pelatman medtaior Perkawtnan <Ian Keluarga.
8. Pada lI'.asing-rnasing daeran provinai agar didorong untuk

berpartls:ipas! sebsgai ~otivator dan penggerak kegiatan
pemberdayaan keluarga eli :lnglrulgannya.
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A. lstart
Nama Lengkap

2. 1'empat dan tanggll.! ~
S. Agama
4. Pe~eljaan
6. Alamattcmpat rbbl;<-
6. NomorTe!ephon/!c:;;_
7 Hobby
6 Jc:ljangpcncEd:!=.

(Lampirkan foOOCO?J_ 0

8.:. Formal
2.
b.
c.
do
e. ..00 ...... _ 0

r>nr- -
PESERTA~ ~
nN~KA'I'EC K."2:-o~_

Pas Perc
4x6

Isteri
Dir.etepkaa eli : Jakatta

: 4 Maret 2011

dalam pelaksanaan pemilihan Keluarga Saldneh Teladan dl semua
tingkaWl;

5. Ketentua:l daa penjeJasan lainnya akan dikeluarkan kemudian
oleh Penltla PenUIihan Ke..1usrga Se.kinah Teladan masiog-masing
lingkatan.

3l-O­
PESERrAP~MrS"':,~!I

'I'INGKA1' KEC A.~
?ROV'lS31
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A. llIterl
1. Nama Lengkap .......••.•••....•.•..••.•.•.........................
2. Tempat dar. tanggallahir _
3. Agama .
4. PekeJjaan .
5. Alrunc.ttempat tinggal .
6. NomorTelc;>hon/Hp. . _.
7. Hobby .
8. Jeo,Jang pcndidikan dalam clan luar negerl yang pernah dicnpai:

ILampirkan CotocopyIjazah/Pillgam/Surst Keteranganl

8.1. Formal
a. . .ranun, (be.ija.zah Itidsk berijazah *)
b. . Tahun (beMjll1.a!!/tidak berijazah ')
c. . Tahun. (bcrij-..,/tide.k berij&2P...lI')
d. . Tahnn (beriJatah/tldak berijazah 'J
e ......••.......... Tahun. (bcriJa1j!~/tide.kberijazah ')

DAFT....'< R:;'iI.'AYATHIDUP
PESERTA PEMILIHAK iU!wARGA s.>JruIAH 'I£L.!J)AN

'!"):-IGKATKECjK."'.BjKOTA/?ROVlNSj/NASIONAL
T.~I:JU?\...•............

Pas Fooo
4xfi

Sunmileteri

B!ODATA PASANOAN
PESERTA PEMr"lHAN KEUJAROA S.~AH TELADAN

TI~OKAT KEC!KA.B/KOTA/?ROVINSljNASIONAL
PROVUiSL ••.•••.......•...••.•...•

............. "D!'I...,.,ur ~\I(AY'\THItK.P
('.o'llO" roII')«JUR -:t;.':O!!W.K
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12. Keakti:im d:ili=.O:;:-c::.3l
No. Na=O~

B.8_i
1. Nama Lengkap
2. TCalpatdan t.anggallahir
3. Agama
4. Pe..eljaan
5. AII!.ma1 tempat tinggal
6. Nomor'l'e!epbon/Hp.
7. Hobby

11. 'fa."1daJasa/FengbE..623J
a _
b _ ..
C _ ..
d.
e _

c. . _
d.

10. Keg:ata.'l Ke["1.idl.!pa:; .aG
a. .
b. . .12. Keaktifan dalam Or si Sosial Kemasvarakatan :

1\0. Nama Organisasi Jabatan MasaBaktl

.

9. Tangga1menlka.i! (> ;ill

Lt. TandaJasa/Penghargaanyangdimillkl:
a. _ D(U"! .
b. . Dari ..
Co Dati _ ..
d. • Dar! ...•...............•...........
e. . Dari ..

d. . , , , .
c. . , , .

a .
b.
c.
d.
e.

............................................... , u •••

a. . .,. j •••• H ••••••••••••• •

b.

10.Kegjatan Kehldupan Beragama:

9. Tanggal tncru..""'<ah(lampirkan fotocopy Akta Nikab):

8. JenJang pendi<iika.=
(Lempirkan foroco)"IY

8.1. Form21
II•••......•.__

b.
c.
d T~
e. . .

8.2. Non FonnaljKursus/Penataran
a. Larnanya .
b. . 1.amanya ........••....•..
c. ..........................•.................•.......... Lamanya ..............•.•
d. . Lamanya ......•..........
c. . _ Lamanya .
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12. KeeJctifan<lalam 0, isasi Scsial. ~lll8S'.'U8ka.tan:

11.Tanda JasajPenghargaan yang dimDild:
a. .. Dar! ..
b DCUi .
C DarI .
d DarI ..
e. .. Dari .

.............................................................................................
• ••• H •••••••••••••••••• •• ••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••c.

d

10. Kegiatsn Kehldu;=- 3eTagama:
a.. ..
b. . .

•••••••••.•••••••••••••••••••••• u .

9. Tangga.lmeaikah rlaIllpirkru-. futocopyAkta N!kah):

8.2. NonFcrmal/Kursus/Penataran
a. .. Lamanya .
b. .. Lamanya .
c. . Lamanya ..
d. .. Lamanya .
e. .. Lamanya .

8. JeaJang pendidikan dalam clan !UB! cege.; yang pernah dicapai:
(Le.mpirkan fotocopy[Jazah/Piagam/Surat Keterangan)

8.1. Formal
a. .. Taaun {betijazah/tidak berljazah "I
b. .. Tsun (bcrljazah/tida.lt berljszah .,
C T.hun (berljazall/tida.lc berijazah "'I
d. . l'ailun ~j!l7Ah /lldllk h~rij:wlh *)
e, .. Tahun (bcrlJazah/tidak bcnjazah "l



D. Tetanu- du Sahahat
1. Nama-nama Te-=gga :

8. Samping kanen : No.Telp/Hp .
b. Samping kiri : No.1'elp/Hp ..

:c:. Mengatul Kemelttt 4= •
1. Keberhasi1an ~ glI

sendiri atau orang ::=... •
masing-~singsna-~

2. Preszasl yeng peer'­
ilmiah dan !regiara"'l k=:=e'
lersendlrio maslI::g-=S':;~
piagam atau sertrli=

•
Nama Orang rua SoI.&mi :
a. Ayah : 1\0.Telp/Hp ..
b. lbu : _ 1\0.Telp/Hp ..

7. Namaorangyangn.;,=~
Nama
Alamat
No. Te1p/Hp.

3. Nama Orang Tua Isteri :
a. Ayah : _ l\o.TeJp/Hp ..
b. reu : 11:0.TeI;>/Hp ..

a. .
b.

2. Prestasi anak-anak dalam kegiatan keagan-.aan: 6. JIIamll.orangyang c=w;..
Nama
A.Iarnat
No. Telp/Hp. . ...._.._c.

d. .. .

4. Namaorang Y'dDJ? di"':Jenj::!l
Nama
/\Iamat . .. ..
'<0. Telp/Hp. : .

5. Namaorangy=.g~
Nama
Alacat
No. Telp/:ip.

Anal<-ar.ak/Anak Asuh:
1. Nama _.. No. Te1p/Hp .
2. Nama No. Te1p/Hp _ .
3. Nama _ No. Te1p/Hp .
4. Nama No. Telp/Hp _ .
5. Nama No. Tclp/Hp ..

3. Nama sahabat Su=i ~
Nama
Alamat
No. Te1'P/Hp.

,
!'Ie Nama Anak Usis 11--

Pen •.
Pekerjaan Nn.Trl!,\Hl' Ret.

LIP T . .

c. Sebelah depan
d. Sebelah bela}; .. g

2. NSJ:l8sahabar ;ste-iy-.,::;:
Nama
Alamat
No.'l'~lp/Hp.

C. Ke1uup
1. Anak Kandung yang masih hidup : a. Laki-Iaki orang
(Lamplrkan fotocopy kartu ke1uarga) b. Pe:rempuan •..........• orang

c. Jum1ah orang



,

25

6. Nama orang YlUlg diclntai Suam! atau Ister.
Nama " , .
Ala.mat . .. ~ , ..
No. 1'eJp!Hp. : .

7. Namaorang yang ditokOOkansuamt atau 1steri
Nama " , ..
Alamat , ..
No, Telp/Hp. : ..

E. .IIlt!21ptaD Kem.eh!t dan hestu1
1. Keberhasilan daI.ammengatasi kemetut ke!Udupan rumah t:!Jlg&a

sendiri aiau orang lain. (Diuralkan da.Iam lembEuan terscnc!lrl
masing-masing lIuami/isredJ.

2. Prestasi yang pernah :llcapai dalam bemrgRnlAAsi. Icegiat=
Ibniah dan k.egi.atan.kemasyruakatan, (D!uraIkan dalam Iernbara£.
tersc:ndirio mastng-masmg suarni/ Istert, (llgertal bukti berupa
piagam atau sertfnkatl,

5. Nama orang yang dibo:mati 8'.larni atau 181eri
NWJlIt ,'
Alanat . • _ ..
lio, Telp/Hp. : .

4, NIUI'.aorang yang dlbenci oleh Suarni a:au Isteri
Nama ..
Alamat • .. .
No. Tc:lp/Hp. : ..

J.

2. Namasahabar !R!t!ri y>mgpaling akrab
Nama .
Alamat . . ..
No. Telp/Hp. ; .

3. Namasahabat SUarniyang palin,g akrab
Nama , , , , , .
Alamat . . , ..
No. Telpl Hp. . _ ..

t

c. Sebelah depan : No.Telp/Hp •...........•..... _ •.
d. Sebelah belakang : No.Telp/Hp .



KISI-KISI PENIL\!A!'!J
PEMILIHAN 1GLU!-_~

TINGK..o\l .•••
l'A --:::- -_--'_ ..l!

2. (................•................... )
Isteri

1. ( )
Suami

cap dan tanda tangan

Peserta,

26

Kt:terdl'lgll.ll :
0) Corel yang ddak per.u
., O=garisaslyang mengurus J)e5erta

( Nama Tere.ng )

cap dan tanda tangan

Kctue.

.....................................................

........................................ - ...._......-



.

~-
•

I

2i

KISI-KISI PENILAIAN DAN DAFTAR QUESTIONER
PEMILlHAN KELUARGA SAKrNAH TELADAN

TINGKAT ..
TAHUN ..
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